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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 dan
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG PERINDUSTRIAN.

BABI. ..
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah Bahan Baku dan/atau memanfaatkan sumber
daya Industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa Industri.

Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai
ekonomi yang lebih tinggi.

Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai
pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk yang fungsinya sempurna sesual parameter
produk yang diharapkan.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah
pabean.

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud atau tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan
penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Standardisasi Industri adalah proses merumuskan,
menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan,
dan mengawasi standar bidang Industri yang
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan
semua pemangku kepentingan.

Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang
menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di
bidang standardisasi.

10. Spesifikasi . . .
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Spesifikasi Teknis adalah dokumen persyaratan teknis
yang mengacu pada sebagian parameter SNI dan/atau
standar internasional.

Pedoman Tata Cara adalah dokumen yang berisi tata cara
atau prosedur untuk desain, manufaktur, instalasi,
pemeliharaan atau utilisasi dari peralatan, struktur, atau
produk.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan
kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di
Indonesia.

Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan
Industri.

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan Sarana dan
Prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola
oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak,
meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber
daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam
rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.

Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan
Industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri.

Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga
manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri.

20. Data . ..
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Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam
dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau
sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk
waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah
terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.

Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau
direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta,
dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan
sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan
belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan
Kawasan Industri.

Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan,
invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses
dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan
perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan
dalam kegiatan Industri.

Fasilitas Nonfiskal adalah kemudahan dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterima
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
dalam bentuk jasa, nilai kegunaan hak, nilai kegunaan
barang, dan/atau nilai kegunaan bangunan fisik yang
pemanfaatannya menimbulkan atau tidak menimbulkan
keuntungan komersial, tanpa diikuti dengan pemindahan
penguasaan atau kepemilikan hak, barang, dan/atau
bangunan fisik tersebut dari Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disebut dengan KBLI adalah klasifikasi
kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala
lembaga pemerintah nonkementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

25. Sistem . .
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Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya
disingkat SlINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain
dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau
informasi Industri.

Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya
disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau
daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan
standar Industri.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat
KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian
kesesuaian.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

b. pembinaan . .
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pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga
penilaian kesesuaian;

Industri Strategis;

peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri;
dan

tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

BAB 11

BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Bagian Kesatu

Penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh Perusahaan Industri

SK No 085066 A

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Perusahaan Industri harus menggunakan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong dalam proses produksi
secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
dapat digunakan oleh  Perusahaan  Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari alam,;

b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil
produksi,

c. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil
produk samping; dan

d. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil
daur ulang.

Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.

(4) Daftar . . .
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Daftar jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah
dengan Peraturan Menteri berdasarkan persetujuan
Presiden.

Pasal 4

Jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diprioritaskan untuk
kebutuhan Industri dalam negeri.

Pasal 5

Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari
dalam negeri.

Bagian Kedua

Kemudahan untuk Mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

SK No 085065 A

(1)

(2)

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Untuk menjaga Kkelangsungan proses produksi
dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan
untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong.

Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah:

a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar
negeri bagi Perusahaan Industri; dan

b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau

Bahan Penolong di dalam wilayah negara
Republik Indonesia,

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Paragraf 2 . . .
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Paragraf 2

Jaminan Ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong

SK No 083741 A

Pasal 7

Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pemerintah Pusat dapat
melakukan:

a. pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong; dan

b. pemberian kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong.

Pasal 8

Jaminan ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong dari dalam negeri dilakukan melalui:

a. pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong;

b. pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong alternatif; dan

c. pembangunan Industri hulu dan Industri antara
berbasis sumber daya alam.

Pasal 9

(1) Menteri menyusun usulan pelarangan  atau
pembatasan  Ekspor Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a.

(2) Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan.

(3) Usulan . . .
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Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan kebijakan
fiskal disampaikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

Usulan Menteri dalam rangka pelarangan Ekspor
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan:

a. merupakan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang strategis dan terbatas;

b. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri;
dan/atau

c. kepentingan nasional lainnya.

Usulan Menteri dalam rangka pembatasan Ekspor
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
pertimbangan:

a. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sudah
dapat diolah di dalam negeri, namun pasokannya
belum mencukupi kebutuhan Industri;

b. Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi;

c. menjaga kestabilan harga Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong; dan/atau

d. kepentingan nasional lainnya.
Usulan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 ...
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Pasal 10

Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri;
dan/atau

b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong dari dalam negeri belum
mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau
standar mutu.

Kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. pemberian fasilitas fiskal;
b. pemberian Fasilitas Nonfiskal; dan/atau
c. pemenuhan jumlah Impor sesuai kebutuhan.

Kemudahan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 3
Neraca Komoditas

Pasal 11

Dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Pemerintah Pusat menetapkan neraca
komoditas.

Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat:

a. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai
kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong untuk Industri dalam negeri; dan

b. data yang lengkap, detail, dan akurat mengenai
pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
untuk Industri dalam negeri.

(3) Data . .
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Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
paling sedikit meliputi data mengenai:

a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
dibutuhkan berdasarkan pos tarif;

b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang dibutuhkan;

c. waktu pemanfaatan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang dibutuhkan; dan

d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang dibutuhkan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
paling sedikit meliputi data mengenai:

a. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
tersedia di dalam negeri berdasarkan pos tarif;

b. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang tersedia di dalam negeri;

c. waktu ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong di dalam negeri; dan

d. standar mutu Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang tersedia di dalam negeri.

Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dalam rapat
koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian paling lambat pada bulan Desember
tahun sebelumnya.

Penetapan neraca komoditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana
kebutuhan Industri dan rincian data pasokan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong.

(3) Neraca . . .



SK No 085064 A

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

a@ﬁ?

RO

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Neraca komoditas yang telah ditetapkan dapat
dievaluasi sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk
ditetapkan kembali melalui rapat koordinasi yang
dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi utama/madya.

Neraca komoditas dapat diakses melalui sistem
informasi terintegrasi.

Pasal 13

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) diselenggarakan oleh menteri dan/atau
pejabat pimpinan tinggi madya.

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didahului dengan rapat koordinasi teknis
kementerian/lembaga terkait.

Pasal 14

Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan rencana
kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan usulan kebutuhan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap
Perusahaan Industri.

Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) disampaikan oleh Perusahaan Industri
dan/atau pusat penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong kepada Menteri.

(2) Usulan . . .
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(2) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal diperlukan dapat dilakukan verifikasi terlebih
dahulu oleh Ilembaga pelaksana verifikasi yang
ditunjuk oleh Menteri sebelum disampaikan oleh
Pelaku Usaha.

(3) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 16

(1) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2) disampaikan oleh Menteri dan menteri/kepala
lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui
sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap
triwulan.

(2) Rincian data pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang disampaikan oleh Menteri atau
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data pasokan Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong yang dihasilkan oleh Industri hulu
dan Industri antara.

Pasal 17

Rencana kebutuhan Industri yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan rincian data
pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan
kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian
melalui sistem informasi terintegrasi secara berkala setiap
triwulan.

Pasal 18 . ..
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Pasal 18

Dalam hal neraca komoditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) belum ditetapkan, jaminan ketersediaan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong ditetapkan
berdasarkan ketentuan dan data yang tersedia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor

(1)

(4)

(1)

Pasal 19

Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hanya
dilakukan oleh Perusahaan Industri yang memiliki
nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka
Pengenal Importir Produsen (API-P).

Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri
menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi
sendiri, dapat dilakukan oleh pusat penyedia Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor
induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal
Importir Umum (API-U).

Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang
diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuktikan dengan kontrak pemesanan dari Industri
kecil dan Industri menengah dimaksud.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat penyedia
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 20

Perusahaan Industri dilarang menjual atau
memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal tertentu, ketentuan mengenai larangan
penjualan atau pemindahtanganan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan terhadap
larangan penjualan atau pemindahtanganan atas
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penjualan
atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 21

Perusahaan Industri yang menjual atau
memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa:

a.

b
C.
d

peringatan tertulis;
denda administratif;
pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau

pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 22

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(1)

Pasal 23

Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan  perbaikan dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi
administratif berupa denda administratif.

(2) Denda . . .
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(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari
nilai investasi.

(3) Pembayaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif
diterima.

Pasal 24

(1) Perusahaan Industri yang tidak memenuhi
kewajibannya dan tidak membayar denda administratif
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan nomor induk berusaha.

(2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan
pembekuan.

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah memenuhi kewajibannya
dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu
berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mengajukan
permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk
berusaha.

Pasal 26

Dalam hal Perusahaan Industri sejak tanggal berakhirnya
sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)
tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar
denda administratif dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 27

(1) Menteri mengenakan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 kepada
Perusahaan Industri.

(2) Pengenaan . .
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(2) Pengenaan sanksi administratif kepada Perusahaan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan
yang berasal dari:

a. pengaduan; dan/atau

b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 28

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Terhadap Perusahaan Industri yang dikenai sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf ¢ dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan
informasi mengenai pengenaan sanksi kepada
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

Bagian Keempat

Jaminan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di Dalam Negeri

SK No 085001 A

Pasal 30

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin
penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di
dalam negeri.

(2) Jaminan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. penetapan tata kelola Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong di dalam negeri;

b. penyediaan infrastruktur penyaluran Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

c. pengembangan teknologi penyaluran Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;

d. fasilitasi . . .
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d. fasilitasi pembentukan unit penyaluran Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam negeri;
dan/atau

e. penetapan kebijakan yang mendukung
kelancaran penyaluran Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong di dalam negeri.

Penyediaan infrastruktur penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengembangan
teknologi penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢, dan/atau fasilitasi pembentukan unit
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dapat dilakukan melalui skema kerja sama
antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
dengan pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong.

Pasal 31

Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi penyediaan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong secara langsung dalam
rangka pemulihan Industri dalam negeri.

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 32

Pemerintah  Pusat melaksanakan pengawasan
terhadap:

a. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong oleh Perusahaan Industri; dan

b. Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pengawasan terhadap penggunaan Bahan Baku
dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi
dengan menteri/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

(4) Pengawasan . . .
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Pengawasan terhadap Ekspor Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b  dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan dan dapat berkoordinasi dengan Menteri.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN
Pasal 33
Pemerintah Pusat melakukan perencanaan,
pembinaan, pengembangan, dan  pengawasan

SK No 085059 A

(2)

(1)

(2)

(3)

Standardisasi Industri.

Perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan
pengawasan Standardisasi Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dan diselenggarakan
oleh Menteri.

Pasal 34

Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud
SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di
seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi standar
dan/atau dokumen untuk barang dan/atau jasa
Industri pengolahan dengan KBLI 10 sampai dengan
KBLI 33.

Pasal 35

Barang dan/atau jasa Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri merupakan hasil produksi dari
Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri yang
tergolong dalam kegiatan usaha berisiko menengah
dan kegiatan usaha berisiko tinggi.

(2) Perusahaan . . .
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Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi
barang dan/atau jasa Industri dengan menggunakan
merek milik sendiri.

Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) wajib memiliki perwakilan resmi dan/atau
pemegang lisensi di wilayah negara Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau
maklun, merek yang digunakan oleh Perusahaan
Industri atau produsen di luar negeri harus merek
milik pemberi kerja sama atau pemberi maklun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama merek
dan/atau maklun sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 36

Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian
atas SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata
Cara yang diberlakukan secara wajib untuk Impor
barang tertentu.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap barang Industri berdasarkan:

a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang
memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup,
klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda
dengan standar yang diwajibkan;

b. keperluannya merupakan produk contoh untuk
keperluan riset dan pengembangan produk;

c. keperluannya merupakan barang contoh dalam
rangka pengujian untuk memperoleh sertifikat
kesesuaian; dan/atau

d. keperluannya merupakan barang  pribadi
penumpang.

(3) Penetapan . . .
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Penetapan terhadap pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai pemberlakuan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dari
masing-masing barang Industri.

Pasal 37

Persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda
kesesuaian diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan
Industri yang telah memenuhi persyaratan SNI,
Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang
diberlakukan secara wajib.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda
SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 38

Penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis,

- dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan

secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang
telah terakreditasi sesuai dengan ruang lingkupnya
dan ditunjuk oleh Menteri.

Dalam melakukan penunjukan lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri mempertimbangkan kebutuhan Industri dan
jumlah persebaran Industri dalam negeri.

Lembaga penilaian kesesuaian yang telah ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lembaga sertifikasi produk;
b. laboratorium uji; dan
c. lembaga inspeksi.

Lembaga sertifikasi produk sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) huruf a harus memenubhi kriteria sebagai

berikut: o
a. memiliki . . .
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memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa sertifikasi yang efektif atau penetapan tugas
dan fungsi kelembagaan bagi lembaga sertifikasi
produk yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

memiliki laboratorium wuji yang terakreditasi
berdasarkan SNI ISO/IEC 17025 atau lembaga
inspeksi yang terakreditasi berdasarkan SNI
ISO/IEC 17020;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
negara Republik Indonesia.

(5) ~Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

()

a.

d.

memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa pengujian laboratorium yang efektif atau
penetapan tugas dan fungsi kelembagaan bagi
laboratorium uji yang dimiliki oleh Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan;

telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17025;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
negara Republik Indonesia.

Lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ harus memenuhi kriteria sebagai
berikut:

a.

memiliki Perizinan Berusaha di bidang Industri
jasa inspeksi periodik yang efektif atau penetapan
tugas dan fungsi kelembagaan bagi lembaga
inspeksi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. telah . ..
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telah terakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC
17020;

telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai; dan

berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
negara Republik Indonesia.

Menteri dapat menunjuk:

a.

lembaga sertifikasi produk yang belum memenuhi
kriteria terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c;

laboratorium uji yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
dan/atau

lembaga inspeksi yang belum memenuhi kriteria
terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c.

Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dengan ketentuan:

a.

belum tersedia lembaga sertifikasi produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang
telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai tetapi sudah terakreditasi dengan ruang
lingkup yang sejenis; atau

telah tersedia lembaga sertifikasi produk,
laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi yang
telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup yang
sesuai tetapi jumlahnya belum memadai.

Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7)
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi administratif
dan evaluasi kompetensi.

(10) Penunjukan . . .
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Penunjukan lembaga penilaian kesesuaian yang belum
memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk
jangka waktu 2 (dua) tahun.

Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium
uji, dan/atau lembaga inspeksi belum terakreditasi
oleh KAN untuk ruang lingkup yang sesuai dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10),
Menteri dapat mencabut penunjukannya sebagai
lembaga penilaian kesesuaian untuk ruang lingkup
dimaksud.

Dalam hal lembaga sertifikasi produk, laboratorium
uji, dan/atau lembaga inspeksi berdomisili atau
berkedudukan di luar wilayah hukum negara Republik
Indonesia, hasil sertifikasi produk, hasil pengujian,
dan/atau hasil inspeksinya dapat diakui sepanjang
terdapat perjanjian saling pengakuan antarnegara di
bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a. tata cara penunjukan lembaga penilaian
kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau pada ayat (7); dan

b. evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

Lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1) memiliki kewajiban:

a.

melakukan penilaian kesesuaian bagi barang, jasa,
sistem, dan/atau proses yang diberlakukan secara
wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pemberlakuan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib;

b. melaksanakan . . .
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melaksanakan penilaian kesesuaian secara benar
berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada
kepentingan pihak yang dinilai, serta bebas dari
tekanan pihak lain termasuk tekanan dari organisasi
yang berkaitan atau yang membawahinya;

melaporkan hasil penilaian kesesuaian yang telah
diterbitkan, diperpanjang, dan/atau dibekukan untuk
sementara atau yang telah dicabut kepada Menteri
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penerbitan, perpanjangan, dan/atau pembekuan
untuk sementara atau pencabutan melalui SIINas;

melakukan surveilans secara berkala sesuai dengan
sistem  sertifikasi yang ditetapkan dan/atau
berdasarkan pengaduan atau instruksi dari Menteri
serta melaporkan hasil surveilans kepada Menteri
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
penetapan hasil surveilans bagi lembaga sertifikasi
produk;

menggunakan personel yang berkompeten,
berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili di
Indonesia, lancar berbahasa Indonesia, memahami
peraturan perundang-undangan, dan telah diregistrasi
oleh Menteri; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Lembaga penilaian kesesuaian yang telah dicabut
penunjukannya oleh Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (11), wajib melimpahkan klien
kepada lembaga sertifikasi produk yang ditunjuk oleh
Menteri.

Menteri melakukan koordinasi pelimpahan klien
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Koordinasi . . .
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Koordinasi pelimpahan klien sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan
penunjukan lembaga penilaian kesesuaian.

Pasal 41

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota dapat
memberikan Fasilitas Nonfiskal kepada Perusahaan
Industri kecil dan Perusahaan Industri menengah yang
menerapkan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib.

Bentuk Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi pembiayaan dalam proses
penilaian kesesuaian dalam rangka sertifikasi SNI,
Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang
diberlakukan secara wajib.

Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan Industri
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menerima Fasilitas Nonfiskal paling sedikit memenuhi
ketentuan:

a. memiliki Perizinan Berusaha; dan

b. telah menyelesaikan seluruh kewajiban
perpajakan.

Selain Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perusahaan Industri kecil dan Perusahaan
Industri menengah yang menerapkan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang
diberlakukan secara wajib dapat diberikan fasilitas
fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 42

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan
Standardisasi Industri.

Pelaksanaan pengawasan Standardisasi Industri
dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 43 . ..
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Pasal 43

Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian:

a. penerapan SNI secara sukarela sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri; dan

b. pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pengawasan di pabrik; dan

b. koordinasi pengawasan di pasar dengan
kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

Koordinast pengawasan di pasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara
bersama-sama dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 44

Menteri dapat menunjuk lembaga terakreditasi untuk
melakukan pengawasan Standardisasi Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 45 . ..
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Pasal 45

Dalam melakukan pengawasan penerapan SNI secara
sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) huruf a, Menteri dapat meminta lembaga
penilaian kesesuaian untuk menyampaikan laporan
mengenai sertifikat kesesuaian yang telah diterbitkan
melalui SIINas.

Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Menteri melakukan uji petik kesesuaian
terhadap penerapan SNI di pabrik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a.

Dalam hal hasil pengawasan menyatakan barang
dan/atau jasa Industri di pabrik tidak memenuhi SNI
yang diterapkan secara sukarela, Pelaku Usaha
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai standardisasi dan
penilaian kesesuaian.

Pasal 46

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana,
PPSI berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri
sipil bidang perindustrian.

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri ditemukan dugaan tindak pidana,
PPSI dan/atau petugas pengawas kementerian dan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait
berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil
bidang perindustrian dan/atau bidang lain untuk
ditindaklanjuti.

(3) Dalam . . .
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Dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri
sipil bidang perindustrian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai hukum acara pidana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
perindustrian.

Penyidik pegawai negeri sipil bidang lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} melakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan yang
dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bidang
perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 47

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan kepada
lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan
penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis,
dan/atau Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri dan Pasal 38.

Pemerintah  Pusat mendelegasikan pembinaan
terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Pembinaan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:

a. penguatan; dan

b. pengembangan.

Pasal 48

Menteri melakukan penguatan lembaga penilaian
kesesuaian terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi
barang dan/atau jasa Industri.

(2) Penguatan . . .
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Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka
pelaksanaan penerapan SNI atau pemberlakuan SNI,
Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara
secara wajib.

Penguatan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan teknis,
konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan.

Pelaksanaan penguatan lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
didelegasikan kepada perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

Pasal 49

Menteri menyediakan, meningkatkan, dan
mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium
pengujian standar Industri pada wilayah pusat
pertumbuhan Industri untuk kelancaran
pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara secara wajib.

Dalam menyediakan, meningkatkan, dan
mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium
pengujian standar Industri pada wilayah pusat
pertumbuhan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Menteri dapat bekerja sama dengan perangkat
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian.

Pasal 50

Dalam rangka pengembangan lembaga penilaian
kesesuaian, Menteri melakukan kerja sama penilaian
kesesuaian:

a. ditingkat nasional; dan

b. di tingkat internasional.

(2) Kerja . . .
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(2) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan pemangku kepentingan.

(3) Kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat
internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan negara mitra.

Pasal 51

(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan kepada
lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan
penilaian kesesuaian terhadap penerapan SNI dan
pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara secara wajib, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pemerintah Pusat mendelegasikan pengawasan
terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
bentuk:

a. pengawasan kegiatan sertifikasi; dan
b. pengawasan secara berkala atau khusus.

Pasal 52

Dalam melakukan pengawasan kegiatan sertifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a,
Menteri meminta:

a. laporan pelaksanaan sertifikasi kepada lembaga
sertifikasi produk;

b. laporan pengujian kesesuaian mutu kepada
laboratorium uji; dan

c. laporan hasil inspeksi kepada lembaga inspeksi.

Pasal 53 . ..
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Pasal 53

Penyampaian laporan pelaksanaan sertifikasi oleh lembaga
sertifikasi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf a, penyampaian laporan pengujian kesesuaian mutu
oleh laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 huruf b, dan penyampaian laporan hasil inspeksi oleh
lembaga inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52
huruf c dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

(1)

(1)

(2)

Pasal 54

Lembaga sertifikasi produk menerbitkan sertifikat SNI
atau sertifikat kesesuaian yang wajib dibubuhi quick
response code (qr code).

Quick response code (qr code) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan
pemberian quick response code (qr code) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 55
Menteri melakukan pengawasan terhadap:

a. lingkup kompetensi lembaga penilaian
kesesuaian sesuai dengan penerapan SNI dan
pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara secara wajib; dan

b. pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga
penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang
penerapan SNI dan pemberlakuan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara
wajib.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan

pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh lembaga

penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 56 . ..
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Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau secara khusus.

Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan
laporan dari masyarakat, Pelaku Usaha, dan/atau
instansi terkait.

Pasal 57

Lembaga sertifikasi produk yang tidak menyampaikan
laporan  pelaksanaan sertifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53, tidak membubuhi quick
response code (qr code) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1), dan/atau ditemukan melakukan
pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.

Laboratorium uji yang tidak menyampaikan laporan
pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dan/atau ditemukan melakukan
pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai
sanksi administratif.

Lembaga inspeksi yang tidak menyampaikan laporan
hasil inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
dan/atau  ditemukan melakukan  pelanggaran
berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pencabutan penunjukan disertai pencantuman
dalam daftar hitam.
(5) Sanksi . . .
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Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan oleh Menteri.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali dengan
jangka waktu 15 (lima belas) hari.

(1)

(2)

Pasal 59

Lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan
lembaga inspeksi yang telah dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan  perbaikan dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai
lembaga sertifikasi produk, laboratorium uji, dan/atau
lembaga inspeksi.

Pencabutan penunjukan sebagai lembaga sertifikasi
produk, laboratorium uji, dan/atau lembaga inspeksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pencantuman ke dalam daftar hitam.

BAB IV
INDUSTRI STRATEGIS

Pasal 60
Industri Strategis terdiri atas industri yang:

a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi
kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup
orang banyak;

b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah
sumber daya alam strategis; dan/atau

c. mempunyai kaitan dengan kepentingan
pertahanan serta keamanan negara.

Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikuasai oleh negara.

(3) Penguasaan . .
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Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:

a. pengaturan kepemilikan;

b. penetapan kebijakan;
c. pengaturan Perizinan Berusaha;
d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan
e. pengawasan.
Pasal 61
Pengaturan kepemilikan Industri Strategis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah
Pusat;

b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah
Pusat dan swasta; atau

c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal
asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a atau pembentukan
usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
dilakukan melalui lembaga pengelola investasit
dan/atau dengan menggunakan anggaran pendapatan
dan belanja negara serta sumber pembiayaan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembentukan usaha patungan antara Pemerintah
Pusat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan batasan saham milik
Pemerintah Pusat paling sedikit 51% (lima puluh satu
persen).

Pasal 62 . ..
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Pasal 62

Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan
dan pengembangan Industri Strategis.

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Industri Strategis yang melakukan:

a. pendalaman struktur;

b. penelitian dan pengembangan teknologi;
c. pengujian dan sertifikasi; atau
d. restrukturisasi mesin dan/atau peralatan.

Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
fasilitas fiskal dan Fasilitas Nonfiskal.

Fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fasilitas Nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diberikan paling sedikit dalam bentuk:

kemudahan pelayanan perizinan;

a.
b. kemudahan memperoleh lahan/lokasi;
c. pemberian bantuan teknis; dan

d.

pengaturan terhadap produk Industri Strategis
yang sudah tersedia di dalam negeri.

Pasal 63

Perizinan Berusaha untuk Industri Strategis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 64 . ..
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Pasal 64

Pengaturan  produksi, distribusi, dan harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3)
huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan
jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.

Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam rangka memelihara kemantapan
stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Penetapan jumlah produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk menjaga kelangsungan
suplai produk di dalam negeri, dengan ketentuan:

a. dapat dilakukan penetapan jumlah produksi
maksimal atau minimal; dan/atau

b. dilakukan secara terkoordinasi dengan
melibatkan produsen produk sejenis.

Penetapan distribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. penetapan distribusi dilakukan untuk
memastikan suplai produk Industri Strategis
pada wilayah tertentu; dan

b. dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas fiskal
dan/atau Fasilitas Nonfiskal bagi pelaku kegiatan
distribusi.

Penetapan harga produk sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. dapat dilakukan melalui pengaturan harga
minimal, harga maksimal, atau rentang harga
produk Industri Strategis; dan

b. dilakukan dalam kondisi darurat dan/atau sistem
distribusi barang dan logistik yang tidak
memadai.

(6) Penetapan . . .
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(6) Penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga

(1)

(3)

(2)

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

Pasal 65

Perusahaan Industri Strategis yang ditetapkan jumlah
produksi, distribusi, dan harga produknya wajib
melaporkan rencana dan realisasi  produksi,
kebutuhan dan stok Bahan Baku, distribusi, dan
harga produk kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik selama jangka waktu
penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga
produk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 66

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ayat (3) huruf e dilakukan oleh Menteri paling sedikit
atas:

a. penetapan Industri Strategis sebagai objek vital
nasional; dan

b. produksi, distribusi, dan harga produk.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap status kepemilikan, pelaksanaan
kebijakan, legalitas Perizinan Berusaha, kegiatan
produksi, distribusi, dan penerapan harga produk dari
Industri Strategis.

(3) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39 -

(3) Penetapan Industri Strategis sebagai objek vital

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan oleh Menteri.

BABV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

SK No 083770 A
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan:

a. orang perseorangan; dan/atau

b. kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang
mempunyai kepentingan atas kemajuan
pembangunan Industri nasional.

Kelompok orang yang berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan badan
hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia
dan berada di dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia.

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi kriteria:

a. warga negara Indonesia;

b. memiliki latar belakang keilmuan di bidang
perindustrian; dan

c. memiliki keahlian di bidang perindustrian.

Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
juga dapat dipertimbangkan Kkriteria memiliki
pengalaman dalam pembangunan Industri.

Pasal 68 . ..



of¥

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 68

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri
bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat
dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan
pembangunan Industri.

Bagian Kedua
Bentuk Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

(1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri
diwujudkan dalam bentuk:

a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(2) Pemberian saran, pendapat, usul, dan/atau
penyampaian informasi dan/atau laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah melalui SIINas.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan
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Pembangunan Industri

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Industri dapat dilakukan melalui penyusunan:

a. rencana induk pembangunan Industri nasional,;
b. kebijakan Industri nasional;
c. rencana pembangunan Industri provinsi;
rencana pembangunan Industri kabupaten/kota; dan

e. kebijakan dan/atau peraturan yang terkait dengan
sektor Industri.

Pasal 71 ...
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Pasal 71

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
Industri dapat dilakukan melalui:

a.

b.

pembelian, penggunaan, dan pemanfaatan produk
dalam negeri;

penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia
Industri,

penguatan kemitraan dengan Industri kecil dan/atau
Industri menengah;

penyelenggaraan kerja sama dalam penelitian,
pengembangan, dan inovasi Industri;

penyelenggaraan Kkerja sama dalam pengembangan
Industri yang berwawasan lingkungan; dan

penyelenggaraan kerja sama dalam pengelolaan aset,
sumber daya Industri, dan/atau Sarana dan
Prasarana Industri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Industri dapat dilakukan melalui:

a.

penyampaian informasi dan/atau laporan tentang
tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan
Industri yang telah Dberjalan dengan rencana
pembangunan Industri;

penyampaian informasi dan/atau laporan tentang
pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan;
dan

penyampaian pengaduan masyarakat atas
pelaksanaan pembangunan Industri.

BAB VI . ..
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BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN USAHA
INDUSTRI DAN KEGIATAN USAHA KAWASAN INDUSTRI
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(1)

(2)

(3)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73

Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan
kegiatan usaha Kawasan Industri.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan
dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang
perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di
bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit meliputi:

a. sumber daya manusia Industri,
pemanfaatan sumber daya alam,;
manajemen energi;

manajemen air;

® oo o

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata
Cara;

Data Industri dan Data Kawasan Industri;

Standar Industri Hijau;

5 o o

standar Kawasan Industri;

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri; dan

[

j- keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil

produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.

Pasal 74 . ..
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Pasal 74

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.

Pasal 75

(1) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun dengan manajemen risiko.

(2) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 dilakukan berdasarkan laporan dari
Pelaku Usaha, masyarakat, dan/atau hasil evaluasi.

Pasal 76

(1) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1),
Pemerintah  Pusat dapat menunjuk lembaga
terakreditasi.

(2) Penunjukan lembaga terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, dan/atau
Standar Industri Hijau.

Pasal 77

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1)
dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 78

(1) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Menteri dapat
menunjuk unit pelaksana teknis yang sudah ada atau
membentuk unit pelaksana teknis baru.

(2) Unit . . .
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Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis
pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan
usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Pasal 79

Menteri dapat melibatkan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan
kegiatan usaha Kawasan Industri.

Keterlibatan perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian untuk melakukan pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam pelaksanaan:

a. pemanfaatan sumber daya alam,;
b. Data Industri dan Data Kawasan Industri;

c. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri;

d. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan;
dan

€. manajemen air.

Pasal 80

Pengawasan terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan
usaha Kawasan Industri dilakukan melalui:

a.
b.

C.

pemantauan;

audit;

inspeksi;

surveilans; dan/atau

verifikasi teknis.

Pasal 81 . ..
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Pasal 81

Menteri wajib membangun sistem pengawasan dan
pengendalian secara elektronik untuk mendukung
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang
efektif dan efisien.

Sistem pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan
manajemen risiko pemenuhan dan kepatuhan
terhadap peraturan di bidang perindustrian yang
dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 82

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (2) dilakukan melalui:

a.
b.

C.

pemantauan hasil penilaian mandiri;
penetapan tingkat kemungkinan risiko;
identifikasi tingkat risiko yang terdiri atas:
1. risiko rendah;

2. risiko sedang; dan

3. risiko tinggi;

analisis risiko; dan

evaluasi risiko yang terdiri atas:

1. prioritas risiko; dan

2. mitigasi risiko.

Pasal 83

Sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan secara
elektronik dan terintegrasi dengan SlINas.

Bagian . . .
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Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia Industri

Pasal 84

(1) Menteri menetapkan pemberlakuan standar
kompetensi Kkerja nasional Indonesia secara wajib
untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri.

(2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi
terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan
lingkungan hidup bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau
produk yang dihasilkan.

(3) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri
dan/atau konsultan Industri yang memenuhi standar
kompetensi kerja  nasional Indonesia  yang
diberlakukan secara wajib.

Pasal 85

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya
manusia Industri dilakukan berdasarkan kriteria:

a. Perusahaan Industri yang berskala:
1. besar dan menengah; dan

2. kecil, yang proses produksinya memiliki risiko
tinggi terhadap keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan lingkungan hidup; dan

b. Perusahaan Kawasan Industri.
Pasal 86

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya
manusia Industri  dilakukan terhadap kewajiban
pemenuhan sertifikasi kompetensi bagi Tenaga Kerja
Industri dan/atau konsultan Industri.

Pasal 87 . ..
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Pasal 87

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang sumber daya manusia Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Menteri
menugaskan pejabat pengawas.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pemantauan; dan
b. audit.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan melakukan:

a. analisis rencana kebutuhan Tenaga Kerja Industri
bersertifikat kompetensi wajib; dan/atau

b. evaluasi penerapan regulasi pembangunan
Tenaga Kerja Industri oleh Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri dalam rangka
mengakselerasi pemenuhan standar kompetensi
kerja nasional Indonesia.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaksanakan dengan melakukan:

a. pemeriksaan pemenuhan sertifikasi kompetensi
dengan standar kompetensi kerja nasional
Indonesia; dan

b. pemeriksaan kesesuaian kompetensi Tenaga
Kerja Industri dan/atau konsultan Industri
dengan kepemilikan sertifikat kompetensi.

Pasal 88 . ..
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Pasal 88

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 86, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan,;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri;

c. uraian nomor klasifikasi baku jabatan Indonesia;
rekomendasi hasil pengawasan; dan

e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke
SIINas.

Pasal 89

Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri yang:

a.

menggunakan Tenaga Kerja Industri dan/atau
konsultan Industri yang tidak memenuhi standar
kompetensi  kerja  nasional Indonesia  yang
diberlakukan secara wajib; dan/atau

berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya
ketidaksesuaian kompetensi Tenaga Kerja Industri
dan/atau konsultan Industri dengan kepemilikan
sertifikat kompetensi, Perusahaan Industri dan/atau
Perusahaan Kawasan Industri,

dikenai sanksi administratif.

Pasal 90 . ..
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Pasal 90

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri harus menyatakan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2)
huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 91

Menteri melaksanakan  pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang sumber daya manusia Industri.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan standar kompetensi kerja
nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 92

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri wajib memanfaatkan sumber daya alam
secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tahapan perancangan produk,
perancangan proses produksi, produksi, optimalisasi
sisa produk, dan pengelolaan limbah.

(3) Pemanfaatan . .
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(3) Pemanfaatan sumber daya alam oleh Perusahaan
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan  pada tahapan  perancangan,
pembangunan, pengelolaan Kawasan Industri, dan
pengelolaan limbah.

Pasal 93

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan
sumber daya alam dilakukan terhadap Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan
sumber daya alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan
dalam kebijakan Industri nasional.

Pasal 94
(1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang

pemanfaatan sumber daya alam meliputi:

a. kepatuhan penyampaian rencana pemanfaatan
sumber daya alam yang efisien, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan; dan

b. kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang
efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

(2) Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam yang
efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur
berdasarkan:

a. penggunaan teknologi ramah lingkungan; dan

b. pengelolaan limbah, emisi udara, dan emisi gas
rumah kaca.

Pasal 95

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1),
Menteri menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pemantauan; dan
b. verifikasi teknis.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan melakukan:

a. analisis rencana pemanfaatan sumber daya alam;
dan

b. evaluasi kepatuhan penyampaian rencana
pemanfaatan sumber daya alam.

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan dengan pemeriksaan kesesuaian
pemanfaatan sumber daya alam terhadap rencana
yang diusulkan.

Kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit
dilakukan melalui:

a. pembuatan desain produk yang ramah
lingkungan; dan

b. penggunaan teknologi dan metodologi yang ramah
lingkungan.

Selain kesesuaian pemanfaatan sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus
memenuhi:

a. optimasi intensitas penggunaan Bahan Baku,
energi, dan air;

b. optimasi kinerja proses produksi;

c. peningkatan . . .
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c. peningkatan daya tahan dan daya pakai produk
yang dihasilkan; dan/atau

d. pengurangan, penggunaan kembali, pengolahan
kembali, atau pemulihan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1), pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan,;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri;

c. uraian sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri;

d. rekomendasi hasil pengawasan; dan

e. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke
SlINas.

Pasal 97
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
yang:
a. tidak menyampaikan rencana pemanfaatan sumber

daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat (1) huruf a; dan/atau
b. ditemukan . . .
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ditemukan adanya ketidaksesuaian pemanfaatan
sumber daya alam yang efisien, ramah lingkungan,
dan berkelanjutan sebagalmana d1maksud dalam
Pasal 94 ayat (1) huruf b,

dikenai sanksi administratif,

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 98

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri harus menyatakan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2)
huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 99

Menteri melaksanakan  pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan teknologi ramah lingkungan.

Bagian Keempat
Manajemen Energi

Pasal 100

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya
alam sebagai energi wajib melakukan manajemen
energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Perusahaan .
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(2) Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 101

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen
energi dilakukan terhadap Perusahaan Industri
tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang:

a. memanfaatkan energi lebih besar atau sama
dengan batas minimum konsumsi energi; dan

b. melakukan penyediaan energi bagi Industri.

(2) Batas minimum konsumsi energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 102

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen
energi dilakukan berdasarkan aspek:

a. rencana konservasi energi;
b. pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan; dan

c. efisiensi dan efektivitas penggunaan energi.

Pasal 103

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen
energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi:

a. kesesuaian rencana konservasi energi; dan

b. kepatuhan penyampaian rencana konservasi energi.

Pasal 104 . ..
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Pasal 104

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103, Menteri menugaskan
pejabat pengawas.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pemantauan; dan
b. verifikasi teknis.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan dengan:

a. analisis rencana konservasi energi;

b. analisis rencana pemanfaatan energi baru dan
energi terbarukan; dan

c. analisis pelaksanaan konservasi energi.

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan dengan:

a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi
energi terhadap rencana konservasi energi; dan

b. pemeriksaan efisiensi dan efektivitas penggunaan
energi.

Pasal 105 . ..
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Pasal 105

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen energi, Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral.

Pengawasan manajemen energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
manajemen dan konservasi energi.

Pasal 106

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan
Perusahaan Kawasan Industri;

c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan
diunggah ke SlINas.

Pasal 107

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri yang:

SK No 085031 A
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tidak melaksanakan manajemen energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1); dan/atau

berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya
ketidaksesuaian pelaksanaan konservasi energi
terhadap rencana konservasi energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 103,

dikenai sanksi administratif.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 108

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)
huruf c paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 109

Menteri melaksanakan  pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen energi yang dilakukan
oleh Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan
manajemen energi.

Bagian . . .
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Bagian Kelima
Manajemen Air

Pasal 110

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri yang memanfaatkan air baku wajib
melakukan manajemen air sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan perusahaan yang menggunakan air
baku sebagai salah satu unsur atau unsur utama dari
kegiatan usahanya.

Perusahaan Industri tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Manajemen air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. penetapan kebijakan pengelolaan air;
b. penyusunan neraca air;

c. upaya pengelolaan air, yang mencakup
penghematan, penggunaan kembali, daur ulang,
dan pemulihan; dan

d. upaya konservasi air.

Pasal 111

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan perundang-undangan di bidang manajemen air
dilaksanakan terhadap aspek:

a.
b.

C.

kebijakan pengelolaan air;
penyusunan neraca air;

upaya pengelolaan air, yang mencakup penghematan,
penggunaan kembali, daur ulang, dan pemulihan; dan

upaya konservasi air.

Pasal 112 ...
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Pasal 112

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Menteri menugaskan
pejabat pengawas.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pemantauan; dan
b. verifikasi teknis.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilakukan dengan melakukan:

a. analisis rencana pengelolaan sumber daya air;
dan

b. evaluasi kebijakan pengelolaan air, penyusunan
neraca air, upaya pengelolaan air, dan upaya
konservasi air.

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan dengan:

a. pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan konservasi
air dengan upaya konservasi air; dan

b. pemeriksaan upaya pengelolaan air, yang
mencakup upaya penghematan, penggunaan
kembali, daur ulang, dan pemulihan.

Pasal 113 ...
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Pasal 113

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, Menteri dapat
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sumber daya air
dan/atau Pemerintah Daerah.

Pengawasan manajemen air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang sumber
daya air.

Pasal 114

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri tertentu dan
Perusahaan Kawasan Industri;

c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri dan
diunggah ke SlINas.

Pasal 115

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri yang:

a. tidak . ..
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tidak melaksanakan manajemen air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1); dan/atau

berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya
ketidaksesuaian upaya pengelolaan air sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 huruf ¢ dan upaya
konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
111 huruf d,

dikenai sanksi administratif.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 116

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan
Kawasan Industri harus menyatakan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2)
huruf ¢ paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan-
Kawasan Industri yang tidak memenuhi komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 117

Mentert melaksanakan pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan di bidang manajemen air.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan ketentuan pelaksanaan
manajemen air.

Bagian . .
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Bagian Keenam

SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara

(1)

(3)

4)

(2)

Pasal 118

Menteri  melaksanakan  pengawasan  terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan
mempertimbangkan tingkat kepatuhan Perusahaan
Industri.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan PPSI
dan/atau menunjuk lembaga terakreditasi.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Pasal 119

Menteri melaksanakan pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan perundang-
undangan yang memberlakukan SNI, Spesifikasi
Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan kepada Perusahaan Industri dengan
tindakan pengendalian berbasis risiko untuk
mencegah, mengurangi, dan/atau menghilangkan
ketidaksesuaian barang dan/atau jasa Industri ke
tingkat yang dapat diterima.

(3) Tindakan . . .
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Tindakan pengendalian berbasis risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan
memperhatikan aspek:

a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan
manusia, hewan, dan tumbuhan;

b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. persaingan usaha yang sehat;

d. peningkatan daya saing nasional; dan/atau
e. peningkatan efisiensi dan kinerja.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  tindakan
pengendalian berbasis risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Data Industri dan Data Kawasan Industri

(2)

(3)

Pasal 120

Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data
Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan
berkelanjutan secara berkala Lkepada Menteri,
menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait, gubernur, dan bupati/wali kota.

Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan
Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, tepat
waktu, dan berkelanjutan secara berkala kepada
Menteri, menteri/kepala lembaga  pemerintah
nonkementerian terkait, gubernur, dan bupati/wali
kota.

Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 121 ...



SK No 085027 A

3
o)
3
w

oY
‘éﬂ.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64 -

Pasal 121

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri
dilakukan terhadap:

a. Data Industri yang terdiri atas:
1. Data Industri pada tahap pembangunan; dan
2. Data Industri pada tahap produksi.

b. Data Kawasan Industri yang terdiri atas:
1. Data Kawasan Industri pada tahap
pembangunan; dan
2. Data Kawasan Industri pada tahap komersial.

Pasal 122

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan terkait Data Industri dan Data Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilakukan
berdasarkan aspek:

a. keakuratan penyampaian Data Industri dan Data
Kawasan Industri;

b. kelengkapan penyampaian Data Industri dan Data
Kawasan Industri;

c. ketepatan waktu penyampaian Data Industri dan Data
Kawasan Industri; dan

d. kesinambungan Data Industri dan Data Kawasan
Industri.

Pasal 123

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data
Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, Menteri menugaskan
pejabat pengawas.

(2) Dalam . . .
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Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemantauan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan:

a. verifikasi dan validasi penilaian mandiri yang
dilakukan oleh Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri; dan

b. analisis manajemen risiko.

Verifikasi dan validasi penilaian mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan paling
sedikit dengan melakukan verifikasi terhadap laporan
data dasar, kapasitas terpasang, dan utilitas terpakai
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri.

Analisis manajemen risiko sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan analisis data
pada SIINas untuk menyusun profil Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri menjadi
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri berkategori tingkat kepatuhan tinggi, sedang,
dan rendah.

Pasal 124 . ..
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Pasal 124

(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data
Industri dan Data Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 122, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu pelaksanaan pengawasan;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri; dan

c. rekomendasi hasil pengawasan.

(3) Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

(4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dan
diunggah ke SliNas.

Pasal 125

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri
yang tidak menyampaikan Data Industri dan Data Kawasan
Industri secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
dikenai sanksi administratif.

Pasal 126

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri harus menyatakan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2)
huruf ¢ paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

(2) Perusahaan . . .
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Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memenuhi komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 127

Menteri melaksanakan pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait Data
Industri dan Data Kawasan Industri.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan
sosialisasi, konsultasi, bimbingan teknis, dan
memberikan layanan kemudahan.

Bagian Kedelapan
Standar Industri Hijau

Pasal 128
Menteri menyusun dan menetapkan Standar Industri
Hijau.
Perusahaan Industri wajib memenuhi ketentuan
Standar Industri Hijau yang telah diberlakukan secara
wajib.
Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Bahan Baku, Bahan Penolong, dan energi;
proses produksi;
produk;
manajemen pengusahaan; dan

o oo o

pengelolaan limbah.

Pasal 129

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan terkait Standar Industri Hijau dilakukan
terhadap:

a. pemenuhan . . .
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pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau yang
diberlakukan secara wajib; dan

kesesuaian penggunaan logo Standar Industri Hijau
pada kemasan produk, label produk, kop surat
perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi
perusahaan.

Pasal 130

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129, Menteri menugaskan
pejabat pengawas.

Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum ditetapkan dan/atau belum
terpenuhi kebutuhan pejabat pengawas, Menteri dapat
menunjuk lembaga terakreditasi.

Lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi
kriteria:

a. memiliki Perizinan Berusaha jasa sertifikasi;
b. telah terakreditasi oleh KAN; dan

c. berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
negara Republik Indonesia.

Pasal 131

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan
Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 129 huruf a, dilakukan melalui:

a. audit; dan
b. surveilans.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan dengan pemeriksaan terhadap pemenuhan
persyaratan Standar Industri Hijau.

Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala
dan/atau secara khusus terhadap keberlanjutan
penerapan Standar Industri Hijau.

Pasal 132 . ..
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Pasal 132

Pengawasan terhadap kesesuaian penggunaan logo Standar
Industri Hijau pada produk Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 huruf b dilakukan melalui
inspeksi di luar pabrik.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 133

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
pemenuhan persyaratan Standar Industri Hijau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, pejabat
pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130
ayat (1) atau lembaga terakreditasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) menyusun laporan
hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
b identitas Perusahaan Industri;

c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d

rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri.

Pejabat pengawas atau lembaga terakreditasi
menyampaikan laporan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
dan diunggah ke SlINas.

Pasal 134

Perusahaan Industri yang:

a.

tidak memenuhi persyaratan Standar Industri Hijau
yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 129 huruf a; dan/atau

b. berdasarkan . . .
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berdasarkan hasil pengawasan ditemukan adanya
ketidaksesuaian penggunaan logo Standar Industri
Hijau pada kemasan produk, label produk, kop surat
perusahaan, kartu nama, dan/atau media promosi
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129
huruf b,

dikenai sanksi administratif.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 135

Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2)
huruf ¢ paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 136

Menteri melaksanakan pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
persyaratan Standar Industri Hijau.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan penerapan Standar Industri
Hijau.

Bagian Kesembilan
Standar Kawasan Industri

Pasal 137

Perusahaan Kawasan Industri wajib memenubhi
standar Kawasan Industri.

(2) Standar. . .
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Standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:

a. infrastruktur Kawasan Industri;
b. pengelolaan lingkungan; dan

c. manajemen dan layanan.
Pasal 138

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137, Menteri menugaskan pejabat pengawas.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. pemantauan; dan
b. audit.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan melakukan:

a. pendataan Kawasan Industri yang belum
mengajukan permohonan standar Kawasan
Industri melalui SliNas; dan

b. pendataan Kawasan Industri yang telah memiliki
standar namun belum mengajukan permohonan
evaluasi standar Kawasan Industri melalui
SIINas.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan dengan evaluasi terhadap pemenuhan
kriteria standar Kawasan Industri.

Pasal 139 . ..
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Pasal 139

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
identitas Perusahaan Kawasan Industri;
uraian Perizinan Berusaha;

rekomendasi hasil pengawasan; dan

o a0 g op

rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Kawasan Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan
Kawasan Industri dan diunggah ke SlINas.

Pasal 140

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi
standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 137, dikenai sanksi administratif.

(1)

(2)

Pasal 141

Perusahaan Kawasan Industri harus menyatakan
komitmen untuk melaksanakan rekomendasi hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
ayat (2) huruf d paling lama 7 (tujuh) hari setelah
laporan hasil pengawasan diterima.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi
komitmen untuk  melaksanakan rekomendasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif.

Pasal 142 . ..
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Pasal 142

Menteri melaksanakan  pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait standar
Kawasan Industri.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi pemenuhan standar Kawasan Industri.

Bagian Kesepuluh

Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri dan Perizinan Berusaha
untuk Kegiatan Usaha Kawasan Industri

SK No 083806 A

(1)

Pasal 143

Setiap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha
Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha
dari Pemerintah Pusat.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri.

Perusahaan Industri wajib melaksanakan kegiatan
usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang
dimiliki.

Perusahaan Industri yang akan menjalankan kegiatan
usaha Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha untuk
perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri.

Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) diberikan oleh Menteri.

Pasal 144 . . .
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Pasal 144

Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Industri kecil;
b. Industri menengah; dan
c. Industri besar.

Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Pasal 145

Untuk memenuhi Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143 ayat (1), Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi
komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan
Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan
Industri.

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Perusahaan Industri yang memiliki
bidang usaha Industri dengan tingkat risiko usaha
kategori risiko tinggi.

Tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 146 . ..
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Pasal 146

Menteri  melaksanakan  pengawasan  terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk
perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri;

b. kesinambungan pemenuhan komitmen teknis
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri bagi Perusahaan Industri dan komitmen
teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan
Industri setelah mulai beroperasi secara
komersial;

c. penyampaian informasi ketersediaan lahan dalam
Kawasan Industri bagi Perusahaan Kawasan
Industri; dan

d. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Industri dengan rencana
induk Kawasan Industri bagi Perusahaan
Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan
Berusaha untuk kegiatan wusaha Kawasan
Industri.

Komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan
Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:

a. untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri:

1. kepemilikan akun SIINas dan kewajiban
penyampaian Data Industri melalui SIINas;

2. penyelesaian . . .
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penyelesaian pembangunan Sarana dan
Prasarana Industri atau kesiapan
Perusahaan Industri untuk berproduksi
komersial;

kesesuaian KBLI yang diajukan dengan
kegiatan usaha Industri yang dilakukan;

kesesuaian  kapasitas produksi yang
diajukan dengan kapasitas terpasang;

kesesuaian skala wusaha yang diajukan
dengan kegiatan Industri yang dilakukan,;

kepemilikan oleh warga negara Indonesia
atas Industri yang hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia;

pemenuhan persyaratan penanaman modal
untuk bidang usaha yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
daftar bidang usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka dengan
persyaratan di bidang penanaman modal;
dan

pemenuhan persyaratan untuk jenis Industri
tertentu  dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Kawasan Industri:

1.
2.

kepemilikan akun SliNas;

kepemilikan izin lokasi dan izin lingkungan
yang berlaku efektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

kelengkapan data kemajuan pembangunan
Kawasan Industri;

kelengkapan isi rencana induk Kawasan
Industri;

kesesuaian batasan minimal kepemilikan
dan/atau penguasaan luas lahan dalam satu
hamparan dan batasan paling sedikit
penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil
dan Industri menengah;

6. kelengkapan . . .
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6. kelengkapan isi tata tertib Kawasan Industri;

7. kelengkapan struktur organisasi dengan
fungsi yang dipersyaratkan;

8. ketersediaan gedung pengelola; dan

9. ketersediaan sebagian infrastruktur dasar di
dalam Kawasan Industri;

c. untuk Perizinan Berusaha untuk perluasan

kegiatan usaha Kawasan Industri:

1. kepemilikan izin lokasi atas lahan perluasan
kawasan;

2. kepemilikan perubahan izin lingkungan;

kelengkapan isi pembaruan rencana induk
perluasan kawasan; dan

4. kesesuaian kepemilikan dan/atau
penguasaan lahan perluasan kawasan dalam
satu hamparan dengan Kawasan Industri
yang bersangkutan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri,
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha.Kawasan
Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk
perluasan  kegiatan usaha Kawasan Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Menteri
menugaskan pejabat pengawas.

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

(3) Dalam . .
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Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri,
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri, dan/atau Perizinan Berusaha untuk
perluasan kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri
melakukan kegiatan pengawasan dalam bentuk:

a. pemantauan untuk Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Kawasan Industri,
dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan
kegiatan usaha Kawasan Industri,

b. verifikasi teknis dalam rangka menilai komitmen
teknis untuk Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri telah terpenuhi;

c. pemeriksaan lapangan dalam rangka menilai
pemenuhan komitmen teknis untuk Perizinan
Berusaha untuk Kkegiatan usaha Kawasan
Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan
kegiatan usaha Kawasan Industri telah terpenuhi;
dan/atau

d. inspeksi dalam rangka menilai kesinambungan
pemenuhan komitmen teknis bagi Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dilaksanakan dengan:

a. memastikan kesiapan Perusahaan Industri
sebelum dilakukannya verifikasi teknis, berupa:

1. kepemilikan surat keterangan untuk
Perusahaan Industri besar yang dikecualikan
dari kewajiban berlokasi di Kawasan
Industri;

2. kepemilikan izin lokasi bagi Perusahaan
Industri yang memerlukan Prasarana
penunjang utama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

3. kepemilikan . . .
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3. kepemilikan rencana pengelolaan lingkungan
hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan
lingkungan hidup dan rencana pemantauan
lingkungan hidup kawasan bagi Perusahaan
Industri yang lokasi industrinya berada
dalam Kawasan Industri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

4. kepemilikan izin lingkungan bagi
Perusahaan Industri yang lokasi Industrinya
berada di luar Kawasan Industri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. pengumpulan dan evaluasi data/informasi
terhadap pemenuhan komitmen teknis setelah
Perizinan Berusaha Industri diberikan bagi
Perusahaan Industri dengan bidang usaha
Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko
usaha dengan kategori risiko rendah, menengah
rendah, dan menengah tinggi.

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilaksanakan dengan:

a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
b. pemeriksaan lapangan.

Dalam hal pemeriksaan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a telah cukup
memastikan pemenuhan komitmen teknis Perizinan
Berusaha, pemeriksaan lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dilaksanakan.

Verifikasi teknis wajib dilakukan sebelum Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Industri diberikan
bagi Perusahaan Industri dengan bidang usaha
Industri yang ditetapkan memiliki tingkat risiko usaha
dengan kategori risiko tinggi.

(8) Verifikasi . . .
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Verifikasi teknis untuk Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dikecualikan bagi Industri kecil.

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢ wajib dilakukan sebelum Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri
diberikan bagi Perusahaan Kawasan Industri.

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan
pemenuhan komitmen teknis Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Industri dengan bidang usaha
Industri dengan risiko tinggi serta komitmen teknis
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri dan Perizinan Berusaha untuk perluasan
kegiatan usaha Kawasan Industri, setelah Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri mulai
beroperasi secara komersial.

(11) Penentuan tingkat risiko usaha pada bidang usaha

(1)

(2)

Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dan ayat (7) ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 148

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan "
Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri,
dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan
kegiatan usaha Kawasan Industri, Menteri dapat
melibatkan perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata
cara pelibatan perangkat daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal 149 . ..
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Pasal 149

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 146, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan,;

b. identitas Perusahaan Industri dan Perusahaan
Kawasan Industri;

c. uraian Perizinan Berusaha; dan
d. rekomendasi hasil pengawasan.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri dan diunggah ke
SIINas.

Pasal 150

Perusahaan Industri dengan bidang usaha Industri
yang memiliki tingkat risiko usaha dengan kategori
risiko tinggi yang melakukan kegiatan usaha Industri
tanpa memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 143 ayat (1) atau belum memenuhi seluruh
komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
kegiatan usaha Kawasan Industri tanpa memiliki
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (1) atau belum memenuhi seluruh komitmen
teknis Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 151 . ..
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Pasal 151

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
ayat (2) huruf d dengan membuat kontrak komitmen
tindak lanjut paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan
hasil pengawasan diterima.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan
Industri dan Perusahaan Kawasan Industri tidak
melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan,
Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 152

Menteri melakukan pengendalian Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan/atau
Perizinan Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha
Kawasan Industri.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mewujudkan tertib Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Industri, Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri,
dan/atau Perizinan Berusaha untuk perluasan
kegiatan usaha Kawasan Industri.

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melaksanakan:

a. fasilitasi notifikasi pemenuhan komitmen teknis
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri, dan/atau Perizinan
Berusaha untuk perluasan Kawasan Industri
melalui SlINas yang terintegrasi dengan sistem
Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

b. fasilitasi . . .
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fasilitasi pemenuhan komitmen teknis Perizinan
Berusaha untuk kegiatan wusaha Industri,
Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Kawasan Industri, dan/atau Perizinan Berusaha
untuk perluasan kegiatan usaha Kawasan
Industri;

fasilitasi dalam penerbitan Perizinan Berusaha
untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan
Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan
Industri melalui sistem Perizinan Berusaha
terintegrasi secara elektronik;

pembinaan bagi Perusahaan Industri dengan
bidang usaha Industri yang ditetapkan memiliki
tingkat risiko usaha dengan kategori risiko
menengah rendah dan menengah tinggi dalam
menjalankan kesinambungan pemenuhan
komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Industri setelah mulai beroperasi
secara komersial;

pembinaan bagi Perusahaan Kawasan Industri
dalam menjalankan kesinambungan pemenuhan
komitmen teknis Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Kawasan Industri dan Perizinan
Berusaha untuk perluasan kegiatan usaha
Kawasan Industri setelah mulai beroperasi secara
komersial;

pembinaan kepada Perusahaan Kawasan Industri
yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Kawasan Industri dalam rangka
pelaksanaan:

1. penerapan kepatuhan terhadap standar
Kawasan Industri;

2. penyampaian informasi ketersediaan lahan
dalam Kawasan Industri bagi Perusahaan
Kawasan Industri yang telah memiliki
Perizinan Berusaha Kawasan Industri; dan

3. kesesuaian . . .
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3. kesesuaian pelaksanaan pembangunan dan
pengelolaan Kawasan Industri dengan
rencana induk Kawasan Industri bagi
Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Kawasan Industri.

Bagian Kesebelas
Keamanan dan Keselamatan Alat, Proses, Hasil Produksi,
dan Penyimpanan dan Pengangkutan

Pasal 153

(1) Perusahaan Industri wajib rrienjamin keamanan dan
keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan
penyimpanan dan pengangkutan.

(2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Perusahaan Industri dengan
bidang Industri yang memiliki risiko menengah dan
risiko tinggi.

Pasal 154

Pengawasan terhadap pemenuhan dan kepatuhan
peraturan terkait keamanan dan keselamatan alat, proses,
hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan
terhadap aspek:

a. keamanan dan keselamatan alat;

b. keamanan dan keselamatan proses produksi,

c. keamanan dan keselamatan hasil produksi; dan
d

keamanan dan keselamatan penyimpanan dan
pengangkutan.

Pasal 155

(1) Pengawasan keamanan dan keselamatan alat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf a
dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan ...

SK No 085080 A
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a. pemenuhan  dokumen dan/atau  standar
operasional prosedur pemeliharaan alat Industri
berkala; dan

b. pelaksanaan kalibrasi secara berkala.

Pengawasan keamanan dan keselamatan proses
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
huruf b dilakukan berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan sistem manajemen mutu;

b. pemenuhan antisipasi penyimpangan dari
standar proses produksi;

c. pemenuhan pemantauan selama proses Industri
berjalan; dan

d. pemenuhan evaluasi hasil produksi sebagai
umpan balik perbaikan proses.

Pengawasan keamanan dan keselamatan hasil
produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154
huruf ¢ dilakukan berdasarkan kriteria pemenuhan
standar mutu.

Pengawasan keamanan dan keselamatan
penyimpanan dan pengangkutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 huruf d dilakukan
berdasarkan kriteria:

a. pemenuhan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu
penyimpanan; dan

b. pemenuhan standar penyimpanan dan
pengangkutan limbah bahan berbahaya dan
beracun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Menteri
menugaskan pejabat pengawas.

(2) Dalam . ..



SK No 083793 A

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

o
&
a
&

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Dalam hal belum terdapat pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat
menunjuk pegawai negeri sipil dan/atau pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja pada unit teknis
bidang perindustrian untuk melaksanakan tugas
pengawasan Industri dengan ruang lingkup
pengawasan tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. audit; dan
b. inspeksi.

Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
dilaksanakan dengan pemeriksaan:

a. dokumen dan/atau standar operasional prosedur
pemeliharaan alat industri secara berkala;

sistem manajemen mutuy;

c. antisipasi penyimpangan dari standar proses
produksi dan evaluasi hasil produksi sebagai
umpan balik perbaikan proses;

d. standar penyimpanan dan pengangkutan limbah
bahan berbahaya dan beracun; dan

e. standar mutu.

Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilaksanakan dengan:

a. kalibrasi secara berkala;
b. pemantauan selama proses Industri berjalan; dan

c. pemeriksaan kondisi ruangan, ventilasi, dan suhu
penyimpanan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154, pejabat pengawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1)
menyusun laporan hasil pengawasan.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:

a. waktu dan lokasi pelaksanaan pengawasan;
b. identitas Perusahaan Industri;

c. rekomendasi . . .
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c. rekomendasi hasil pengawasan; dan

d. rencana tindak lanjut rekomendasi hasil
pengawasan yang disusun oleh Perusahaan
Industri.

Pejabat pengawas menyampaikan laporan hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Menteri.

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan Industri
dan diunggah ke SIINas.

Pasal 158

Perusahaan Industri yang:

a.

tidak menjamin keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, dan penyimpanan dan
pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
153; dan/atau

berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 154 ditemukan adanya
ketidaksesuaian terhadap  kriteria pemenuhan
keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan,

dikenai sanksi administratif.

(1)

(2)

(1)

Pasal 159

Perusahaan Industri harus menyatakan komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2)
huruf ¢ paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan hasil
pengawasan diterima.

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi komitmen
untuk melaksanakan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 160

Menteri melaksanakan pengendalian terhadap
pemenuhan dan kepatuhan peraturan terkait
keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan.

(2) Dalam . . .
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Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:

a. pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, dialog, serta memberikan layanan
kemudahan; dan

b. fasilitasi penerapan pemenuhan keamanan dan
keselamatan alat, proses, hasil produksi, dan
penyimpanan dan pengangkutan.

Bagian Keduabelas
Pembiayaan

Pasal 161

Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77 dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara.

Pembiayaan pengawasan dan pengendalian yang
dilakukan oleh perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pembiayaan pengawasan terhadap pemenuhan dan
kepatuhan peraturan perundang-undangan oleh
lembaga terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 ayat (3) dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara.

Pembiayaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat dibebankan kepada Perusahaan Industri
dan Perusahaan Kawasan Industri.

Bagian . .
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Bagian Ketigabelas
Sanksi Administratif

Pasal 162

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri
dan/atau konsultan Industri yang tidak memenuhi
standar kompetensi kerja nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
C. penutupan sementara;

pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Kawasan Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri atau Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Kawasan Industri.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak melakukan manajemen energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau
tidak melakukan manajemen air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:

a.
b.

C.

peringatan tertulis;
denda administratif; dan/atau

penutupan sementara.

Pasal 164 . ..
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Pasal 164

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163
huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut
dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

(1)

(2)

(2)

Pasal 165

Perusahaan Industri yang telah dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis dan tidak
melakukan  perbaikan dalam  jangka  waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dikenai
sanksi administratif berupa denda administratif.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada besaran tarif yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan
tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada bidang
perindustrian.

Pembayaran denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif
diterima.

Pasal 166

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak
membayar denda administratif dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 dikenai
sanksi administratif berupa penutupan sementara.

Dalam hal Perusahaan Industri dan Perusahan
Kawasan Industri telah membayar denda administratif
tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal batas waktu pembayaran denda administratif
tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi
administratif berupa penutupan sementara.

Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat
penutupan sementara diterima.

(4) Perusahaan . . .
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Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan
Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan
Industri yang dikenai sanksi administratif berupa
penutupan sementara, tetap dapat menjalankan
kegiatan produksinya sesuai dengan Perizinan
Berusaha yang dimilikinya.

Pasal 167

Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data
Industri yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan
berkelanjutan secara berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 ayat (1) dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b denda administratif;

c. penutupan sementara;
d

pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri.

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak
menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat,
lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan
tertulis.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 168

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi ketentuan
Standar Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

C. penutupan . ..
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c. penutupan sementara;

pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi
ketentuan standar Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau
b. denda administratif.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri yang tidak memenuhi ketentuan Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau

C. penutupan sementara.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171 ...
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Pasal 171

Perusahaan Industri yang tidak memenuhi kewajiban
menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses,
hasil produksi, dan penyimpanan dan pengangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penutupan sementara;

d. pembekuan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri; dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha untuk kegiatan
usaha Industri.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

Pemerintah  Pusat melakukan evaluasi atas
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dengan
memperhatikan perkembangan dan peningkatan
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta kerja.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Menteri yang dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
perekonomian.

BAB VIII . . .
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 173

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5492) yang telah ditetapkan sebelum Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 174
Pada saat Peraturan Pemerintah int mulai berlaku:

a. Pasal 5, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19,
Pasal 20, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6016); dan

b. Pasal 44, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal
53 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-
-
Y

g Perundang-undangan dan
Nnistrasi Hukum,

)\
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan
dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai
budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan
ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di
bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang
mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri
sebagai penggerak utama.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama
pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan
prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan
pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.
Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global
yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional.
Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus
dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing baik di dalam
negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan
daya saing dan daya tarik investasi yakni memastikan jaminan ketersediaan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk Industri, terciptanya iklim
usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal
dan Fasilitas Nonfiskal, serta kemudahan lainnya dalam kegiatan usaha
Industri, termasuk juga kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam
rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan
melalui peningkatan investasi. Undang-Undang tersebut menyempurnakan
beberapa undang-undang yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hadirnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan
upaya negara untuk menciptakan terobosan dalam meningkatkan iklim
investasi yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan nasional
melalui pembangunan Industri.

Dalam . ..

SK No 085076 A



%

25

e

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2 -

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan
perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain itu diperlukan juga pengaturan
mengenal hal-hal penting lainnya dalam penyelenggaraan bidang
perindustrian di Indonesia sehingga tujuan pembangunan Industri dapat
dicapai secara maksimal.

Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan
pengembangan Industri, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan
kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
Industri dengan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong dari dalam atau luar negeri antara lain dengan melakukan
pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong,
kemudahan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri, serta
menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam
wilayah Negara Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah
penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif, serta pembangunan
Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk
mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan
keberhasilan pembangunan Industri yang diwujudkan dalam pemberian
saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara
lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri
yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi
terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi
kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat
hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber
daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan
pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya
keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional,
namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara
berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang
relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil,
dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan
Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta
mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan
dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri
Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis
dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan,
pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta
pengawasan.

Dalam . ..
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Dalam pelaksanaan pembangunan Industri, Pemerintah memberikan
perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha
Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui
pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan
Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain
terkait sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam,
manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau
Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar
Industri Hijau, standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk
kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha
Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil
produksi, serta penyimpanan dan pengangkutan.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga
penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI,
Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Pembinaan dilakukan
dalam bentuk penguatan terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang
dan/atau jasa Industri melalui pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan
pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan dengan
melakukan kerja sama penilaian kesesuaian di tingkat nasional dan di
tingkat internasional. Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan
kegiatan sertifikasi dengan meminta laporan pelaksanaan sertifikasi,
pengujian kesesuaian mutu, dan hasil inspeksi.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi
kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong,
pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian,
Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri,
dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan
Industri.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..

SK No 083822 A



%

PREIL )

By

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4 -

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong dari hasil produk samping” seperti Fly Ash,
Bottom Ash, Slag, Nickel Slag, Molases, Bentonite, Gypsum,
Bleaching Earth dalam rangka Circular Economy.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Bahan Baku dan/atau Bahan

Penolong dari hasil daur ulang” seperti botol plastik,
pecahan kaca, potongan kain/benang, scrap baja, kertas,
ban, dan sebagainya dalam rangka Circular Economy.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri hulu dan
Industri antara berbasis sumber daya alam” adalah
pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis
sumber daya alam untuk menciptakan Industri berbasis
manufaktur sebagai penghasil Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang akan digunakan oleh Industri hilir.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pembatasan Ekspor dilakukan untuk menjamin ketersediaan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “neraca komoditas” adalah data dan
informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan
produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan
keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan
dan berlaku secara nasional.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
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Huruf b
Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang dibutuhkan mencakup alokasi pemanfaatan dan
tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan
Penolong yang dibutuhkan.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang tersedia di dalam negeri mencakup lokasi Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam

negeri.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sewaktu-waktu jika diperlukan” adalah
kondisi kekurangan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
yang diakibatkan antara lain oleh bencana alam, bencana
nonalam, kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong
atas investasi baru, program prioritas Pemerintah dan/atau
kondisi lainnya.

Ayat (4) . ..
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Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sistem informasi terintegrasi” adalah
sistem Indonesia National Single Window yang terintegrasi
dengan SIINas, INATRADE, dan sistem informasi dari
kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Rapat koordinasi teknis diselenggarakan dalam rangka
penyiapan bahan rapat koordinasi menteri dan/atau pejabat
pimpinan tinggi utama/madya.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan rencana kebutuhan Industri disusun dengan

memperhatikan rencana induk pembangunan industri nasional
dan kebijakan industri nasional.

Sumber penyusunan rencana kebutuhan Industri berasal dari
Perusahaan Industri.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pusat penyedia Bahan Baku dan/atau
Bahan Penolong” adalah badan usaha yang menyediakan Bahan
Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan
Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri kecil dan
Industri menengah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16 . ..
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Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “data yang tersedia” adalah data yang diterima
dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30 . ..
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Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Pasal ini berasal dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Pasal ini berasal dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4) . ..
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Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang lingkup yang sejenis”
antara lain sejenis dalam hal Bahan Baku/material dan
metode pengujian.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Pasal ini berasal dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 42 . ..
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Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Pasal ini berasal dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “koordinasi pengawasan” adalah
secara bersama-sama antara Menteri dengan menteri
dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Pasal ini berasal dari Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Pasal 46
Pasal ini berasal dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016).

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . ..
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bidang lain” adalah bidang selain bidang
perindustrian yang berkaitan dengan obyek pengawasan, antara
lain bidang perdagangan, energi dan sumber daya mineral, dan
pertanian.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57 . ..
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Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Pasal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber daya alam strategis”
meliputi sumber daya alam yang terbarukan dan tidak
terbarukan, hayati dan nonhayati, keberadaannya terbatas,
nilai ekonomi tinggi, sebagai sumber daya alam alternatif,
memiliki potensi sebagai Bahan Baku alternatif, mineral
langka, dibutuhkan untuk memenuhi Industri hilirnya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 61

Pasal ini berasal dari Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)
Huruf a

Penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat
meliputi industri yang:

1. hanya...
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1. hanya boleh dimiliki oleh Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
atau

2. tidak menarik bagi investor swasta namun diperlukan
oleh negara dan/atau masyarakat.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pemerintah Pusat dapat membentuk usaha patungan, baik
dengan pihak swasta nasional maupun pihak swasta asing.

Pasal 62
Pasal ini berasal dari Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “fasilitas fiskal” antara lain pemberian
pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang,
pembebasan PPN, atau tidak dipungut PPN, atau dibebaskan dari
PPh Pasal 22 impor.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 . ..

SK No 083843 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 64
Pasal ini berasal dari Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud “kondisi darurat” adalah bencana alam

dan bencana nonalam.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 65
Pasal ini berasal dari Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 66
Pasal ini berasal dari Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69 . . .
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Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.
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Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.
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Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.
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Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.
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Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.
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Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.
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Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6640

SK No 085072 A



o

nﬁt’éa

g

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

JENIS BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

HS 2017 Uraian Barang
1 2
02.01 Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.
0201.10.00 | - Karkas dan setengah karkas
02.02 Daging binatang jenis lembu, beku.
0202.10.00 | - Karkas dan setengah karkas
0202.20.00 | - Potongan daging lainnya, bertulang
0202.30.00 | - Daging tanpa tulang
02.03 Daging babi, segar, dingin atau beku.
0203.11.00 | - - Karkas dan setengah karkas
02.04 Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.
0204.10.00 | - Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin
0204.21.00 | - - Karkas dan setengah karkas
02.07 Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dan pos 01.05, segar,
) dingin atau beku.
0207.11.00 | - - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin
0207.12.00 | - - Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku
0207.13.00 | - - Potongan dan sisanya, segar atau dingin
0207.14.10 | - - - Sayap
0207.14.20 |- - - Paha
0207.14.30 |- - - Hati
0207.14.91 | - - - - Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi
02.09 dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan
atau diasapi.
0209.10.00 | - Dari babi
0209.90.00 | - Lain-lain
03.01 Ikan hidup.
0301.95.00 | - - Tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii)

03.02 ..
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HS 2017 Uraian Barang
1 2
03.02 Ikan, segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging
' ikan lainnya dari pos 03.04.

0302.11.00 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus
chrysogaster) -

0302.13.00 | - - Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutc, oncorhynchus masou dan
Oncorhynchus rhodurus)

0302.14.00 | - - Salmon Atlantik (Salmo salar} dan salmon Danube (Hucho hucho)

0302.19.00 | - - Lain-lain
- - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus

0302.21.00 | stenolepis)

0302.22.00 | - - Plaice (Pleuronectes platessa)

0302.23.00 | - - Sole (Solea spp.)

0302.24.00 | - - Turbots (Psetta maxima)

0302.29.00 | - - Lain-lain

0302.31.00 | - - Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalunga)

0302.32.00 | - - Tuna sirip kuning (Thunnus albacares)

0302.33.00 | - - Cakalang atau stripe-bellied bonito

0302.34.00 | - - Tuna mata besar (Thunnus obesus)

0302.35.00 | - - Tuna sirip biru Atlantik dan Pasifik (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)

0302.36.00 | - - Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii)

0302.39.00 | - - Lain-lain

0302.41.00 | - - Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0302.42.00 | - - Teri (Engraulis spp.)

0302.43.00 | - - Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.),
brisling atau sprats (Sprattus sprattus)

0302.44.00 | - - Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

0302.45.00 |- - Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.)

0302.46.00 | - - Cobia (Rachycentron canadum)

0302.47.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0302.49.00 | - - Lain-lain

0302.51.00 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0302.52.00 | - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0302.53.00 | - - Coalfish (Pollachius virens)

0302.54.00 | - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0302.55.00 | - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)

0302.56.00 | - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0302.59.00 | - - Lain-lain

0302.71.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.)

0302.72.10 | - - - Patin (Pangasius pangasius)

0302.72.90 | - - - Lain-lain
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HS 2017 Uraian Barang
1 2

0302.73.00 | - - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0302.74.00 | - - Sidat (Anguilla spp.)

0302.79.00 | - - Lain-lain

0302.81.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya

0302.82.00 | - - Pari dan skates (Rajidae)

0302.83.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0302.84.00 | - - Seabass (Dicentrarchus spp.)

0302.85.00 | - - Seabream (Sparidae)

0302.89.11 | - - - - Kerapu

0302.89.12 | - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)

0302.89.13 | - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)

0302.89.14 | - - - - Layur (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii),
Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia aneaq)

0302.89.16 | - - - - Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata)
dan barracuda besar (Sphyraena barracuda)

0302.89.17 | - - - - Bawal hitam (Parastromatus niger)

0302.89.18 | - - - - Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus)

0302.89.19 | - - - - Lain-lain

0302.89.22 | - - - - Swamp barb (Puntius chola)

0302.89.26 | - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) dan silver grunts (Pomadasys
argenteus)

0302.89.27 | - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha)

0302.89.28 | - - - - Wallago (Wallago attu) dan giant river-catfish (Sperata seenghala)

0302.89.29 | - - - - Lain-lain

0302.91.00 | - - Hati, telur dan sperma

0302.92.00 | - - Sirip hiu

0302.99.00 | - - Lain-lain

03.03 Ikan, beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging ikan lainnya
dart pos 03.04.

0303.11.00 | - - Salmon sockeye (salmon merah) (Oncorhynchus nerka)

0303.12.00 | - - Salmon Pasifik lainnya (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou dan
Oncorhynchus rhodurus)

0303.13.00 | - - Salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon danube (Hucho hucho)

0303.14.00 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus
chrysogaster)

0303.19.00 | - - Lain-lain

0303.23.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.)

0303.24.00 | - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)
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0303.25.00 | - - Ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

0303.26.00 | - - Sidat (Anguilla spp.)

0303.29.00 | - - Lain-lain

0303.31.00 | - - Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglosus, Hippoglossus
stenolepis)

0303.32.00 | - - Plaice (Pleuronectes platessa)

0303.33.00 | - - Sole (Solea spp.)

0303.34.00 | - - Turbots (Psetta maxima)

0303.39.00 | - - Lain-lain

0303.41.00 | - - Albacore atau tuna sirip panjang (Thunnus alalungaq)

0303.42.00 | - - Tuna sirip kuning (Thunnus albacares)

0303.43.00 | - - Cakalang atau stripe-bellied bonito

0303.44.00 | - - Tuna mata besar (Thunnus obesus)

0303.45.10 | - - - Tuna sirip biru Atlantik (Thunnus thynnus)

0303.45.90 | - - - Tuna sirip biru Pasifik (Thunnus orientali)

0303.46.00 | - - Tuna sirip biru Selatan (Thunnus maccoyii)

0303.49.00 | - - Lain-lain

0303.51.00 | - - Herring (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303.53.00 | - - Sarden (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.),
brisling atau sprats (Sprattus sprattus)

0303.54.10 | - - - Makarel (Scomber scombrus, Scomber australasicus)

0303.54.20 | - - - Makarel pasifik (Scomber japonicus)

0303.55.00 | - - Makarel jack dan makarel kuda (Trachurus spp.)

0303.56.00 | - - Cobia (Rachycentron canadum)

0303.57.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0303.59.10 | - - - Makarel Indian (Rastrelliger kanagurta); Makarel Island (Rastrelliger faughni)

0303.59.20 | - - - Bawal putih (Pampus spp.)

0303.59.90 | - - - Lain-lain

0303.63.00 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0303.64.00 | - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0303.65.00 | - - Coalfish (Pollachius virens)

0303.66.00 | - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0303.67.00 | - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)

0303.68.00 | - - Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

0303.69.00 | - - Lain-lain

0303.81.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya

0303.82.00 | - - Pari dan skates (Rajidae)

0303.83.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0303.84.00 | - - Seabass (Dicentrarchus spp.)

0303.89.11 |- - - - Kerapu

0303.89.12 | - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus)
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0303.89.13 | - - - - Bluntnose lizardfish (Trachinocephalus myops)

0303.89.14 | - - - - Layur (Lepturacanthus savala), Belanger’s croakers (Johnius belangerii),
Reeve’s croakers (Chrysochir aureus) dan bigeye croakers (Pennahia aneaj

0303.89.16 | - - - - Scad torpedo (Megalaspis cordyla), spotted sicklefish (Drepane punctata) dan
barracuda besar (Sphyraena barracuda)

0303.89.17 | - - - - Bawal hitam (Parastromatus niger)

0303.89.18 | - - - - Kakap merah (Lutjanus argentimaculatus)

0303.89.19 |- - - - Lain-lain

0303.89.22 | - - - - Swamp barb (Puntius chola)

0303.89.26 | - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) dan silver grunts (Pomadasys
argenteus)

0303.89.27 | - - - - Hilsa shad (Tenualosa ilisha)

0303.89.28 | - - - - Wallago (Wallago attu) dan giant river-catfish (Sperata seenghalaj

0303.89.29 | - - - - Lain-lain

0303.91.00 | - - Hati, telur dan sperma

0303.92.00 | - - Sirip hiu

0303.99.00 | - - Lain-lain

03.04 Fillet dan daging ikan lainnya (dicincang maupun tidak), segar, dingin atau beku.

0304.31.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.)

0304.32.00 | - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304.33.00 | - - Nile Perch (Lates niloticus)

0304.39.00 | - - Lain-lain

0304.41.00 | - - Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
dan Oncorhynchus rhodurus), salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube
(Hucho hucho)

0304.42.00 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus
chrysogaster)

0304.43.00 | - - Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
dan Citharidae)

0304.44.00 | - - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae

0304.45.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0304.46.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0304.47.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya

0304.48.00 | - - Pari dan skates (Rajidae)

0304.49.00 | - - Lain-lain

0304.51.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,

Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)
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0304.52.00 | - - Salmon (salmonidae)

0304.53.00 | - - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae

0304.54.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0304.55.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0304.56.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya

0304.57.00 | - - Pari dan skates (Rajidae)

0304.59.00 | - - Lain-lain

0304.61.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.)

0304.62.00 | - - Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

0304.63.00 | - - Nile Perch (Lates niloticus)

0304.69.00 | - - Lain-lain

0304.71.00 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0304.72.00 | - - Haddock (Melanogrammus aeglefinus)

0304.73.00 | - - Coalfish (Pollachius virens)

0304.74.00 | - - Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

0304.75.00 | - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)

0304.79.00 | - - Lain-lain

0304.81.00 | - - Salmon Pasifik (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus
keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou
dan Oncorhynchus rhodurus), salmon Atlantik (Salmo salar) dan salmon Danube
(Hucho hucho)

0304.82.00 | - - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache dan Oncorhynchus
chrysogaster)

0304.83.00 | - - Ikan pipih (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae
dan Citharidae)

0304.84.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0304.85.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0304.86.00 | - - Herring (Clupea harengus, Clupea pallasti)

0304.87.00 | - - Tuna (of the genus Thunnus), cakalang atau stripe-bellied bonito (Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis)

0304.88.00 | - - Dogfish, hiu lainnya, pari dan skates (Rajidae)

0304.89.00 | - - Lain-Lain

0304.91.00 | - - Todak (Xiphias gladius)

0304.92.00 | - - Toothfish (Dissostichus spp.)

0304.93.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)

0304.94.00 | - - Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)

0304.95.00 . ..
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0304.95.00 | - - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain dari Alaska
Pollack (Theragra chalcogramma)

0304.96.00 | - - Dogfish dan hiu lainnya

0304.97.00 | - - Pari dan skates (Rajidae)

0304.99.00 | - - Lain-lain
Ikan, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; ikan diasapi, dimasak

03.05 maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar
dan pellet dari ikan, layak untuk dikonsumsi manusia.

0305.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan pelet dari ikan yang layak untuk dikonsumsi
manusia

0305.20.90 | - - Lain-lain

0305.51.00 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.52.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), ikan mas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
sidat (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)

0305.53.00 | - - Ikan dari keluarga Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae dan Muraenolepididae, selain cod (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.54.00 | - - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallastii), teri (Engraulis spp.), sarden
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling atau
sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus), makarel Indian (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus
spp.), jack dan horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.),
cobia (Rachycentron canadum), bawal putih (Pampus spp.), Pacific saury
(Cololabis saira), scads (Decapterus spp.}, capelin (Mallotus villosus), todak
(Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlin,
ikan layar, spearfish (Istiophoridae)

0305.59.21 | - - - - Teri (Stolephorus spp., Coilia spp., Setipinna spp., Lycothrissa spp. and
Thryssa spp., Encrasicholina spp.)

0305.59.29 | - - - - Lain-Lain

0305.59.90 | - - - Lain-lain

0305.62.00 | - - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305.64.00 | - - Tilapia (Oreochromis spp.), lele (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.}, karper (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), sidat
(Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) dan gabus (Channa spp.)

0305.69.10 | - - - Ikan laut

0305.69.90 | - - - Lain-lain

0305.71.00 | - - Sirip ikan hiu
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0305.72.11 |----Cod

0305.72.19 | - - - - Lain-lain

0305.72.91 |----Cod

0305.72.99 | - - - - Lain-lain

0305.79.10 | ---Cod

0305.79.90 | - - - Lain-lain
Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan,
diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak

03.06 sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau

' direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun

tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi
manusia.

0306.11.10 | - - - Diasapi

0306.11.90 | - - - Lain-lain

0306.12.10 | - - - Diasapi

0306.12.90 | - - - Lain-lain

0306.14.10 | - - - Kepiting cangkang lunak

0306.14.90 | - - - Lain-lain

0306.15.00 | - - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus)

0306.16.00 | - - Udang dan udang besar air dingin (Pandalus spp, Crangon crangon)

0306.17.11 | - - - - Tanpa kepala

0306.17.19 | - - - - Lain-lain

0306.17.21 | - - - - Tanpa kepala, dengan ekor

0306.17.22 | - - - - Tanpa kepala, tanpa ekor

0306.17.29 | - - - - Lain-lain

0306.17.30 | - - - Udang galah (Macrobrachium rosenbergii)

0306.17.90 | - - - Lain-lain

0306.19.00 | - - Lain-lain, termasuk tepung, tepung kasar dan pelet dari udang-udangan,
layak untuk dikonsumsi manusia

0306.31.30 | - - - Segar atau dingin

0306.32.30 | - - - Segar atau dingin

0306.33.00 | - - Kepiting

0306.34.00 | - - Lobster Norwegia (Nephrops norvegicus)

0306.35.30 | - - - Segar atau dingin

0306.36.31 | - - - - Udang windu (Penaeus monodon)

0306.36.32 | - - - - Udang vanamei (Liptopenaeus vannamei)

0306.36.33 | - - - - Udang galah (Macrobrachium rosenbergii)

0306.36.39 | - - - - Lain-lain

0306.39.20 | - - - Segar atau dingin

0306.39.30 | - - - Tepung, tepung kasar dan pellet

0306.91.39 | - - - - Lain-lain

0306.92.39 | - - - - Lain-lain

0306.93.30 | - - - Lain-lain

0306.94.39. ..
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0306.94.39 | - - - - Lain-lain

0306.95.30 | - - - Lain-lain

0306.99.39 | - - - - Lain-lain
Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan,
diasinkan atau dalam air garam; moluska diasapi, dimasak maupun tidak

03.07 )
sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari
moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.

0307.11.20 | - - - Segar atau dingin

0307.12.00 | - - Beku

0307.21.20 | - - - Segar atau dingin

0307.22.00 | - - Beku

0307.31.20 | - - - Segar atau dingin

0307.32.00 | - - Beku

0307.42.21 | - - - - Cumi- cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.} dan sotong
(Ommastrephes spp., Loligo spp.,Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307.42.29 |- - - - Lain-Lain

0307.43.10 | - - - Cumi-cumi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,Sepiola spp.) dan sotong
(Ommastrephes spp., Loligospp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

0307.43.90 | - - - Lain-lain

0307.51.20 | - - - Segar atau dingin

0307.52.00 | - - Beku

0307.60.20 | - - Segar, dingin atau beku

0307.71.20 | - - - Segar atau dingin

0307.72.00 | - - Beku

0307.81.20 | - - - Segar atau dingin

0307.82.20 | - - - Segar atau dingin

0307.83.00 | - - Abalon beku (Haliotis spp.)

0307.84.00 | - - Stromboid conchs beku (Strombus spp.)

0307.91.20 | - - - Segar atau dingin

0307.92.00 | - - Beku

0307.99.50 | - - - Tepung, tepung kasar dan pellet dari moluska
Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku,
dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea

03.08 dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses
pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain
krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia.

0308.11.20 | - - - Segar atau dingin

0308.12.00 | - - Beku

0308.21.20 | - - - Segar atau dingin

0308.22.00 | - - Beku

0308.30.20 | - - Segar atau dingin

0308.30.30 |- - Beku

0308.90.20 | - - Segar atau dingin

0308.90.30 . ..
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0308.90.30 | - - Beku
0308.90.90 | - - Lain-lain
0308.12.00 | - - Beku
04.02 Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan
’ pemanis lainnya.
0402.10.41 |- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.10.42 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.10.49 | - - - Lain-lain
0402.10.91 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.10.92 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.10.99 | - - - Lain-lain
0402.21.20 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.21.30 |- - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.21.90 | - - - Lain-lain
0402.29.20 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih
0402.29.30 | - - - Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
0402.29.90 | - - - Lain-lain
0402.91.00 | - - Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
0402.99.00 | - - Lain-lain
Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan
04.03 krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung
’ tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung
tambahan buah-buahan, kacang-kacangan atau kakao maupun tidak.
0403.10.21 | - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan
selai), kacang-kacangan atau kakao
0403.10.29 | - - - Lain-Lain
0403.10.91 | - - - Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan
selai), kacang-kacangan atau kakao
0403.10.99 | - - - Lain-Lain
0403.90.10 | - - Susu mentega
0403.90.90 | - - Lain-lain
Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
04.04 maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung
) tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau
termasuk dalam pos lainnya.
0404.10.10 | - - Dalam bentuk bubuk
0404.10.90 | - - Lain-lain
0404.90.00 | - Lain-lain
04.05 Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairy spreads.
0405.10.00 | - Mentega
0405.20.00 | - Dairy spreads
0405.90.10 | - - Lemak mentega anhidrat
0405.90.20 | - - Minyak mentega

0405.90.30 . ..
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0405.90.30 | - - Ghee

0405.90.90 | - - Lain-lain

04.06 Keju dan dadih susu.

0406.10.10 | - - Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey

0406.10.20 | - - Dadih susu

0406.20.10 | - - Dalam kemasan dengan berat kotor melebihi 20 kg

0406.20.90 | - - Lain-lain

0406.30.00 | - Keju olahan, bukan parutan atau bubuk

0406.40.00 | - Keju blue-vein dan keju lainnya yang mengandung vein dibuat dengan
Penicillium roqueforti

0406.90.00 | - Keju lainnya
Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau

04.08 direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula
atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.

0408.11.00 | - - Dikeringkan

0408.19.00 | - - Lain-lain

0408.91.00 | - - Dikeringkan

0408.99.00 | - - Lain-lain

0501.00.00 | Rambut manusia, tidak dikerjakan, dicuci atau digosok maupun tidak; sisa
rambut manusia.
Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang

05.02 dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu
kasar semacam itu.

0502.10.00 | - Bulu dan bulu kasar serta sisanya dari babi, babi ternak atau babi hutan

0502.90.00 | - Lain-lain

0504.00.00 | Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan
potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau
diasapi.
Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu

05.05 unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus,

) tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan

untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.

0505.10.10 | - - Bulu bebek

0505.10.90 | - - Lain-lain

0505.90.10 | - - Bulu bebek

0505.90.90 | - - Lain-lain
Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan

05.06 secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan
asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.

0506.10.00 | - Osein dan tulang dikerjakan dengan asam

0506.90.00 | - Lain-lain

05.07 Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk

bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung

dan ...
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dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi
tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.
0507.10.00 |- Gading; bubuk gading dan sisanya
0507.90.20 | - - Tempurung kura-kura
0507.90.90 | - - Lain-lain
0510.00.00 | Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak;
kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk
farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain.
05.11 Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1
' atau 3 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.
0511.10.00 |- Mani dari binatang jenis lembu
0511.91.10 | - - - Telur dan sperma
0511.91.20 | - - - Telur artemia
0511.91.30 |- - - Kulit ikan
0511.91.90 |- - - Lain-lain
0511.99.10 | - - - Mani dari binatang peliharaan
0511.99.20 | - - - Telur ulat sutera
0511.99.30 | - - - Sponge alami
0511.99.90 |- - - Lain-lain
Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat,
06.01 dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar
dari pos 12.12.
0601.10.00 | - Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat,
dorman
0601.20.10 | - - Tanaman chicory
0601.20.20 | - - Akar chicory
0601.20.90 | - - Lain-lain
Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup
06.04 bunga, dan rumput, lumut mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk
’ karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup,
dikelantang, diresapi atau diolah secara lain.
0604.20.10 | - - Lumut mosse dan lumut lichen
0604.20.90 | - - Lain-lain
0604.90.10 | - - Lumut mosse dan lumut lichen
0604.90.90 | - - Lain-lain
07.03 Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/ perai dan
) sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.
0703.10.11 | - - - Umbi untuk dibudidayakan
0703.10.21 | - - - Umbi untuk dibudidayakan
0703.20.10 | - - Umbi untuk dibudidayakan

07.13 ...
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07.13 Sayuran polongan dikeringkan, dikupas, dikuliti atau dibelah maupun tidak.

0713.10.10 | - - Cocok untuk disemai

0713.20.10 | - - Cocok untuk disemai

0713.31.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.32.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.33.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.34.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.35.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.39.10 | - - - Cocok untuk disemai

0713.40.10 | - - Cocok untuk disemai

0713.50.10 | - - Cocok untuk disemai

0713.60.10 | - - Cocok untuk disemai

0713.60.90 | - - Lain-lain

0713.90.10 | - - Cocok untuk disemai
Ubi kayu, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, ubi jalar serta akar-akaran dan

07.14 bonggol-bonggolan semacam itu yang mengandung banyak pati atau inulin,

’ segar, dingin, beku atau dikeringkan, dalam bentuk irisan maupun tidak atau

dalam bentuk pelet; empulur sagu.

0714.20.10 |- - Beku

0714.20.90 | - - Lain-lain

0714.30.10 |- - Beku

0714.30.90 | - - Lain-lain

0714.40.10 | - - Beku

0714.40.90 | - - Lain-lain

0714.50.10 |- - Beku

0714.50.90 | - - Lain-lain

0714.90.11 |- --Beku

0714.90.19 | - - - Lain-lain

0714.90.91 |- --Beku

0714.90.99 | - - - Lain-lain

08.01 Kelapa, kacang Brasil dan kacang mede, segar atau dikeringkan, dikupas atau

’ dikuliti maupun tidak.

0801.11.00 | - - Diparut dan dikeringkan

0801.12.00 | - - Didalam kulit (endocarp)

0801.19.10 | - - - Kelapa muda

0801.19.90 | - - - Lain-lain
Buah dan buah bertempurung, tidak dimasak atau dimasak dengan cara

08.11 dikukus atau direbus, beku, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis

lainnva maupun tidak.

0811.10.00 ...
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0811.10.00 | - Stroberi

0811.20.00 | - Rasberi, blackberry, mulberry, loganberry, currant hitam, putih atau merah dan
gooseberry

0811.90.00 | - Lain-lain
Buah dan buah bertempurung, diawetkan sementara (misalnya, dengan gas

08.12 belerang dioksida, dalam air garam, dalam air belerang atau dalam larutan
pengawet lainnya), tetapi tidak cocok untuk konsumsi langsung.

0812.10.00 | - Ceri

0812.90.10 | - - Stroberi

0812.90.90 | - - Lain-lain

0814.00.00 | Kulit buah jeruk atau melon (termasuk semangka), segar, beku, dikeringkan atau
diawetkan sementara dalam air garam, air belerang atau dalam larutan pengawet
lainnya.
Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit

09.01 . . . . .
kopi; pengganti kopi mengandung kopi dengan perbandingan berapapun.

0901.11.10 | - - - Arabika WIB atau Robusta OIB

0901.11.90 | - - - Lain-lain

0901.12.10 | - - - Arabika WIB atau Robusta OIB

0901.12.90 | - - - Lain-lain

0901.21.10 | - - - Tidak ditumbuk

0901.21.20 | - - - Ditumbuk

0901.22.10 | - - - Tidak ditumbuk

0901.22.20 | - - - Ditumbuk

0901.90.10 | - - Sekam dan selaput kopi

0901.90.20 | - - Pengganti kopi mengandung kopi

10.01 Gandum dan meslin.

1001.19.00 | - - Lain-lain

1001.99.11 | - - - - Meslin

1001.99.12 | - - - - Bijji gandum tanpa cangkang

1001.99.19 | - - - - Lain-lain

1001.99.91 |- - - - Meslin

1001.99.99 | - - - - Lain-lain

10.02 Gandum hitam.

1002.90.00 | - Lain-lain

10.03 Barli.

1003.90.00 | - Lain-lain

10.04 Oat.

1004.90.00 | - Lain-lain

10.05 Jagung.

1005.90.10 | - - Jagung brondong

1005.90.90 | - - Lain-lain

10.06 Beras.

1006.10.10 | - - Cocok untuk disemai
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1006.10.90 | - - Lain-lain
1006.20.10 | - - Beras Hom Mali
1006.20.90 | - - Lain-lain
1006.40.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan
1006.40.90 | - - Lain-lain
10.07 Butiran sorghum.
1007.90.00 | - Lain-lain
10.08 Buckwheat, millet dan biji canary; serealia lainnya.
1008.10.00 | - Buckwheat
1008.29.00 | - - Lain-lain
1008.30.00 | - Biji canary
1008.40.00 | - Fonio (Digitaria spp.)
1008.50.00 | - Quinoa (Chenopodium quinoaq)
1008.60.00 | - Triticale
1008.90.00 | - Serealia lainnya
11.01 Tepung gandum atau tepung meslin.
1101.00.11 | - - Telah difortifikasi
1101.00.19 | - - Lain-lain
1101.00.20 | - Tepung Meslin
11.02 Tepung serelia selain gandum atau meslin.
1102.20.00 | - Maizena (tepung jagung)
1102.90.10 | - - Tepung beras
1102.90.20 | - - Tepung gandum hitam
1102.90.90 | - - Lain-lain
11.03 Menir, tepung kasar dan pelet serelia.
1103.11.00 | - - Dari gandum
1103.13.00 | - - Dari jagung
1103.19.10 | - - - Dari meslin
1103.19.20 | - - - Dari beras
1103.19.90 | - - - Lain-lain
1103.20.00 | - Pelet
11.05 Tepung, tepung kasar, bubuk, serpih, butir dan pelet kentang.
1105.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan bubuk
1105.20.00 | - Serpih, butir dan pelet
Tepung, tepung kasar dan bubuk dari sayuran polongan dikeringkan dari pos
11.06 07.13, dari sagu atau dari akar atau bonggol dari pos 07.14 atau dari produk Bab
8.
1106.10.00 | - Dari sayuran polongan dikeringkan dari pos 07.13
1106.20.10 | - - Dari ubi kayu (cassava)
1106.20.20 | - - Dari sagu
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1106.20.30 | - -Dari ubi jalar (Ipomoea batatas)
1106.20.90 |- - Lain-lain
1106.30.00 | - Dari produk Bab 8 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
11.07 Malt, digongseng maupun tidak.
1107.10.00 | - Tidak digongseng
1107.20.00 | - Digongseng
11.08 Pati; inulin.
1108.11.00 | - - Pati gandum
1108.12.00 | - - Pati jagung
1108.13.00 | - - Pati kentang
1108.14.00 | - - Pati ubi kayu (cassava)
1108.19.10 |- - - Sagu
1108.19.90 |- - - Lain-lain
1108.20.00 | - Inulin
1109.00.00 | Gluten gandum, dikeringkan maupun tidak.
12.01 Kacang kedelai, pecah maupun tidak.
1201.90.00 | - Lain-lain
12.02 Kacang tanah, tidak digongseng atau dimasak secara lain, dikuliti atau pecah

’ maupun tidak.
1202.41.00 |- - Berkulit
1202.42.00 | - - Dikuliti, pecah maupun tidak
1203.00.00 | Kopra.
1204.00.00 | Biji rami, pecah maupun tidak.
12.05 Biji lobak atau colza, pecah maupun tidak.
1205.10.00 | - Biji lobak atau colza mengandung asam erusat rendah
1205.90.00 | - Lain-lain
1206.00.00 | Biji bunga matahari, pecah maupun tidak.
12.07 Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.
1207.10.10 | - - Biji kelapa sawit cocok untuk disemai/ditanam
1207.10.30 | - - Kernel
1207.10.90 | - - Lain-lain
1207.29.00 | - - Lain-lain
1207.30.00 | - Biji jarak

1207.40.10 . ..
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1207.40.10 | - - Dapat dimakan
1207.40.90 | - - Lain-lain
1207.50.00 | - Biji mustar
1207.60.00 | - Biji Safflower (Carthamus tinctorius)
1207.70.00 | - Biji Melon
1207.91.00 | - - Biji poppy
1207.99.40 | - - - Biji Tengkawang
1207.99.50 | - - - Tandan buah segar kelapa sawit
1207.99.90 | - - - Lain-lain
12.08 Tepung halus dan tepung kasar dari biji atau buah yang mengandung minyak,
‘ selaian mustar.
1208.10.00 | - Dari kacang kedelai
1208.90.00 | - Lain-lain
12.09 Biji, buah dan spora, dari jenis yang digunakan untuk disemai.
1209.10.00 | - Biji bit gula
1209.21.00 | - - Biji Lucerne (alfalfa)
1209.22.00 | - - Biji semanggi (Trifolium spp.)
1209.23.00 | - - Biji Fescue
1209.24.00 | - - Biji rumput biru Kentucky (Poa pratensis L.)
1209.25.00 | - - Biji gandum hitam (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)
1209.29.10 | - - - Biji rumput Timothy (Phelum prantense)
1209.29.20 | - - - Biji bit lainnya
1209.29.90 | - - - Lain-lain
1209.30.00 | - Biji bijian dari tumbuhan rerumputan yang dibudidayakan terutama untuk
bunganya
1209.91.10 | - - - Biji bawang merah
1209.91.90 |- - - Lain-lain
1209.99.10 | - - - Biji karet; biji kenaf
1209.99.90 | - - - Lain-lain
12.10 Kerucut buah hop, segar atau dikeringkan, ditumbuk, dijadikan bubuk atau
’ dalam bentuk pelet maupun tidak; lupulin.
1210.10.00 | - Kerucut buah hop, tidak ditumbuk maupun dijadikan bubuk maupun dalam
bentuk pelet
1210.20.00 | - Kerucut buah hop, ditumbuk, dijadikan bubuk atau dalam bentuk pelet;
lupulin
Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam
1211 pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau
' untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik
dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.
1211.20.00 | - Akar ginseng
1211.30.00 | - Daun koka

1211.40.00 . ..
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1211.40.00 | - Jerami poppy

1211.50.00 | - Ephedra

1211.90.11 | - - - Cannabis, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk

1211.90.12 | - - - Cannabis, bentuk lainnya

1211.90.13 | - - - Akar rauwolfia serpentina

1211.90.15 | - - - Akar manis

1211.90.16 | - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk

1211.90.19 | - - - Lain-lain

1211.90.91 | - - - Pyrethrum, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk

1211.90.92 | - - - Pyrethrum, bentuk lainnya

1211.90.94 | - - - Keping kayu cendana

1211.90.95 | - - - Keping kayu Gaharu

1211.90.97 | - - - Kulit dari persea (Persea Kurzii Kosterm)

1211.90.98 | - - - Lain-lain, dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk

1211.90.99 |- - - Lain-lain
Kacang karob, rumput laut dan ganggang lainnya, bit gula dan tebu, segar,
dingin, beku atau dikeringkan, ditumbuk maupun tidak; kulit keras buah dan

12,12 kernel serta produk nabati lainnya (termasuk akar chicory yang tidak digongseng
dari varietas Cichorium intybus sativum) dari jenis yang terutama digunakan
untuk konsumsi manusia, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

1212.21.11 |- - - - Eucheuma spinosum

1212.21.12 | - - - - Eucheuma cottonii

1212.21.13 | - - - - Gracilaria spp.

1212.21.14 | - - - - Gelidium spp.

1212.21.15 | - - - - Sargassum spp.

1212.21.19 | - - - - Lain-lain

1212.21.90 | - - - Lain-lain

1212.29.11 | - - - - Dari jenis yang digunakan di farmasi

1212.29.19 | - - - - Lain-lain

1212.29.20 | - - - Lain-lain, segar, didinginkan atau dikeringkan

1212.29.30 | - - - Lain-lain, dibekukan

1212.91.00 | - - Bit gula

1212.92.00

- - Kacang locust (karob)

SK No 083851 A

1212.93.10 . ..




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2

1212.93.10 | - - - Cocok untuk ditanam

1212.93.90 | - - - Lain-lain

1212.94.00 | - - Akar chicory

1212.99.10 | - - - Batu (biji} dan kernel aprikot, peach (termasuk nektarin) atau plum

1212.99.90 | - - - Lain-lain

1213.00.00 | Jerami dan sekam serealia, tidak diolah, baik dicacah, ditumbuk, ditekan atau
dalam bentuk pelet maupun tidak.
Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput

12.14 kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch
dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.

1214.10.00 | - Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)

1214.90.00 | - Lain-lain

13.01 Lak; getah alam, damar, getah-damar dan oleoresins (misalnya, getah balsem).

1301.20.00 | - Getah Arab

1301.90.30 | - - Resin Cannabis

1301.90.40 |- - Lak

1301.90.90 | - - Lain-lain
Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir

13.02 serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk
nabati.

1302.11.10 | - - - Pulvis opii

1302.11.90 | - - - Lain-lain

1302.12.00 | - - Dari akar manis

1302.13.00 | - - Dari hop

1302.14.00 | - - Dari ephedra

1302.19.20 | - - - Ekstrak dan tingtur Cannabis

1302.19.40 | - - - Sap dan ekstrak nabati dari pyrethrum atau dari akar tanaman mengandung
rotenone

1302.19.50 | - - - Lak (lak alami) Jepang (atau Cina)

1302.19.90 | - - - Lain-lain

1302.20.00 | - Zat pektik, pektinat dan pektat

1302.31.00 |- - Agar-agar

1302.32.00 | - - Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust,
biji kacang locust atau biji guar

1302.39.11 | - - - - Bubuk, semi-murni

1302.39.12 | - - - - Bubuk, murni

1302.39.13 | - - - - Alkali treated carrageenan chips (ATCC)

1302.39.19 | - - - - Lain-lain

1302.39.90 | - - - Lain-lain
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14.01 Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyam-anyaman (misalnya,
’ bambu, rotan, buluh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealia dibersihkan,
dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau).
1401.10.00 | - Bambu
1401.20.10 |- - Utuh
1401.20.21 | - - - Diameter tidak melebihi 12 mm
1401.20.29 | - - - Lain-lain
1401.20.30 | - - Kulit terbagi
1401.20.90 | - - Lain-lain
1401.90.00 | - Lain-lain
14.04 Produk nabati tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.
1404.20.00 | - Linter kapas
1404.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan terutama pada penyamakan atau pencelupan
1404.90.30 | - - Kapuk
1404.90.91 | - - - Cangkang kernel kelapa sawit
1404.90.92 | - - - Tandan buah kosong dari kelapa sawit
1404.90.99 | - - - Lain-lain
15.01 Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 135.03.
1501.10.00 | - Lemak babi
1501.20.00 | - Lemak babi lainnya
1501.90.00 | - Lain-lain
15.02 Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03.
1502.10.00 | - Tallow
1502.90.10 | - - Dapat dimakan
1502.90.90 | - - Lain-lain
Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak
15.03 . . . ) .
diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain.
1503.00.10 | - Lard stearin atau oleostearin
1503.00.90 | - Lain-lain
15.04 Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan atau binatang laut menyusui,
’ dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1504.10.20 | - - Fraksi padat
1504.10.90 | - - Lain-lain
1504.20.10 | - - Fraksi padat
1504.20.90 | - - Lain-lain

1504.30.00 . ..
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1504.30.00 | - Lemak dan minyak serta fraksinya dari binatang laut menyusui

15.05 Wool grease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin).

1505.00.10 | - Lanolin

1505.00.90 | - Lain-lain

1506.00.00 | Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak,
tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

15.07 Minyak kacang kedelai dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak
dimodifikasi secara kimia.

1507.10.00 | - Minyak mentah, dihilangkan getahnya maupun tidak

1507.90.10 | - - Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan

1507.90.90 | - - Lain-lain
Minyak kacang tanah dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak

15.08 . . . .
dimodifikasi secara kimia.

1508.10.00 | - Minyak mentah

1508.90.00 | - Lain-lain
Minyak lain dan fraksinya, diperoleh semata-mata dari zaitun, dimurnikan

15.10 maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, termasuk campuran dari
beberapa minyak atau fraksinya dengan minyak atau fraksi dari pos 15.09.

1510.00.10 | - Minyak mentah

1510.00.20 | - Fraksi dari minyak yang tidak dimurnikan

1510.00.90 | - Lain-lain

15.11 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak

’ dimodifikasi secara kimia.

1511.10.00 | - Minyak mentah

1511.90.20 | - - Minyak dimurnikan

1511.90.31 | - - - - Dengan nilai iodine 30 atau lebih, tetapi kurang dari 40

1511.90.32 | - - - - Lain-lain

1511.90.36 | - - - - Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg

1511.90.37 | - - - - Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60

1511.90.39 | - - - - Lain-lain

1511.90.41 | - - - Fraksi padat

1511.90.42 | - - - Lain-lain, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg

1511.90.49 | - - - Lain-lain

15.12 Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan

maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
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1512.11.00 | - - Minyak mentah
- - - Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak

1512.19.10 | dimurnikan

1512.19.20 |- - - Dimurnikan

1512.19.90 |- - - Lain-lain

1512.21.00 | - - Minyak mentah, dihilangkan gossypolnya maupun tidak

1512.29.10 | - - - Fraksi dari minyak biji kapas tidak dimurnikan

1512.29.90 | - - - Lain-lain

15.13 Minyak kelapa (kopra), kernel kelapa sawit atau babassu dan fraksinya,

) dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.

1513.11.00 | - - Minyak mentah

1513.19.10 | - - - Fraksi dari minyak kelapa tidak dimurnikan

1513.19.90 | - - - Lain-lain

1513.21.10 | - - - Minyak kernel kelapa sawit

1513.21.90 |- - - Lain-lain

1513.29.11 | - - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan

1513.29.12 | - - - - Fraksi padat dari minyak babassu tidak dimurnikan

1513.29.13 | - - - - Lain-lain, dari minyak kernel kelapa sawit tidak dimurnikan (olein kernel
kelapa sawit)

1513.29.14 | - - - - Lain-lain, dari minyak babassu tidak dimurnikan

1513.29.91 | - - - - Fraksi padat dari minyak kernel kelapa sawit

1513.29.92 | - - - - Fraksi padat dari minyak babassu

1513.29.94 | - - - - Olein kernel kelapa sawit, dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya
(RBD)

1513.29.95 | - - - - Minyak kernel kelapa sawit, RBD

1513.29.96 | - - - - Lain-lain, minyak kernel kepala sawit

1513.29.97 | - - - - Lain-lain, dari minyak babassu

15.14 Minyak lobak, colza atau mustar dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi

) tidak dimodifikasi secara kimia.

1514.11.00 | - - Minyak mentah

1514.19.10 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan

1514.19.20 | - - - Dimurnikan

1514.19.90 | - - - Lain-lain

1514.91.10 | - - - Minyak lobak atau colza lainnya

1514.91.90 | - - - Lain-lain
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15.15 Lemak dan minyak nabati tertentu lainnya (termasuk minyak jojoba) dan
) fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1515.11.00 | - - Minyak mentah
1515.19.00 | - - Lain-lain
1515.21.00 | - - Minyak mentah
1515.30.10 | - - Minyak mentah
1515.30.90 | - - Lain-lain
1515.50.10 | - - Minyak mentah
1515.50.20 | - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.50.90 | - - Lain-lain
1515.90.11 |- - - Minyak mentah
1515.90.12 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.19 | - - - Lain-lain
1515.90.21 | - - - Minyak mentah
1515.90.22 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.29 | - - - Lain-lain
1515.90.31 | - - - Minyak mentah
1515.90.32 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.39 |- - - Lain-lain
1515.90.91 | - - - Minyak mentah
1515.90.92 | - - - Fraksi dari minyak tidak dimurnikan
1515.90.99 | - - - Lain-lain
Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya
15.16 dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan
maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.

1516.10.20 | - - Dire-esterifikasi
1516.10.90 | - - Lain-lain
1516.20.11 | - - - Dari kacang kedelai
1516.20.12 | - - - Dari buah kelapa sawit, mentah
1516.20.13 | - - - Dari buah kelapa sawit, selain mentah

1516.20.14 . ..

SK No 083887 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=24 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2
1516.20.14 | - - - Dari kelapa
1516.20.15 | - - - Dari kernel kepala sawit, mentah
1516.20.16 | - - - Dari kernel kelapa sawit dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya
(RBD)
1516.20.17 | - - - Dari kacang tanah
1516.20.18 | - - - Dari biji rami
1516.20.19 | - - - Lain-lain
1516.20.31 | - - - Dari kacang tanah; kelapa; kacang kedelai
1516.20.32 | - - - Dari biji rami
1516.20.33 | - - - Dari buah zaitun
1516.20.34 | - - - Dari buah kelapa sawit
1516.20.35 | - - - Dari kernel sawit
1516.20.39 | - - - Lain-lain
1516.20.41 |- - - Dari biji jarak {Opal wax)
1516.20.42 | - - - Dari kelapa
1516.20.43 | - - - Dari kacang tanah
1516.20.44 |+ - - Dari biji rami
1516.20.45 | - - - Dari biji zaitun
1516.20.46 | - - - Dari buah kelapa sawit
1516.20.47 | - - - Dari kernel sawit
1516.20.48 | - - - Dari kacang kedelai
1516.20.49 | - - - Lain-lain
1516.20.51 | - - - Dari biji rami
1516.20.52 | - - - Dari biji zaitun
1516.20.53 | - - - Dari kacang kedelai
1516.20.54 | - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
1516.20.59 | - - - Lain-lain
1516.20.61 | - - - Mentah
1516.20.62 | - - - Dimurnikan, dijernihkan dan dihilangkan baunya {RBD)
1516.20.69 | - - - Lain-lain
1516.20.91 | - - - Palm stearin, dengan nilai iodine melebihi 48
1516.20.92 | - - - Dari biji rami
1516.20.93 | - - - Dari buah zaitun
1516.20.94 | - - - Dari kacang kedelai
- - - Stearin kernel kelapa sawit yang dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan

1516.20.96 | baunya (RBD)
1516.20.98 | - - - Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
1516.20.99 | - - - Lain-lain
15.18 Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi,

didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa
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udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak
termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari
lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang
berbeda dalam Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, tidak dirinci atau
termasuk dalam pos lainnya.

1518.00.12 | - - Lemak dan minyak hewani

1518.00.14 | - - Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa

1518.00.15 | - - Minyak biji rami dan fraksinya

1518.00.16 | - - Minyak zaitun dan fraksinya

1518.00.19 | - - Lain-lain

1518.00.20 | - Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak
hewani atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda

1518.00.31 | - - Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit

1518.00.33 | - - Dari biji rami

1518.00.34 | - - Dari buah zaitun

1518.00.35 | - - Dari kacang tanah

1518.00.36 | - - Dari kacang kedelai atau kelapa

1518.00.37 | - - Darti biji kapas

1518.00.39 | - - Lain-lain

1518.00.60 | - Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak
hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya

15.20 Gliserol, mentah; air gliserol dan larutan alkali gliserol.

1520.00.10 | - Gliserol mentah

1520.00.90 | - Lain-lain

15.21 Malam nabati (selain trigliserida), malam lebah, malam serangga lainnya dan

' spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.

1521.10.00 | - Malam nabati

1521.90.10 | - - Malam lebah dan malam serangga lainnya

1521.90.20 | - - Spermaceti

15.92 Degra.; residu yang diperoleh dari pengolahan zat berlemak atau malam hewani atau
nabati.

1522.00.10 | - Degra

1522.00.90 | - Lain-lain

1603.00.00 | Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.

16.04 Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.

1604.14.11 ----Tuna

1604.14.90 | - - - Lain-lain

17.01 Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.

1701.12.00 | - - Gula bit
- - Gula tebu yang dirinci pada Catatan subpos 2 pada Bab Buku Tarif

1701.13.00 | Kepabeanan Indonesia

1701.14.00 | - - Gula tebu lainnya

1701.91.00 | - - Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna
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1701.99.10 | - - - Gula dimurnikan

1701.99.10 | - - - Gula dimurnikan

1701.99.90 |- - - Lain-lain
Gula lainnya, termasuk laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa murni kimiawi,

17.02 dalam bentuk padat; sirop gula tidak mengandung tambahan bahan perasa atau
pewarna; madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak; karamel.

1702.11.00 | - - Mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai
laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering

1702.19.00 | - - Lain-lain

1702.20.00 | - Gula maple dan sirop maple

1702.30.10 | - - Glukosa

1702.30.20 | - - Sirop glukosa

1702.40.00 | - Glukosa dan sirop glukosa, dalam keadaan kering mengandung fruktosa
sekurang-kurangnya 20 % tetapi kurang dari S0 % menurut beratnya, tidak
termasuk gula invert

1702.50.00 | - Fruktosa murni kimiawi

1702.60.10 | - - Fruktosa

1702.60.20 | - - Sirop fruktosa

1702.90.11 | - - - Maltosa murni kimiawi

1702.90.19 | - - - Lain-lain

1702.90.20 | - - Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak

1702.90.30 | - - Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)

1702.90.40 | - - Karamel

1702.90.91 | - - - Sirup gula

1702.90.99 |- - - Lain-lain

17.03 Tetes hasil dari ekstraksi atau pemurnian gula.

1703.10.10 | - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan

1703.10.90 | - - Lain-lain

1703.90.10 | - - Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan

1703.90.90 | - - Lain-lain

1801.00.00 | Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng.

1802.00.00 | Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya.

18.03 Pasta kakao, dihilangkan lemaknya maupun tidak.

1803.10.00 | - Tidak dihilangkan lemaknya

1803.20.00 | - Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya

1804.00.00 | Mentega, lemak dan minyak kakao.

1805.00.00 | Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.

18.06 Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.

1806.20.90 | - - Lain-lain

19.01 Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau

ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40
% menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh
lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos

SK No 083884 A

04.01...




PRESIDEN
REPLUBLIK INDONESIA

-7 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2

04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao
kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang
dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.

1901.90.11 |- - - Makanan medis

1901.90.19 | - - - Lain-lain

1901.90.20 | - - Ekstrak malt

1901.90.31 | - - - Filled milk

1901.90.32 | - - - Lain-lain, mengandung bubuk kakao

1901.90.39 | - - - Lain-lain

1901.90.41 | - - - Dalam bentuk bubuk

1901.90.49 | - - - Dalam bentuk lain

1901.90.91 | - - - Makanan medis

1901.90.99 | - - - Lain-lain

1903.00.00 | Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls,
hasil ayakan atau bentuk semacam itu.
Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao

19.05 maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk
keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu.

1905.90.60 | - - Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi

20.02 Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.

2002.90.10 | - - Pasta tomat
Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak

20.09 mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis
lainnya maupun tidak.

2009.29.00 | - - Lain-lain
Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan

21.01 dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan
pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.

2101.11.10 |- - - Kopi instan

2101.11.90 | - - - Lain-lain

2101.12.10 | - - - Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan kopi gongseng ditumbuk,
mengandung lemak sayuran

2101.12.91 |- - - - Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung
tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak

2101.12.92 | - - - - Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan
gula, mengandung krimer maupun tidak

2101.12.99 | - - - - Lain-lain

21.02 Ragi (aktif atau tidak aktif); mikro-organisme bersel tunggal lainnya, mati (tetapi

' tidak termasuk vaksin dari pos 30.02); bubuk pengembang roti.

2102.10.00 | - Ragi aktif

2102.20.10 | - - Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan

2102.20.90 | - - Lain-lain

2102.30.00 | - Bubuk pengembang roti
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21.03 Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung
' mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.

2103.90.29 | - - - Lain-lain

21.06 Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

2106.10.00 | - Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi

2106.10.00 | - Konsentrat protein dan zat protein diteksturisasi

2106.90.98 | - - - Olahan pemberi rasa lainnya

2106.90.99 | - - - Lain-lain
Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih

22.07 menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun
kadarnya.

2207.10.00 | - Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih
menurut volumenya

2207.20.11 | - - - Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya

2207.20.19 | - - - Lain-lain

2207.20.90 | - - Lain-lain
Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya, dari ikan atau

23.01 krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya, tidak layak untuk dikonsumsi
manusia; greaves.

2301.10.00 | - Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves

2301.20.10 | - - Dari ikan, dengan kandungan protein kurang dari 60 % menurut beratnya

2301.20.20 | - - Dari ikan, dengan kandungan protein 60 % atau lebih menurut beratnya

2301.20.90 | - - Lain-lain
Sekam, dedak dan residu lainnya, berbentuk pelet maupun tidak, berasal dari

23.02 pengayakan, penggilingan atau pengerjaan lainnya dari serealia atau dari
tanaman polongan.

2302.10.00 | - Dari jagung

2302.30.10 | - - sekam dan pollard

2302.30.90 | - - Lain-lain

2302.40.10 | - - Dari beras

2302.40.90 | - - Lain-lain

2302.50.00 | - Dari tanaman polongan
Residu dari pembuatan pati dan residu semacam itu, pulp bit, ampas tebu dan

23.03 sisa lainnya dari pembuatan gula, endapan dan sisa pembuatan bir atau
penyulingan, berbentuk pelet maupun tidak.

2303.10.10 | - - Dari ubi kayu (cassava) atau sagu

2303.10.90 | - - Lain-lain

2303.20.00 | - Pulp bit, ampas tebu dan sisa lainnya dari pembuatan gula

2303.30.00 | - Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan

23.04 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet,

hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai.
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2304.00.10 | - Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk konsumsi manusia

2304.00.90 | - Lain-lain

2305.00.00 | Bungkil dan residu padat lainnya, dihancurkan maupun tidak atau berbentuk
pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang tanah.

23.06 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet,

’ hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati selain dari pos 23.04 atau 23.05.

2306.10.00 | - Dari biji kapas

2306.20.00 | - Dari biji rami

2306.30.00 | - Dari biji bunga matahari

2306.41.10 | - - - Dari biji lobak yang mengandung asam erusat rendah

2306.41.20 | - - - Dari biji colza yang mengandung asam erusat rendah

2306.49.10 | - - - Dari biji lobak lainnya

2306.49.20 | - - - Dari biji colza lainnya

2306.50.00 | - Dari kelapa atau kopra

2306.60.10 | - - Ditumbuk atau dalam bentuk pelet

2306.60.90 | - - Lain-lain

2306.90.10 | - - Dari jagung

2306.90.90 | - - Lain-lain

2307.00.00 | Endapan minuman fermentasi; kerak minuman fermentasi.

2308.00.00 | Bahan nabati dan sisa nabati, residu nabati dan hasil sampingannya, dalam
bentuk pelet maupun tidak, dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan,
tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

24.01 Tembakau belum dipabrikasi; sisa tembakau.

2401.10.10 | - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas

2401.10.20 | - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas

2401.10.40 | - - Jenis Burley

2401.10.50 | - - Lain-lain, diolah dengan udara panas

2401.10.90 | - - Lain-lain

2401.20.10 | - - Jenis Virginia, diolah dengan udara panas

2401.20.20 | - - Jenis Virginia, selain yang diolah dengan udara panas

2401.20.30 | - - Jenis oriental

2401.20.40 | - - Jenis Burley

2401.20.50 | - - Lain-lain, diolah dengan udara panas

2401.20.90 | - - Lain-lain

2401.30.10 | - - Batang tembakau

2401.30.90 | - - Lain-lain

24.03 Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau

' "dihomogenisasi” atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.

2403.19.20 | - - - Tembakau dipabrikasi lainnya untuk pembuatan sigaret

2403.99.10 | - - - Ekstrak dan esens tembakau

2403.99.30 | - - - Pengganti tembakau dipabrikasi
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2403.99.40 | - - - Bubuk tembakau hirup, kering maupun tidak
Garam (termasuk garam meja dan garam didenaturasi) dan natrium khlorida

25.01 murni, dalam larutan air atau mengandung tambahan bahan anti-caking atau
free-flowing maupun tidak; air laut.

2501.00.10 | - Garam meja

2501.00.20 | - Garam batu tidak diproses

2501.00.50 | - Air laut

2501.00.91 | - - Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60 % tetapi kurang dari 97 %,
dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium

2501.00.92 | - - Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97 % atau lebih tetapi kurang
dari 99,9 %, dihitung dari basis kering

2501.00.99 | - - Lain-lain

2502.00.00 | Pirit besi tidak digongseng.

2503.00.00 | Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan
belerang koloidal.

25.04 Grafit alam.

2504.10.00 | - Dalam bentuk bubuk atau serpih

2504.90.00 | - Lain-lain

05 05 Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung

) logam dari Bab 26 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

2505.10.00 | - Pasir silika dan pasir kuarsa

2505.90.00 | - Lain-lain
Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata

25.06 dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau
lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).

2506.10.00 | - Kuarsa

2506.20.00 | - Kuarsit

2507.00.00 | Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak.
Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite

25.08 dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah
dinas.

2508.10.00 | - Bentonit

2508.30.00 | - Tanah liat tahan api

2508.40.10 | - - Fuller's earth

2508.40.90 | - - Lain-lain

2508.50.00 | - Andalusite, kyanite dan sillimanite

2508.60.00 | - Mullite

2508.70.00 | - Tanah chamotte atau tanah dinas

2509.00.00 | Kapur.

25.10 Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat.

2510.10.10 | - - Apatite

2510.10.90 | - - Lain-lain

2510.20.10 | - - Apatite

2510.20.90. ..
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2510.20.90 | - - Lain-lain
2511 Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun
) tidak, selain barium oksida dari pos 28.16.
2511.10.00 | - Barium sulfat alam (barit)
2511.20.00 | - Barium karbonat alam (witherite)
2512.00.00 | Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam
itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis
sebesar 1 atau kurang.
0513 Batu apung; amril; korundum alam, garnet alam dan ampelas alam lainnya,

' diolah dengan cara dipanaskan maupun tidak.
2513.10.00 | - Batu apung
2513.20.00 | - Amril, korundum alam, garnet alam dan abrasive alam lainnya
2514.00.00 | Batu sabak, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak,
digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk
empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).
Marmer, travertine, ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau
bangunan dengan berat jenis sebesar 2,5 atau lebih, dan alabaster, dikerjakan
25.15 secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan
cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang
(termasuk bujur sangkar).

2515.11.00 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar

2515.12.10 |- - - Balok

2515.12.20 | - - - Lembaran tebal

2515.20.00 | - Ecaussine dan batu berkapur lainnya untuk monumen atau bangunan; alabaster

Granit, porphyry, basal, batu pasir dan batu lainnya untuk membuat monumen
atau bangunan, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun

25.16 tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal
berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar).

2516.11.00 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar

2516.12.10 | - - - Balok

2516.12.20 | - - - Lembaran tebal

2516.20.10 | - - Tidak dikerjakan atau dikerjakan secara kasar

2516.20.20 | - - Semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau
lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar)

2516.90.00 | - Batu monumen atau bangunan lainnya
Batu kecil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk

25.17 campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau

pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak;
makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri semacam itu,
bercampur dengan bahan tersebut dalam bagian pertama pos ini maupun tidak;

makadam . . .

SK No 083879 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2
makadam ter; butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16,
diolah dengan dipanaskan maupun tidak.

2517.10.00 | - Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk
campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau
pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak

2517.20.00 |- Makadam dari terak, sampah atau sisa buangan industri sejenis, bercampur
dengan bahan tersebut dalam subpos 2517.10 maupun tidak

2517.30.00 |- Makadam ter

2517.41.00 | - - Dari marmer

2517.49.00 | - - Lain-lain
Dolomit, dikalsinasi atau disinter maupun tidak, termasuk dolomit yang

05.18 dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong, digergaji atau dengan cara

) lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang
(termasuk bujur sangkar); campuran adukan dolomit.

2518.10.00 | - Dolomit, tidak dikalsinasi atau disinter

2518.20.00 | - Dolomit yang dikalsinasi atau disinter

2518.30.00 |- Campuran adukan dolomit
Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter,

25.19 mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun
tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak.

2519.10.00 |- Magnesium karbonat alam (magnesit)

2519.90.10 |- - Magnesia leburan, magnesia sinter

2519.90.90 | - - Lain-lain

95.20 Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai

’ maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder.

2520.10.00 | - Gips; anhidrit

2520.20.10 | - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam kedokteran gigi

2520.20.90 | - - Lain-lain
Fluks batu kapur; batu kapur dan batu mengandung kapur lainnya, dari jenis

2521.00.00 | yang digunakan untuk pembuatan kapur atau semen.

5.9 Kapur tohor, kapur kembang dan kapur hidrolis, selain kalsium oksida dan

) hidroksida dari pos 28.25.

2522.10.00 | - Kapur tohor

2522.20.00 | - Kapur kembang

2522.30.00 | - Kapur hidrolis

05.23 Semen portland, semen alumina, semen terak, semen super sulfat dan semen

’ hidrolis semacam itu, berwarna maupun tidak atau dalam bentuk clinker.

2523.10.10 | - - Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih

2523.10.90 | - - Lain-lain

2523.21.00 | - - Semen putih, diberi warna secara artifisial maupun tidak

2523.29.10 | - - - Semen diwarnai

2523.29.90 | - - - Lain-lain

2523.30.00 | - Semen alumina
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2523.90.00 | - Semen hidrolik lainnya

25.24 Asbes.

2524.10.00 | - Crocidolite

2524.90.00 | - Lain-lain

25.25 Mika, termasuk belahannya; sisa mika.

2525.10.00 | - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan

2525.20.00 | - Bubuk mika

2525.30.00 | - Sisa mika
Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak,

25.26 digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk
empat persegi panjang (termasuk bujur sangkarj; talek.

2526.10.00 | - Bukan hancuran, bukan bubuk

2526.20.00 | - Kapur kembang

2526.20.10 | - - Bubuk talek

2526.20.90 | - - Lain-lain

2528.00.00 | Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk
borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung
H3BO3 tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering.

25.29 Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar.

2529.10.10 | - - Kalium felspar; natrium felspar

2529.10.90 | - - Lain-lain

2529.21.00 | - - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya

2529.22.00 | - - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya

2529.30.00 | - Leucite; nepheline dan nepheline syenite

25.30 Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

2530.10.00 | - Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan

2530.20.10 | - - Kiserit

2530.20.20 | - - Epsomit (magnesium sulfat alam)

2530.90.10 | - - Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai
opasitas

2530.90.90 | - - Lain-lain

26.01 Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng.

2601.11.10 | - - - Hematit dan konsentratnya

2601.11.90 |- - - Lain-lain

2601.12.10 | - - - Hematit dan konsentratnya

2601.12.90 |- - - Lain-lain

2601.20.00 | - Pirit besi panggang

2602.00.00 | Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan
konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat
kering.

2603.00.00 | Bijih tembaga dan konsentratnya.

2604.00.00 | Bijih nikel dan konsentratnya.

2605.00.00 | Bijih kobalt dan konsentratnyva.
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2606.00.00 | Bijih aluminium dan konsentratnya.

2607.00.00 | Bijih timbal dan konsentratnya.

2608.00.00 | Bijih seng dan konsentratnya.

2609.00.00 | Bijih timah dan konsentratnya.

2610.00.00 | Bijih kromium dan konsentratnya.

2611.00.00 | Bijih tungsten dan konsentratnya.

26.12 Bijih uranium atau torium dan konsentratnya.

2612.10.00 | - Bijih uranium dan konsentratnya

2612.20.00 | - Bijih torium dan konsentratnya

26.13 Bijih molibdenum dan konsentratnya.

2613.10.00 | - Digongseng

2613.90.00 | - Lain-lain

26.14 Bijih titanium dan konsentratnya.

2614.00.10 | - Bijih ilmenit dan konsentratnya

2614.00.90 | - Lain-lain

26.15 Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya.

2615.10.00 | - Bijih zirconium dan konsentratnya

2615.90.00 | - Lain-lain

26.16 Bijih logam mulia dan konsentratnya.

2616.10.00 | - Bijih perak dan konsentratnya

2616.90.00 | - Lain-lain

26.17 Bijih lainnya dan konsentratnya.

2617.10.00 | - Bijih antimoni dan konsentratnya

2617.90.00 | - Lain-lain

2618.00.00 | Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja.
Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari

2619.00.00 | pembuatan besi atau baja.

26.20 Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung

’ arsenik, logam atau senyawanya.

2620.11.00 | - - Hard zinc spelter

2620.19.00 | - - Lain-lain
- - Endapan bensin bertimbal dan endapan senyawa anti ketukan mengandung

2620.21.00 | timbal

2620.29.00 | - - Lain-lain

2620.30.00 | - Dengan kandungan utama tembaga

2620.40.00 | - Dengan kandungan utama alumunium

2620.60.00 |- Mengandung arsenik, merkuri, talium, atau campurannya, dari jenis yang
digunakan untuk ekstrasi arsenik atau logamnya atau untuk pembuatan
senyawa kimianya

2620.91.00 | - - Mengandung antimoni, berilium, kadmium, kromium atau campurannya

2620.99.10. ..
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2620.99.10 | - - - Terak dan timah keras

2620.99.90 | - - - Lain-lain

26.91 Terak logam dan abu lainnya, termasuk abu rumput laut (kelp); abu dan residu

' dari pembakaran limbah rumah tangga.

2621.10.00 | - Abu dan residu dari pembakaran limbah rumah tangga

2621.90.00 | - Lain-lain

27.01 Eatu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu

ara.

2701.11.00 | - - Antrasit

2701.12.10 | - - - Batu bara bahan bakar

2701.12.90 | - - - Lain-lain

2701.19.00 | - - Batu bara lainnya

2701.20.00 | - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara

27.02 Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.

2702.10.00 | - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi

2702.20.00 | - Lignit diaglomerasi

27.03 Tanah gemuk (termasuk sampah tanah gemuk), diaglomerasi maupun tidak.

2703.00.10 | - Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak
diaglomerasi

2703.00.20 | - Tanah gemuk diaglomerasi
Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk,

27.04 . . .
diaglomerasi maupun tidak; retort carbon.

2704.00.10 | - Kokas dan semi kokas dari batu bara

2704.00.20 | - Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk

2704.00.30 | - Retort carbon

2705.00.00 | Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak
bumi dan gas hidrokarbon lainnya.

2706.00.00 | Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral
lainnya, didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang
dibentuk kembali.

Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi;

27.07 produk semacam itu yang berat unsur aromatiknya melebihi unsur non
aromatik.

2707.10.00 | - Benzol (benzenaj

2707.20.00 | - Toluol (toluena)

2707.30.00 | - Xilol (xilena)

2707.40.00 | - Naftalena

2707.50.00 |- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65 % volume atau lebih (termasuk
yang hilang) disuling pada suhu 250 °C dengan metode ISO 3405 (setara dengan
metode ASTM D 86)

2707.91.00 | - - Minyak kreosol

2707.99.10 | - - - Carbon black feedstock

2707.99.90 | - - - Lain-lain
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27.08 Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.

2708.10.00 | - Pek

2708.20.00 | - Pek kokas

27 09 Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen,

) mentah.

2709.00.10 | - Minyak petroleum mentah

2709.00.20 | - Kondensat

2709.00.90 | - Lain-lain
Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen,
selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun,

27.10 mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral
mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan
unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.

2710.12.40 | - - - Tetrapropilena

2710.12.50 | - - - White spirit
- - - Pelarut aromatik rendah mengandung aromatik kurang dari 1 % menurut

2710.12.60 | beratnya

2710.12.70 | - - - Bahan bakar pelarut lainnya
- - - Nafta, reformate atau olahan lain dari jenis yang dipakai untuk pencampuran

2710.12.80 | menjadi bahan bakar motor

2710.12.91 |- - - - Alfa olefin

2710.12.92 | - - - - Lain-lain, bahan bakar pelumas, memiliki titik nyala kurang dari 23 °C

2710.12.99 | - - - - Lain-lain

2710.19.20 | - - - Topped crude

2710.19.30 | - - - Carbon black feedstock

2710.19.41 | - - - - Minyak pelumas feedstock

2710.19.42 | - - - - Minyak pelumas untuk mesin kendaraan udara

2710.19.43 | - - - - Minyak pelumas lainnya

2710.19.44 | - - - - Gemuk pelumas

2710.19.50 | - - - Cairan rem hidrolik

2710.19.60 | - - - Minyak untuk transformator dan pemutus sirkuit

2710.19.89 | - - - Minyak medium lainnya dan olahannya

2710.19.90 | - - - Lain-lain

2710.20.00 | - Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung

bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos
manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari
mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya, minyak ini

merupakan . . .
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merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, mengandung biodiesel, selain
minyak sisa
2710.91.00 | - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau
polibrominasi bifenil (PBB)
2710.99.00 |- - Lain-lain
27.11 Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.
2711.11.00 | - - Gas alam
2711.12.00 |- - Propana
2711.13.00 |- - Butana
2711.14.10 |- - - Etilena
2711.14.90 |- - - Lain-lain
2711.19.00 | - - Lain-lain
2711.21.10 | - - - Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor
2711.21.90 |- - - Lain-lain
2711.29.00 | - - Lain-lain
Jeli petroleum; malam parafin, malam petroleum mikrokristalin, slack wax,
27 12 ozokerit, malam lignit, malam tanah gemuk, malam mineral lainnya, dan produk
) semacam itu yang diperoleh melalui sintesa atau proses lainnya, diwarnai
maupun tidak.
2712.10.00 | - Jeli petroleum
2712.20.00 | - Malam parafin mengandung minyak kurang dari 0,75 % menurut beratnya
2712.90.10 |- - Malam parafin
2712.90.90 | - - Lain-lain
2713 Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum
) atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
2713.11.00 | - - Tidak dikalsinasi
2713.12.00 | - - Dikalsinasi
2713.20.00 | - Bitumen petroleum
2713.90.00 | - Residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari
mineral mengandung bitumen
7 14 Bitumen dan aspal, alam; shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter;
' asphaltite dan batu karang mengandung aspal.
2714.10.00 | - Shale mengandung bitumen atau minyak dan pasir ter
2714.90.00 | - Lain-lain
Campuran mengandung bitumen berasal dari aspal alam, dari bitumen alam,
27.15 dari bitumen petroleum, dari ter mineral atau dari pek ter mineral (misalnya,
mastik mengandung bitumen, cut-back).
2715.00.10 | - Pelapis ter poliuretan
2715.00.90 | - Lain-lain
2716.00.00 | Tenaga listrik.
28.01 Fluorin, klorin, bromin dan iodin.
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2801.10.00 | - Klorin
2801.20.00 | - Iodin
2801.30.00 | - Fluorin; bromin
2802.00.00 | Belerang, hasil sublimasi atau endapan; belerang koloidal.
28.03 Karbon (carbon black dan bentuk lain dari karbon tidak dirinci atau termasuk
) dalam pos lainnya).
2803.00.20 | - Acetylene black
2803.00.41 | - - Dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet
2803.00.49 | - - Lain-lain
2803.00.90 | - Lain-lain
28.04 Hidrogen, gas mulia dan non logam lainnya.
2804.10.00 | - Hidrogen
2804.21.00 |- - Argon
2804.29.00 | - - Lain-lain
2804.30.00 | - Nitrogen
2804.40.00 | - Oksigen
2804.50.00 | - Boron; telurium
2804.61.00 | - - Mengandung silikon tidak kurang dari 99,99 % menurut beratnya
2804.69.00 | - - Lain-lain
2804.70.00 | - Fosfor
2804.80.00 | - Arsenik
2804.90.00 | - Selenium
28.05 Logam alkali atau logam alkali tanah; logam tanah jarang, skandium dan itrium,
' dicampur atau dipadu maupun tidak; merkuri.
2805.11.00 | - - Natrium
2805.12.00 | - - Kalsium
2805.19.00 | - - Lain-lain
2805.30.00 | - Logam tanah jarang, skandium dan itrium dicampur atau dipadu maupun
tidak
2805.40.00 | - Merkuri
28.06 Hidrogen klorida (asam klorida); asam klorosulfat.
2806.10.00 | - Hidrogen klorida (asam hidroklorida)
2806.20.00 | - Asam klorosulfat
2807.00.00 | Asam sulfat; oleum.
2808.00.00 | Asam nitrat; asam sulfonitrat.
98.09 Difosfor pentaoksida; asam fosfat; asam polifosfat, mempunyai rumus kimia
' tertentu maupun tidak.
2809.10.00 | - Difosfor pentaoksida
2809.20.31 | - - - Asam hipofosfat
2809.20.32 | - - - Asam fosfat
2809.20.39 | - - - Lain-lain

2809.20.91 . ..
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2809.20.91 | - - - Asam hipofosfat
2809.20.92 | - - - Asam fosfat
2809.20.99 | - - - Lain-lain
2810.00.00 | Oksida boron; asam borat.
28 11 Asam anorganik lainnya dan senyawa oksigen anorganik dari bukan logam
’ lainnya.
2811.11.00 | - - Hidrogen fluorida (asam hidrofluorat)
2811.12.00 | - - Hidrogen sianida (asam hidrosianat)
2811.19.10 | - - - Asam arsenik
2811.19.20 | - - - Asam aminosulfonik (Asam sulfamat)
2811.19.90 | - - - Lain-lain
2811.21.00 | - - Karbon dioksida
2811.22.10 | - - - Dalam bentuk bubuk
2811.22.90 | - - - Lain-lain
2811.29.10 | - - - Diarsenik pentaoksida
2811.29.20 | - - - Sulfur dioksida
2811.29.90 | - - - Lain-lain
28.12 Halida dan halida oksida dari bukan logam.
2812.11.00 | - - Karbonil diklorida (fosgen)
2812.12.00 | - - Fosfor oksiklorida
2812.13.00 | - - Fosfor triklorida
2812.14.00 | - - Fosfor pentaklorida
2812.15.00 | - - Sulfur monoklorida
2812.16.00 | - - Sulfur diklorida
2812.17.00 | - - Tionil klorida
2812.19.00 | - - Lain-lain
2812.90.00 | - Lain-lain
28.13 Sulfida dari bukan logam; fosfor trisulfida komersial.
2813.10.00 | - Karbon disulfida
2813.90.00 | - Lain-lain
28.14 Amonia, anhidrat atau dalam larutan air.
2814.10.00 |- Amonia anhidrat
2814.20.00 | - Amonia dalam larutan air
28 15 Natrium hidroksida (soda api); kalium hidroksida (potas api); peroksida dari
) natrium atau kalium.
2815.11.00 | - - Padat
2815.12.00 | - - Dalam larutan air (soda alkali atau soda cair)
2815.20.00 | - Kalium hidroksida (potas api)
2815.30.00 | - Peroksida dari natrium atau kalium
28.16 Hidroksida dan peroksida dari magnesium; oksida, hidroksida dan peroksida,
) dari strontium atau barium.
2816.10.00 | - Hidroksida dan peroksida dari magnesium
2816.40.00 | - Oksida, hidroksida dan peroksida, dari strontium atau barium
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28.17 Seng oksida; seng peroksida.
2817.00.10 | - Seng oksida
2817.00.20 | - Seng peroksida
Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; aluminium
28.18 . .. . .
oksida; aluminium hidroksida.
2818.10.00 | - Korundum artifisial, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak
2818.20.00 | - Aluminium oksida, selain korundum artifisial
2818.30.00 | - Aluminium hidroksida
28.19 Kromium oksida dan kromium hidroksida.
2819.10.00 | - Kromium trioksida
2819.90.00 | - Lain-lain
28.20 Mangan oksida.
2820.10.00 | - Mangan dioksida
2820.90.00 | - Lain-lain
98.91 Besi oksida dan besi hidroksida; tanah warna mengandung senyawa besi yang
’ dievaluasi sebagai Fe203 sebanyak 70 % atau lebih menurut beratnya.
2821.10.00 | - Besi oksida dan besi hidroksida
2821.20.00 | - Tanah warna
2822.00.00 | Kobalt oksida dan kobalt hidroksida; kobalt oksida komersial.
2823.00.00 | Titanium oksida.
28.24 Timbal oksida; timbal merah dan timbal oranye.
2824.10.00 | - Timbal monoksida (litharge, massicot)
2824.90.00 | - Lain-lain
08.25 Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya; basa anorganik lainnya;
) logam oksida lainnya, logam hidroksida dan logam peroksida lainnya.
2825.10.00 | - Hidrazin dan hidroksilamin serta garam anorganiknya
2825.20.00 | - Litium oksida dan litium hidroksida
2825.30.00 | - Vanadium oksida dan vanadium hidroksida
2825.40.00 | - Nikel oksida dan nikel hidroksida
2825.50.00 | - Tembaga oksida dan tembaga hidroksida
2825.60.00 | - Germanium oksida dan zirconium dioksida
2825.70.00 | - Molibdenum oksida dan molibdenum hidroksida
2825.80.00 | - Antimoni oksida
2825.90.00 | - Lain-lain
28.26 Fluorida; fluorosilikat, fluoroaluminat dan garam fluorin kompleks lainnya.
2826.12.00 | - - Dari aluminium
2826.19.00 | - - Lain-lain
2826.30.00 | - Natrium heksafluoroaluminat (kriolit sintetik)
2826.90.00 | - Lain-lain
Klorida, klorida oksida dan klorida hidroksida; bromida dan bromida oksida;
28.27 N . )
iodida dan iodida oksida.
2827.10.00 | - Amonium klorida
2827.20.10 | - - Mengandung 73 % - 80 % menurut beratnya

2827.20.90 . ..
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2827.20.90 | - - Lain-lain
2827.31.00 | - - Dari magnesium
2827.32.00 | - - Dari aluminium
2827.35.00 | - - Dari nikel
2827.39.10 | - - - Dari barium atau dari kobalt
2827.39.20 | - - - Dari besi
2827.39.30 | - - - Dari seng
2827.39.90 | - - - Lain-lain
2827.41.00 | - - Dari tembaga
2827.49.00 | - - Lain-lain
2827.51.00 | - - Bromida dari natrium atau dari kalium
2827.59.00 | - - Lain-lain
2827.60.00 | - lodida dan iodida oksida
28.28 Hipoklorit; kalsium hipoklorit komersial; klorit; hipobromit.
2828.10.00 | - Kalsium hipoklorit komersial dan kalsium hipoklorit lainnya
2828.90.10 | - - Natrium hipoklorit
2828.90.90 | - - Lain-lain
28.29 Klorat dan perklorat; bromat dan perbromat; iodat dan periodat.
2829.11.00 | - - Dari natrium
2829.19.00 | - - Lain-lain
2829.90.10 | - - Natrium perklorat
2829.90.90 | - - Lain-lain
28.30 Sulfida; polisulfida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2830.10.00 | - Natrium sulfida
2830.90.10 | - - Kadmium sulfida atau seng sulfida
2830.90.90 | - - Lain-lain
28.31 Ditionit dan sulfoksilat.
2831.10.00 | - Dari natrium
2831.90.00 | - Lain-lain
28.32 Sulfit; tiosulfat.
2832.10.00 | - Natrium sulfit
2832.20.00 | - Sulfit lainnya
2832.30.00 | - Tiosulfat
28.33 Sulfat; alum; peroksosulfat (persulfat).
2833.11.00 | - - Dinatrium sulfat
2833.19.00 | - - Lain-lain
2833.21.00 | - - Dari magnesium
2833.22.10 | - - - Grade komersial
2833.22.90 | - - - Lain-lain
2833.24.00 | - - Dari nikel
2833.25.00 | - - Dari tembaga
2833.27.00 | - - Dari barium
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2833.29.20 | - - - Sulfat timbal tribasa
2833.29.30 | - - - Dari kromium
2833.29.90 | - - - Lain-lain
2833.30.00 | - Alum
2833.40.00 | - Peroksosulfat (persulfat)
28.34 Nitrit; nitrat.
2834.10.00 | - Nitrit
2834.21.00 | - - Dari kalium
2834.29.10 | - - - Dari bismut
2834.29.90 | - - - Lain-lain
08.35 Fosfinat (hipofosfit), fosfonat (fosfit) dan fosfat; polifosfat, mempunyai rumus
) kimia tertentu maupun tidak.
2835.10.00 | - Fosfinat (hipofosfit) dan fosfonat (fosfit)
2835.22.00 | - - Dari mono- atau dinatrium
2835.24.00 | - - Dari kalium
2835.25.10 | - - - Feed grade
2835.25.90 | - - - Lain-lain
2835.26.00 | - - Fosfat lainnya dari kalsium
2835.29.10 | - - - Dari trinatrium
2835.29.90 | - - - Lain-lain
2835.31.00 | - - Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)
2835.39.10 | - - - Tetranatrium pirofosfat
2835.39.90 | - - - Lain-lain
28.36 Karbonat; peroksokarbonat (perkarbonat); amonium karbonat komersial
) mengandung amonium karbamat.
2836.20.00 | - Dinatrium karbonat
2836.30.00 | - Natrium hidrogenkarbonat (natrium bikarbonat)
2836.40.00 | - Kalium karbonat
2836.50.10 | - - Food grade atau pharmaceutical grade
2836.50.90 | - - Lain-lain
2836.60.00 | - Barium karbonat
2836.91.00 | - - Litium karbonat
2836.92.00 | - - Strontium karbonat
2836.99.10 | - - - Amonium karbonat komersial
2836.99.20 | - - - Karbonat timbal
2836.99.90 | - - - Lain-lain
28.37 Sianida, sianida oksida dan sianida kompleks.
2837.11.00 | - - Dari natrium
2837.19.00 | - - Lain-lain
2837.20.00 | - Sianida kompleks
28.39 Silikat; logam alkali silikat komersial.
2839.11.00 | - - Natrium metasilikat
2839.19.10 | - - - Natrium silikat
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2839.19.90 |- - - Lain-lain

2839.90.00 | - Lain-lain

28.40 Borat; peroksoborat (perborat).

2840.11.00 | - - Anhidrat

2840.19.00 [ - - Lain-lain

2840.20.00 | - Borat lainnya

2840.30.00 | - Peroksoborat (perborat)

28.41 Garam dari asam oksometalik atau asam peroksometalik.
2841.30.00 | - Natrium dikromat

2841.50.00 | - Kromat dan dikromat lainnya; peroksokromat
2841.61.00 | - - Kalium permanganat

2841.69.00 | - - Lain-lain
2841.70.00 | - Molibdat
2841.80.00 | - Tungstat (wolframat)
2841.90.00 | - Lain-lain
Garam lainnya dari asam anorganik atau asam perokso (termasuk alumino silikat
28.42 . - . . .
yang mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), selain azida.
- Silikat ganda atau kompleks, termasuk aluminosilikat yang mempunyai rumus
2842.10.00 | kimia tertentu maupun tidak

2842.90.10 | - - Natrium arsenit

2842.90.20 | - - Garam tembaga atau garam kromium
2842.90.30 | - - Fulminat, sianat dan tiosianat lainnya
2842.90.90 | - - Lain-lain

Logam mulia koloidal; senyawa organik atau anorganik dari logam mulia,

28.43 . e . ) .
mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak; amalgam dari logam mulia.

2843.10.00 | - Logam mulia koloidal

2843.21.00 | - - Perak nitrat

2843.29.00 | - - Lain-lain

2843.30.00 | - Senyawa emas

2843.90.00 | - Senyawa lainnya; amalgam

Unsur kimia radioaktif dan isotop radioaktif (termasuk unsur kimia fisil atau

28.44 fertil dan isotop fisil atau fertil) dan senyawanya; campuran dan residu
mengandung produk ini.

2844.10.10 | - - Uranium alam dan senyawanya

2844.10.90 | - - Lain-lain

- - Uranium diperkaya dengan U 235 dan senyawanya; plutonium dan
2844.20.10 | senyawanya

2844.20.90 | - - Lain-lain

2844.30.10 | - - Uranium dipisahkan dari U 235 dan senyawanya; torium dan senyawanya
2844.30.90 | - - Lain-lain

2844.40.10 | - - Unsur dan isotop serta senyawa radioaktif; residu radioaktif

2844.40.90 . ..
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2844.40.90 | - - Lain-lain
2844.50.00 | - Unsur bahan bakar dari reaktor nuklir (cartridges) bekas pakai (telah disinari)
08 45 Isotop selain pos 28.44; senyawa, anorganik atau organik, dari isotop seperti itu,
’ mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2845.10.00 | - Heavy water (deuterium oksida)
2845.90.00 | - Lain-lain
08.46 Senyawa, anorganik atau organik, dari logam tanah jarang, dari itrium atau dari
' skandium atau dari campuran logam ini.
2846.10.00 | - Senyawa serium
2846.90.00 | - Lain-lain
28.47 Hidrogen peroksida, dipadatkan dengan urea maupun tidak.
2847.00.10 | - Dalam bentuk cair
2847.00.90 | - Lain-lain
28.49 Karbida, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2849.10.00 | - Dari kalsium
2849.20.00 | - Dari silikon
2849.90.00 | - Lain-lain
2850.00.00 | Hidrida, nitrida, azida, silisida dan borida, mempunyai rumus kimia tertentu
maupun tidak, selain senyawa yang juga merupakan karbida sebagaimana
dimaksud dari pos 28.49.
08.52 Senyawa anorganik atau organik dari merkuri, memiliki rumus kimia tertentu
' maupun tidak, tidak termasuk amalgam.
2852.10.10 | - - Merkuri sulfat
2852.10.20 | - - Senyawa merkuri dari jenis yang digunakan sebagai luminofor
2852.10.90 | - - Lain-lain
2852.90.10 | - - Merkuri tannat
- - Merkuri sulfida; merkuri polisulfida; merkuri polifosfat; merkuri karbida;
senyawa merkuri heterosiklik dari subpos 2934.90.90; turunan merkuri pepton;
2852.90.20 | turunan protein lainnya dari merkuri
2852.90.90 | - - Lain-lain
Fosfida, memiliki rumus kimia sendiri maupun tidak, tidak termasuk ferofosfor;
08.53 senyawa anorganik lainnya (termasuk air sulingan atau air konduktivitas dan air
) dengan kemurnian semacam itu); udara cair (telah dihilangkan gas mulianya
maupun tidak); udara tekan; amalgam, selain amalgam dari logam mulia.
2853.10.00 | - Sianogen klorida (klorsian)
2853.90.10 | - - Air demineral
2853.90.90 | - - Lain-lain
29.01 Hidrokarbon asiklik.
2901.10.00 | - Jenuh
2901.21.00 | - - Etilena
2901.22.00 | - - Propena (propilena)
2901.23.00 | - - Butena (butilena) dan isomernya
2901.24.00 | - - Buta-1,3-diena dan isoprena

2901.29.10. ..
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2901.29.10 | - - - Asetilena

2901.29.20 | - - - Heksena dan isomernya

2901.29.90 | - - - Lain-lain

29.02 Hidrokarbon siklik.

2902.11.00 | - - Sikloheksana

2902.19.00 | - - Lain-lain

2902.20.00 | - Benzena

2902.30.00 | - Toluena

2902.41.00 | - - o-Silena

2902.42.00 |- - m-Silena

2902.43.00 | - - p-Silena

2902.44.00 | - - Campuran isomer silena

2902.50.00 | - Stirena

2902.60.00 | - Etilbenzena

2902.70.00 | - Kumena

2902.90.10 | - - Dodesilbenzena

2902.90.20 | - - Alkilbenzena lainnya

2902.90.90 | - - Lain-lain

29.03 Turunan halogenasi dari hidrokarbon.

2903.11.10 | - - - Klorometana (metil klorida)

2903.11.90 | - - - Lain-lain

2903.12.00 | - - Diklorometana (metilena klorida)

2903.13.00 | - - Kloroform (triklorometana)

2903.14.00 | - - Karbon tetraklorida

2903.15.00 | - - Etilena diklorida (ISO) (1,2-Dikloroetana)

2903.19.10 | - - - 1,2, - Dikloropropana (propilen diklorida) dan diklorobutana

2903.19.20 |- - - 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform)

2903.19.90 | - - - Lain-lain

2903.21.00 | - - Vinil klorida (kloroetilena)

2903.22.00 | - - Trikloroetilena

2903.23.00 | - - Tetrakloroetilena (perkloroetilena)

2903.29.00 | - - Lain-lain

2903.31.00 | - - Etilena dibromida (ISO) (1,2-dibromoetana)

2903.39.10 | - - - Bromometana (metil bromida)

2903.39.90 | - - - Lain-lain

2903.71.00 | - - Klorodifluorometana

2903.72.00 | - - Diklorotrifluoroetana

2903.73.00 | - - Diklorofluoroetana

2903.74.00 | - - Klorodifluoroetana

2903.75.00 | - - Dikloropentafluoropropana

2903.76.00 | - - Bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana dan
dibromotetrafluoroetana

2903.77.00 | - - Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin
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2903.78.00 | - - Turunan perhalogenasi lainnya

2903.79.00 | - - Lain-lain

2903.81.00 | - - 1,2,3,4,5,6-Heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN)

2903.82.00 | - - Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO)

2903.83.00 | - - Mirex (ISO)

2903.89.00 | - - Lain-lain

2003.91.00 | - - Klorobenzena, o-diklorobenzena dan p-diklorobenzena

2903.92.00 | - - Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-
bis(p-chlorophenyl) ethane)

2903.93.00 | - - Pentaklorobenzena (ISO)

2903.94.00 | - - Heksabromobifenil

2903.99.00 | - - Lain-lain
Turunan sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari hidrokarbon, dihalogenasi maupun

29.04 tidak

2904.10.00 | - Turunan hanya mengandung kelompok sulfo, garam dan etil esternya

2904.20.10 | - - Trinitrotoluena

2904.20.90 | - - Lain-lain

2904.31.00 | - - Asam sulfonik perfluorooktana

2904.32.00 | - - Ammonium perfluorooktana sulfonat

2904.33.00 | - - Litium perfluorooktana sulfonat

2904.34.00 | - - Kalium perfluorooktana sulfonat

2904.35.00 | - - Garam lain dari asam perfluorooktana sulfonik

2904.36.00 | - - Perfluorooktana sulfonil fluorida

2904.91.00 | - - Trikloronitrometana (kloropikrin)

2904.99.00 | - - Lain-lain

29.05 Alkohol asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.

2905.11.00 | - - Metanol (metil alkohol)

2905.12.00 | - - Propan-1-ol (propil alkohol) dan propan-2-ol (isopropil alkohol)

2905.13.00 | - - Butan-1-ol (n-butil alkohol)

2905.14.00 | - - Butanol lainnya

2905.16.00 | - - Oktanol (oktil alkohol) dan isomernya

2005.17.00 | - - Dodekan-1-ol (lauril alkohol), heksadekan- 1-ol (setil alkohol) dan oktadekan-
1-ol (stearil alkohol)

2905.19.00 | - - Lain-lain

2905.22.00 | - - Terpena asiklik alkohol

2905.29.00 | - - Lain-lain

2905.31.00 | - - Etilena glikol (etanadiol)

2905.32.00 | - - Propilena glikol (propana-1, 2- diol)

2905.39.00 | - - Lain-lain

2905.41.00 | - - 2-Etil-2-(hidroksimetil)propana-1, 3-diol (trimetilolpropana)

2905.42.00 | - - Pentaeritritol

2905.43.00 | - - Mannitol

2905.44.00 | - - D-glusitol (sorbitol)

2905.45.00 . ..
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2905.45.00 | - - Gliserol

2905.49.00 | - - Lain-lain

2905.51.00 | - - Etklorvinol (INN)

2905.59.00 | - - Lain-lain

29.06 Alkohol siklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.

2906.11.00 | - - Mentol

2906.12.00 | - - Sikloheksanol, metilsikloheksanol dan dimetilsikloheksanol

2906.13.00 | - - Sterol dan inositol

2906.19.00 | - - Lain-lain

2906.21.00 | - - Benzil alkohol

2906.29.00 | - - Lain-lain

29.07 Fenol; fenol-alkohol.

2907.11.00 | - - Fenol (hidroksibenzena) dan garamnya

2907.12.00 | - - Kresol dan garamnya

2907.13.00 | - - Oktilfenol, nonilfenol dan isomernya; garamnya

2907.15.00 | - - Naftol dan garamnya

2907.19.00 | - - Lain-lain

2907.21.00 | - - Resorsinol dan garamnya

2907.22.00 | - - Hidrokinon (kinol) dan garamnya

2907.23.00 | - - 4,4'-Isopropilidenadifenol (bisfenol A, difenilolpropana) dan garamnya

2907.29.10 | - - - Fenol-alkohol

2907.29.90 | - - - Lain-lain

29.08 Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi dari fenol atau fenol-alkohol.

2908.11.00 | - - Pentaklorofenol (ISO)

2908.19.00 | - - Lain-lain

2908.91.00 | - - Dinoseb (ISO) dan garamnya

2908.92.00 | - - 4,6-Dinitro-o-kresol (DNOC ({ISO}) dan garamnya

2908.99.00 | - - Lain-lain
Eter, eter-alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida,

29.09 keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan
halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.

2909.11.00 | - - Dietil eter

2909.19.00 | - - Lain-lain

2909.20.00 | - Eter siklanik, eter siklenik atau eter sikloterpenik dan turunan halogenasi,
sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya

2909.30.00 | - Eter aromatik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya

2909.41.00 | - - 2,2'-Oksidietanol (dietilena glikol, digol)

2909.43.00 | - - Monobutil eter dari etilena glikol atau dari dietilena glikol
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2909.44.00 | - - Monoalkileter lainnya dari etilena glikol atau dari dietilena glikol
2909.49.00 | - - Lain-lain
2909.50.00 | - Eter-fenol, eter-alkohol-fenol dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau
nitrosasinya
2909.60.00 | - Alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida dan turunan halogenasi,
sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya
29.10 Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan
) turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2910.10.00 | - Oksiran (etilena oksida)
2910.20.00 |- Metiloksiran (propilena oksida)
2910.30.00 | - 1-Kloro-2,3-epoksipropana (epiklorohidrin)
2910.40.00 | - Dieldrin (ISO, INN)
2910.50.00 | - Endrin (ISO)
2910.90.00 | - Lain-lain
Asetal dan hemiasetal, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan
2911.00.00 | turunan halogenasi,sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
29.12 Aldehida, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak; polimer siklik dari
' aldehida; paraformaldehida.
2912.11.10 |- - - Formalin
2912.11.90 | - - - Lain-lain
2912.12.00 | - - Etanal (asetaldehida)
2912.19.00 |- - Lain-lain
2912.21.00 | - - Benzaldehida
2912.29.00 | - - Lain-lain
2912.41.00 | - - Vanilin (4-hidroksi-3-metoksibenzaldehida)
2912.42.00 | - - Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehida)
2912.49.10 | - - - Aldehida-alkohol lainnya
2912.49.90 | - - - Lain-lain
2912.50.00 | - Polimer siklik dari aldehida
2912.60.00 | - Paraformaldehida
2913.00.00 | Turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasi produk dari pos 29.}2.
09 14 Keton dan kinon, dengan fungsi oksigen lainnya maupun tidak, dan turunan
’ halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2914.11.00 |- - Aseton
2914.12.00 | - - Butanon (metil etil keton)
2914.13.00 | - - 4-Metilpentan-2-on (metil isobutil keton)
2914.19.00 | - - Lain-lain
2914.22.00 | - - Sikloheksanon dan metilsikloheksanon
2914.23.00 | - - lIonon dan metilionon
2914.29.10 | - - - Kamper
2914.29.90 | - - - Lain-lain
2014.31.00 | - - Fenilaseton {fenilpropan-2-one)

2914.39.00. ..
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2914.39.00 | - - Lain-lain
2914.40.00 | - Keton-alkohol dan keton-aldehida
2914.50.00 | - Keton-fenol dan keton dengan fungsi oksigen lainnya
2914.61.00 | - - Antrakinon
2914.62.00 |- - Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN))
2914.69.00 | - - Lain-lain
2914.71.00 | - - Klordekon (ISO)
2914.79.00 | - - Lain-lain
29.15 Asam monokarboksilat asiklik jenuh dan anhidridanya, halida, peroksida dan
) asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.
2915.11.00 | - - Asam formiat
2915.12.00 | - - Garam dari asam formiat
2915.13.00 | - - Ester dari asam formiat
2915.21.00 | - - Asam asetat
2915.24.00 | - - Asetat anhidrida
2915.29.10 | - - - Sodium asetat; kobalt asetat
2915.29.90 | - - - Lain-lain
2915.31.00 | - - Etil asetat
2915.32.00 | - - Vinil asetat
2915.33.00 | - - n-Butil asetat
2915.36.00 | - - Dinoseb (ISO) asetat
2915.39.10 | - - - Isobutil asetat
2915.39.20 | - - - 2 - Etoksietil asetat
2915.39.90 | - - - Lain-lain
2915.40.00 | - Asam mono-, di- atau trikloroasetat, garam dan esternya
2915.50.00 |- Asam propionat, garam dan esternya
2915.60.00 |- Asam butanoat, asam pentanoat, garam dan esternya
2915.70.10 | - - Asam palmitat, garam dan esternya
2915.70.20 | - - Asam stearat
2915.70.30 | - - Garam dan ester dari asam stearat
2915.90.10 | - - Asetil klorida
2915.90.20 | - - Asam laurat, asam miristat, garam dan esternya
2915.90.30 | - - Asam kaprilat, garam dan esternya
2915.90.40 | - - Asam kaprat, garam dan esternya
2915.90.90 | - - Lain-lain
Asam monokarboksilat asiklik tidak jenuh, asam monokarboksilat siklik,
29.16 anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi,
nitrasi atau nitrosasinya.
2916.11.00 | - - Asam akrilik dan garamnya
2916.12.00 | - - Ester dari asam akrilik
2916.13.00 | - - Asam metakrilik dan garamnya
2916.14.10 | - - - Metil metakrilat
2916.14.90 | - - - Lain-lain

2916.15.00 . ..
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2916.15.00 | - - Asam oleat, asam linoleat atau asam linolenat, garam dan esternya

2916.16.00 | - - Binapakril (ISO)

2916.19.00 | - - Lain-lain

2916.20.00 | - Asam monokarboksilat siklanik, asam monokarboksilat siklenik atau asam
monokarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksi dan
turunannya

2916.31.00 | - - Asam benzoat, garam dan esternya

2916.32.00 | - - Benzoil peroksida dan benzoil klorida

2916.34.00 | - - Asam fenilasetat dan garamnya

2916.39.10 | - - - Asam 2,4-Diklorofenil asetat serta garam dan esternya

2916.39.20 | - - - Ester dari asam fenilasetat

2916.39.90 | - - - Lain-lain

29 17 Asam polikarboksilat, anhidrida, halida, peroksida dan asam peroksinya,

’ turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.

2917.11.00 | - - Asam oksalat, garam dan esternya

2917.12.10 | - - - Dioktil adipat

2917.12.90 | - - - Lain-lain

2917.13.00 | - - Asam azelat, asam sebasat, garam dan esternya

2917.14.00 | - - Maleat anhidrida

2917.19.00 | - - Lain-lain

2917.20.00 | - Asam polikarboksilat siklanik, asam polikarboksilat siklenik atau asam
polikarboksilat sikloterpenik, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan
turunannya

2917.32.00 | - - Dioktil ortoftalat

2917.33.00 | - - Dinonil atau didesil ortoftalat

2917.34.10 | - - - Dibutil ortoftalat

2917.34.90 | - - - Lain-lain

2917.35.00 | - - Ftalat anhidrida

2917.36.00 | - - Asam tereftalat dan garamnya

2917.37.00 | - - Dimetil tereftalat

2917.39.10 | - - - Trioktiltrimellitat

2917.39.20 |- - - Senyawa ftalat lainnya dari jenis yang digunakan sebagai peliat dan ester
dari ftalat anhidrida

2917.39.90 | - - - Lain-lain
Asam karboksilat dengan fungsi oksigen tambahan dan anhidrida, halida,

29.18 peroksida dan asam peroksinya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau
nitrosasinya.

2918.11.00 | - - Asam laktat, garam dan esternya

2918.12.00 | - - Asam tartrat

2918.13.00 | - - Garam dan ester dari asam tartrat

2918.14.00 | - - Asam sitrat

2918.15.10 | - - - Kalsium sitrat

2918.15.909 | - - - Lain-lain

2918.16.00 . ..
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2918.16.00 | - - Asam glukonat, garam dan esternya

2918.17.00 | - - 2,2-Difenil-2-asam hidroksiasetat (asam benzilat)

2918.18.00 | - - Klorobenzilat (ISO)

2918.19.00 | - - Lain-lain

2918.21.00 | - - Asam salisilat dan garamnya

2918.22.00 | - - Asam o-asetilsalisilat, garam dan esternya

2918.23.00 | - - Ester lainnya dari asam salisilat dan garamnya

2918.29.10 | - - - Alkil sulfonat ester dari fenol

2918.29.90 | - - - Lain-lain

2918.30.00 | - Asam karboksilat dengan fungsi aldehida atau keton tetapi tanpa fungsi oksigen
lainnya, anhidrida, halida, peroksida, asam peroksinya dan turunannya

2918.91.00 |- - 2,4,5-T (ISO) (asam 2,4,5-triklorofenoksiasetat), garam dan esternya

2918.99.00 | - - Lain-lain

09 19 Ester fosfat dan garamnya, termasuk laktofosfat; turunan halogenasi, sulfonasi,

' nitrasi atau nitrosasinya.

2919.10.00 | - Tris(2,3-dibromopropil) fosfat

2919.90.00 | - Lain-lain :
Ester dari asam anorganik bukan logam lainnya (tidak termasuk ester dart

29.20 hidrogen halida) dan garamnya; turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau
nitrosasinya.

2920.11.00 | - - Paration (ISO) dan paration-metil (ISO) (metil-paration)

2920.19.00 | - - Lain-lain

2920.21.00 | - - Dimetil fosfit

2920.22.00 | - - Dietil fosfit

2920.23.00 | - - Triemetil fosfit

2920.24.00 | - - Trietil fosfit

2920.29.00 | - - Lain-lain

2920.30.00 | - Endosulfan (ISO)

2920.90.00 | - Lain-lain

29.21 Senyawa berfungsi amina.

2921.11.00 |- - Metilamina, di- atau trimetilamina dan garamnya

2921.12.00 | - - 2-(N,N-Dimetilamino)etilklorida hidroklorida

2921.13.00 | - - 2-(N,N-Dietilamino)etilklorida hidroklorida

2921.14.00 | - - 2-(N,N-Diisopropilamino)etilklorida hidroklorida

2921.19.00 | - - Lain-lain

2021.21.00 | - - Etilenadiamina dan garamnya

2921.22.00 | - - Heksametilenadiamina dan garamnya

2921.29.00 | - - Lain-lain

2921.30.00 | - Mono- atau poliamina siklanik, siklenik atau sikloterpenik, dan turunannya;
garamnya

2921.41.00 | - - Anilina dan garamnya

2921.42.00 | - - Turunan anilina dan garamnya

2921.43.00 | - - Toluidina dan turunannya; garamnya

2921.44.00 . ..
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2921.44.00 | - - Difenilamina dan turunannya; garamnya
2021.45.00 | - - 1-Naftilamina (alfa-naftilamina), 2-naftilamina (beta-naftilamina) dan
turunannya; garamnya
2921.46.00 | - - Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfetamina

(INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), levamfetamina (INN), mefenoreks
(INN) dan fentermina (INN); garamnya

2921.49.00 | - - Lain-lain

2921.51.00 | - - o-, m-, p-Fenilenadiamina, diaminotoluena dan turunannya; garamnya
2921.59.00 | - - Lain-lain

29.22 Senyawa amino berfungsi oksigen.

2922.11.00 | - - Monoetanolamina dan garamnya

2922.12.00 | - - Dietanolamina dan garamnya

2922.14.00 | - - Dekstropropoksifena (INN) dan garamnya

2922.15.00 | - - Trietanolamina

2922.16.00 | - - Dietanolammonium perfluorooktan sulfonat

2922.17.00 | - - Metildietanolamina dan etildietanolamina

2922.18.00 | - - 2-(N,N-Diisopropilamino)etanol

2022.19.10 | - - - Etambutol dan garamnya, ester serta turunan lainnya
2922.19.20 | - - - D-2-Amino-n-butil alkohol

2922.19.90 | - - - Lain-lain

2922.21.00 | - - Asam aminohidroksinaftalenasulfonat dan garamnya
2922.29.00 | - - Lain-lain

2022.31.00 | - - Amfepramona (INN), metadona (INN) dan normetadona (INN); garamnya
2922.39.00 | - - Lain-lain

2922.41.00 | - - Lisin dan esternya; garamnya

2022.42.10 | - - - Asam glutamat

2922.42.20 | - - - Monosodium glutamat (MSG)

2922.42.90 | - - - Garam lainnya

2922.43.00 | - - Asam antranilat dan garamnya

2922.44.00 | - - Tilidina (INN) dan garamnya

2922.49.00 | - - Lain-lain

2922.50.10 |- - Asam p-Aminosalisilat dan garam, ester dan turunan lainnya
2922.50.90 | - - Lain-lain

Garam dan hidroksida amonium kuarterner; lesitin dan fosfoaminolipid lainnya,
29.23 . .. .

mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
2923.10.00 | - Kolina dan garamnya

2023.20.10 | - - Lesitin, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak

2923.20.90 | - - Lain-lain

2923.30.00 | - Tetraetilammonium perfluorooktan sulfonat

2923.40.00 | - Didesildimetilammonium perfluorooktan sulfonat

2923.90.00 | - Lain-lain

29.24 Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat.
2924.11.00 | - - Meprobamat (INN)

2924.12.10 . ..
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2924.12.10 | - - - Fluoroasetamida (ISO) dan Fosfamidon (ISO)
2924.12.20 | - - - Monokrotofos ISO)
2924.19.10 | - - - Karisofrodol
2924.19.90 | - - - Lain-lain
2924.21.10 | - - - 4-Etoksifenilurea (dulsin)
2924.21.20 | - - - Diuron dan monouron
2924.21.90 | - - - Lain-lain
2024.23.00 |- - Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya
2924.24.00 | - - Etinamat (INN)
2924.25.00 | - - Alaklor (ISO)
2924.29.10 | - - - Aspartam
2924.29.20 | - - - Butilfenilmetil karbamat; metil isopropil fenil karbamat
2924.29.30 |- - - Asetaminofen (parasetamol); salisilamida; etoksibenzamida
2924.29.90 | - - - Lain-lain
09 25 Senyawa berfungsi karboksiimida (termasuk sakarin dan garamnya) dan senyawa
) berfungsi imina.
2925.11.00 | - - Sakarin dan garamnya
2925.12.00 | - - Glutetimida (INN)
2925.19.00 | - - Lain-lain
2925.21.00 | - - Klordimeform (ISO)
2925.29.00 | - - Lain-lain
29.26 Senyawa berfungsi nitril.
2926.10.00 | - Akrilonitril
2926.20.00 | - 1-Sianoguanidin (disiandiamida)
- Fenproporex(INN) dan garamnya; metadona(INN) intermediat (4-siano-2-
2926.30.00 | dimetilamino-4, 4-difenilbutana)
2926.40.00 | - alfa-Penilasetoasetonitril
2926.90.00 | - Lain-lain
290.27 Senyawa diazo-, azo- atau azoksi.
2927.00.10 | - Azodikarbonamida
2927.00.90 | - Lain-lain
29.28 Turunan organik dari hidrazin atau dari hidroksilamina.
2928.00.10 | - Linuron
2928.00.90 | - Lain-lain
29.29 Senyawa dengan fungsi nitrogen lainnya.
2929.10.10 | - - Difenilmetana diisosianat (MDI)
2929.10.20 | - - Toluena diisosianat
2929.10.90 | - - Lain-lain
2929.90.10 | - - Natrium siklamat
2929.90.20 | - - Siklamat lainnya
2929.90.90 | - - Lain-lain

29.30...
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29.30 Senyawa organo-belerang.
29030.20.00 | - Tiokarbamat dan ditiokarbamat
2930.30.00 | - Tiuram mono-, di- atau tetrasulfida
2930.40.00 | - Metionin
2930.60.00 | - 2-(N,N-Dietilamino)etanaetiol
2930.70.00 | - Bis(2-hidroksietil)sulfida (tiodiglikol (INN})
2930.80.00 | - Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) and metamidofos (ISO)
2930.90.10 | - - Ditiokarbonat
2930.90.90 | - - Lain-lain
29.31 Senyawa organo-anorganik lainnya.
2931.10.10 | - - Timbal tetrametil
2931.10.20 | - - Timbal tetraetil
2931.20.00 | - Senyawa tributiltin
2931.31.00 | - - Dimetil metilfosfonat
2931.32.00 | - - Dimetil propilfosfonat
2931.33.00 | - - Dietil etilfosfonat
2931.34.00 |- - Sodium 3-(trihidroksilil) propil metilfosfonat
2931.35.00 | - - 2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-triosida
2931.36.00 | - - (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat
2031.37.00 | - - Bis|(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-iljmetil] metilfosfonat
2931.38.00 | - - Garam dari asam metilfosfonat dan aminoiminometil) urea 1 :1)
2931.39.00 | - - Lain-lain
2931.90.21 | - - - N-(fosfonometil) glisin
2931.90.22 | - - - Garam dari N-(fosfonometil) glisin
2931.90.30 | - - Etefon
2931.90.41 | - - - Dalam bentuk cair
2931.90.49 | - - - Lain-lain
2931.90.50 | - - Dimetiltin diklorida
2931.90.90 | - - Lain-lain
29.32 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom oksigen.
2932.11.00 | - - Tetrahidrofuran
2032.12.00 | - - 2-Furaldehida (furfuraldehida)
2932.13.00 | - - Furfuril alkohol dan tetrahidrofurfuril alkohol
2932.14.00 | - - Sukralosa
2932.19.00 | - - Lain-lain
2932.20.10 | - - Kumarin N-(1,2-Benzopiron) metilkumarin dan etilkumarin
2932.20.90 | - - Lain-lain
2932.91.00 | - - Isosafrol
2932.92.00 | - - 1-(1,3-Benzodioksol-5-yl) propan-2-on
2932.93.00 | - - Piperonal
2932.94.00 | - - Safrol
2932.95.00 | - - Tetrahidrokanabinol (semua isomernya)
2932.99.10 | - - - Karbofuran

2932.99.90 . ..
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2932.99.90 |- - - Lain-lain

29.33 Senyawa heterosiklik hanya dengan hetero atom nitrogen.

2933.11.00 | - - Fenazon (antipirin) dan turunannya

2933.19.00 | - - Lain-lain

2933.21.00 | - - Hidantoin dan turunannya

2933.29.00 | - - Lain-lain

2933.31.00 | - - Piridina dan garamnya

2933.32.00 | - - Piperidina dan garamnya

2033.33.00 | - - Alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramida (INN), bromazepam (INN),
difenoksin (INN), difenoksilat (INN), dipipanon (INN), fentanil (INN), ketobemidon
(INN), metilfenidat (INN), pentazosin (INN), petidin (INN), petidin(INN) intermediate
A, fensiklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), pipradol (INN), piritramida (INN),
propiram (INN) dan trimeperidin (INN); garamnya

2933.39.10 | - - - Klorfeniramin dan isoniazid

2933.39.30 | - - - Garam paraquat

2933.39.90 | - - - Lain-lain

2933.41.00 | - - Levorfanol (INN) dan garamnya

2933.49.10 | - - - Dekstrometorfan

2933.49.90 | - - - Lain-lain

2933.52.00 | - - Malonilurea (asam barbiturat) dan garamnya

2933.53.00 | - - Alobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN}), butalbital (INN},
butobarbital, siklobarbital (INN), metilfenobarbital (INN), pentobarbital (INN),
fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) dan vinilbital (INN);
garamnya

2033.54.00 | - - Turunan lain dari malonilurea (asam barbiturat); garamnya

2933.55.00 | - - Loprazolam (INN), meklokualon (INN), metakualon (INN) dan zipeprol (INN);
garamnya

2933.59.10 | - - - Diazinon

2933.59.90 | - - - Lain-lain

2933.61.00 | - - Melamin

2933.69.00 | - - Lain-lain

2933.71.00 | - - 6-Heksanalaktam (epsilon-kaprolaktam)

2933.72.00 | - - Klobasam (INN) dan metiprilon (INN)

2933.79.00 | - - Laktam lainnya

2933.91.00 | - - Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klordia-zepoksid (INN), klonazepam (INN),
klorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etil loflazepat (INN),
fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN),
lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam
(INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN),
pinazepam (INN), prazepam (INN), pirovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam
(INN) dan triazolam (INN); garamnya

2933.92.00 | - - Azinfos-metil (ISO)

2933.99.10 | - - - Mebendazol dan parbendazol

2933.99.90. ..

SK No 083904 A




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2
2933.99.90 | - - - Lain-lain
09 34 Asam nukleat dan garamnya, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak;
) senyawa heterosiklik lainnya.

2934.10.00 |- Senyawa mengandung cincin tiazol tidak disatukan (dihidrogenasi maupun
tidak) dalam struktur

2934.20.00 | - Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin benzotiazol
(dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut

2934.30.00 | - Senyawa dalam strukturnya mengandung sistem-cincin fenotiazin
(dihidrogenasi maupun tidak), tidak disatukan lebih lanjut

2934.91.00 | - - Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam (INN},
dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN},
oksazolam (INN), pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) dan
sufentanil (INN); garamnya

2934.99.10 | - - - Asam nukleat dan garamnya

2934.99.20 | - - - Sulton; sultam; diltiazem

2934.99.30 | - - - Asam 6-amino penisilanat

2934.99.40 | - - - 3-Azido-3-deoksitimidina

2934.99.50 | - - - Oxadiazon, dengan kemurnian 94 % atau lebih

2934.99.90 | - - - Lain-lain

29.35 Sulfonamida.

2935.10.00 | - N-Metilperfluorooktana sulfonamida

2935.20.00 | - N-Etilperfluorooktana sulfonamida

2935.30.00 | - N-Etil-N-(2-hidroksietil)perfluorooktana sulfonamida

2935.40.00 | - N-(2-Hydroksietil)-N-metilperfluorooktana sulfonamida

2935.50.00 | - Perfluorooktana sulfonamida lainnya

2935.90.00 | - Lain-lain
Provitamin dan vitamin, alami atau direproduksi secara sintesis (termasuk

09 36 konsentrat alami), turunannya terutama digunakan sebagai vitamin, dan

) campuran dari bahan yang telah disebutkan, didalam pelarut apapun maupun

tidak.

2936.21.00 | - - Vitamin A dan turunannya

2936.22.00 | - - Vitamin Bl dan turunannya

2936.23.00 | - - Vitamin B2 dan turunannya

2936.24.00 | - - D-atau DL-asam Pantotenat (vitamin B3 atau vitamin BS) dan turunannya

2936.25.00 | - - Vitamin B6 dan turunannya

2936.26.00 | - - Vitamin B12 dan turunannya

2936.27.00 | - - Vitamin C dan turunannya

2936.28.00 | - - Vitamin E dan turunannya

2936.29.00 | - - Vitamin lainnya dan turunannya

2936.90.00 . ..
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2936.90.00 | - Lain-lain, termasuk konsentrat alami
Hormon, prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, alami atau direproduksi

29.37 secara sintesis; turunan dan analog strukturnya, termasuk rantai polipeptida
yang dimodifikasi, digunakan terutama sebagai hormon.

2937.11.00 | - - Somatotropin, turunan dan analog strukturnya

2937.12.00 | - - Insulin dan garamnya

2937.19.00 | - - Lain-lain

2937.21.00 | - - Kortison, hidrokortison, prednison (dehidrokortison) dan prednisolon
(dehidrohidrokortison)

2937.22.00 | - - Turunan yang dihalogenasi dari hormon kortikosteroid

2937.23.00 | - - Estrogen dan progestogen

2937.29.00 | - - Lain-lain

2937.50.00 | - Prostaglandin, tromboksan dan leukotrien, turunan dan analog strukturnya

2937.90.10 | - - Dari senyawa-amino dengan fungsi-oksigen

2937.90.20 | - - Epinefrin; turunan asam amino

2937.90.90 | - - Lain-lain

09 38 Glikosida, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta

’ turunan lainnya.

2938.10.00 | - Rutosida (rutin) dan turunannya

2938.90.00 | - Lain-lain

99 39 Alkaloid, alami atau direproduksi secara sintesis, dan garam, eter, ester serta

’ turunan lainnya.

2939.11.10 | - - - Konsentrat jerami poppy dan garamnya

2939.11.90 | - - - Lain-lain

2939.19.00 | - - Lain-lain

2939.20.10 | - - Kinin dan garamnya

2939.20.90 | - - Lain-lain

2939.30.00 | - Kafein dan garamnya

2939.41.00 | - - Efedrin dan garamnya

2939.42.00 | - - Pseudoefedrin (INN) dan garamnya

2939.43.00 | - - Katin (INN) dan garamnya

2939.44.00 | - - Norefedrin dan garamnya

2939.49.10 | - - - Fenilpropanolamin (PPA)

2939.49.90 | - - - Lain-lain

2939.51.00 | - - Fenetilin (INN) dan garamnya

2939.59.00 | - - Lain-lain

2939.61.00 | - - Ergometrin (INN) dan garamnya

2939.62.00 | - - Ergotamin (INN) dan garamnya

2939.63.00 | - - Asam lisergat dan garamnya

2939.69.00 | - - Lain-lain

SK No 083902 A

2939.71.00. ..




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2

2939.71.00 | - - Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN), metamfetamin
rasemat; garam, ester dan turunan lainnya

2939.79.00 | - - Lain-lain

2939.80.00 |- Lain-lain
Gula, murni secara kimia, selain sukrosa, laktosa, maltosa, glukosa dan fruktosa;

2940.00.00 | gula eter, gula asetal dan gula ester, serta garamnya, selain produk dari pos
29.37, 29.38 atau 29.39.

29.41 Antibiotik.

2941.10.11 | - - - Non-steril

2941.10.19 | - - - Lain-lain

2941.10.20 | - - Ampisilin dan garamnya

2941.10.90 | - - Lain-lain

2941.20.00 | - Streptomisin dan turunannya; garamnya

2941.30.00 | - Tetrasiklin dan turunannya, garamnya

2941.40.00 | - Kloramfenikol dan turunannya; garamnya

2941.50.00 | - Eritromisin dan turunannya; garamnya

2941.90.00 | - Lain-lain

2942.00.00 | Senyawa organik lainnya.

Kelenjar dan bagian tubuh lainnya untuk keperluan terapeutik-organ tubuh,
kering, berupa bubuk maupun tidak; ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh
lainnya atau dari sekresinya untuk keperluan terapeutik organ tubuh; heparin

30.01 o . . ..
dan garamnya; subtansi lainnya dari manusia atau hewan disiapkan untuk
keperluan terapeutik atau profilaktik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lainnya.

3001.20.00 | - Ekstrak dari kelenjar atau organ tubuh lainnya atau dari sekresinya

3001.90.00 | - Lain-lain
Darah manusia; darah hewan disiapkan untuk keperluan terapeutik, profilaktik
atau diagnosis; antiserum, bagian darah dan produk imunologi lainnya,

30.02 dimodifikasi maupun tidak atau diperoleh dengan proses bioteknologi maupun
tidak; vaksin, toksin, kultur dari mikro-organisme (tidak termasuk ragi) dan
produk yang semacam itu.

3002.12.10 | - - - Antiserum; larutan plasma protein; bubuk hemoglobin

3002.12.90 |- - - Lain-lain

3002.13.00 | - - Produk imunologi, tidak dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau bentuk
atau kemasan untuk penjualan eceran

3002.14.00 | - - Produk imunologi, dicampur, tidak disiapkan dalam dosis atau dalam bentuk
atau kemasan untuk penjualan eceran

3002.19.00 |- - Lain-lain

3002.90.00 | - Lain-lain

30.05 Gumpalan kapas, kasa, pembalut dan barang semacam itu (misalnya, perban,

plester berperekat, tapal obat), diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi atau
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disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran untuk keperluan
medis, pembedahan, perawatan gigi atau veteriner.

3005.10.10 | - - Diresapi atau dilapisi dengan zat farmasi

3005.10.90 | - - Lain-lain

3005.90.20 | - - Kain kasa

3005.90.90 | - - Lain-lain
Pupuk hewani atau nabati, dicampur bersama atau diolah secara kimia maupun

31.01 tidak; pupuk yang dihasilkan dengan mencampur atau mengolah secara kimia
dari produk hewani atau nabati.

3101.00.10 |- Semata-mata berasal dari nabati

3101.00.92 | - - Berasal dari hewan (selain pupuk dari kotoran kelelawar), diolah secara kimia

3101.00.99 | - - Lain-lain

31.02 Pupuk mineral atau pupuk kimia, mengandung nitrogen.

3102.10.00 | - Urea, dalam larutan air maupun tidak

3102.21.00 | - - Amonium sulfat

3102.29.00 | - - Lain-lain

3102.30.00 | - Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak

3102.40.00 | - Campuran dari amonium nitrat dengan kalsium karbonat atau zat anorganik
bukan penyubur lainnya

3102.50.00 | - Natrium nitrat

3102.60.00 |- Garam ganda dan campuran dari kalsium nitrat dan amonium nitrat

3102.80.00 | - Campuran dari urea dan amonium nitrat dalam larutan air atau larutan amoniak

3102.90.00 | - Lain-lain, termasuk campuran yang tidak dirinci dalam subpos terdahulu

31.03 Pupuk mineral atau kimia, mengandung fosfat.

3103.11.10 | - - - Feed grade

3103.11.90 | - - - Lain-Lain

3103.19.10 | - - - Feed grade

3103.19.90 |- - - Lain-Lain

3103.90.10 | - - Pupuk fosfat yang dikalsinasi

3103.90.90 | - - Lain-lain

31.04 Pupuk mineral atau kimia, mengandung kalium.

3104.20.00 | - Kalium klorida

3104.30.00 | - Kalium sulfat

3104.90.00 | - Lain-lain
Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen,

31.05 fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau

) bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10

kg.

3105.10.10 | - - Pupuk super fosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi
- - Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur

3105.10.20 | nitrogen, fosfor dan kalium

3105.10.90 | - - Lain-lain

SK No 083900 A

3105.20.00. ..




o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60 -

HS 2017 Uraian Barang
1 2
3105.20.00 | - Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan
kalium
3105.30.00 | - Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat)
3105.40.00 | - Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat) dan campurannya dengan
diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat)
3105.51.00 | - - Mengandung nitrat dan fosfat
3105.59.00 | - - Lain-lain
3105.60.00 | - Pupuk mineral atau kimia mengandung dua unsur penyubur fosfor dan kalium
3105.90.00 | - Lain-lain
32.01 Ekstrak penyamak dari bahan nabati; tanin dan garamnya, eter, ester serta turunan
' lainnya.
3201.10.00 | - Ekstrak quebracho
3201.20.00 | - Ekstrak anyaman dahan kayu
3201.90.00 | - Lain-lain
Zat penyamak organik sintetis; zat penyamak anorganik; preparat penyamak,
32.02 mengandung zat penyamak alami maupun tidak; preparat mengandung enzim
untuk penyamakan pendahuluan.
3202.10.00 | - Zat penyamak organik sintetis
3202.90.00 | - Lain-lain
Bahan pewarna dari nabati atau hewani (termasuk ekstrak pencelupan tetapi tidak
32.03 termasuk warna hitam hewani), mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak;
) preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan
Indonesia yang berasal dari bahan pewarna nabati atau hewani.
3203.00.10 | - Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman
3203.00.90 | - Lain-lain
Bahan pewarna organik sintetis, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak;
preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 dari Bab Buku Tarif Kepabeanan
32.04 Indonesia ini yang berasal dari bahan pewarna organik sintetis; produk organik
sintetis dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang fluoresen atau
sebagai luminofor, mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.
3204.11.10 | --- Mentah
3204.11.90 | - - - Lain-lain
3204.12.10 | - - - Bahan celup asam
3204.12.90 | - - - Lain-lain
3204.13.00 | - - Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.14.00 | - - Bahan celup langsung dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.15.00 | - - Bahan celup bejana (termasuk semua yang dapat digunakan dalam keadaan itu
sebagai pigmen) dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.16.00 | - - Bahan celup reaktif dan preparat yang dibuat dari padanya
3204.17.10 | - - - Pigmen organik sintetik dalam bentuk bubuk
3204.17.90 |- - - Lain-lain
3204.19.00 | - - Lain-lain, termasuk campuran bahan pewarna dari dua atau lebih dari subpos

3204.11 sampai dengan 3204.19
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3204.20.00 | - Produk organik sintetik dari jenis yang digunakan sebagai bahan pencemerlang
fluoresen

3204.90.00 | - Lain-lain

3205.00.00 | Lak warna; preparat yang dibuat dari lak warna sebagaimana dirinci dalam
Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.
Bahan pewarna lainnya; preparat sebagaimana dirinci dalam Catatan 3 pada Bab

3206 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia, selain yang disebut dalam pos 32.03, 32.04

) atau 32.05; produk anorganik dari jenis yang digunakan sebagai luminofor,

mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak.

3206.11.10 |- - - Pigmen

3206.11.90 | - - - Lain-lain

3206.19.10 | - - - Pigmen

3206.19.90 | - - - Lain-lain

3206.20.10 | - - Krom kuning, krom hijau dan molibdat oranye atau merah dibuat dari
senyawa krom

3206.20.90 | - - Lain-lain

3206.41.10 |- - - Preparat

3206.41.90 | - - - Lain-lain

3206.42.10 | - - - Preparat

3206.42.90 | - - - Lain-lain

3206.49.10 | - - - Preparat

3206.49.90 | - - - Lain-lain

3206.50.10 | - - Preparat

3206.50.90 | - - Lain-lain
Pigmen olahan, bahan opasitas olahan dan pewarna olahan, enamel dan glasir

32 07 yang dapat divitr_iﬁkasi, engobes (§1ip), pe.ngkilap- cair dan preparat semacam itu,
dari jenis yang digunakan dalam industri keramik, enamel atau kaca; frit kaca
dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih.

3207.10.00 | - Pigmen olahan, bahan opasitas olahan, pewarna olahan dan preparat semacam
itu

3207.20.10 | - - Frit enamel

3207.20.90 | - - Lain-lain

3207.30.00 | - Pengkilap cair dan preparat semacam itu

3207.40.00 | - Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran atau serpih
Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetis atau

3208 polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan

) dalam media bukan air; larutan sebagaimana dinyatakan dalam Catatan 4 pada

Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

3208.10.11 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi

3208.10.19 |- - - Lain-lain

3208.10.20 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal

3208.10.90 | - - Lain-lain

3208.20.40 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal
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3208.20.70 | - - Pernis (termasuk lak), dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi

3208.20.90 | - - Lain-lain

3208.90.11 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi

3208.90.19 | - - - Lain-lain

3208.90.21 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam kedokteran gigi

3208.90.29 | - - - Lain-lain

3208.90.30 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal

3208.90.90 | - - Lain-lain
Cat dan pernis (termasuk enamel dan lak) dibuat dari polimer sintetis atau

32.09 polimer alam yang dimodifikasi secara kimia, didispersikan atau dilarutkan
dalam media air.

3209.10.10 | - - Pernis (termasuk lak)

3209.10.40 | - - Cat kulit samak

3209.10.50 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal

3209.10.90 | - - Lain-lain

3209.90.00 | - Lain-lain
Cat dan pernis lainnya (termasuk enamel, lak dan distemper); pigmen air olahan

32.10 . . )
dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.

3210.00.10 | - Pernis (termasuk lak)

3210.00.20 | - Distemper

3210.00.30 | - Pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit
samak

3210.00.91 | - - Cat anti lumut dan/atau anti karat untuk lambung kapal

3210.00.99 | - - Lain-lain

3211.00.00 | Pengering olahan.
Pigmen (termasuk bubuk dan serpih metalik) didispersikan dalam media bukan

32 12 air, dalam bentuk cair atau pasta, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan

’ cat (termasuk enamel); stamping foil; bahan celup dan pewarna lainnya disiapkan

dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.

3212.10.00 | - Stamping foil

3212.90.11 | - - - Pasta alumunium

3212.90.13 | - - - Timbal putih didispersikan dalam minyak

3212.90.14 | - - - Lain-lain, untuk pembuatan cat kulit

3212.90.19 | - - - Lain-lain

3212.90.21 | - - - Dari jenis yang digunakan dalam industri makanan atau minuman

3212.90.22 | - - - Bahan celup lainnya

3212.90.29 | - - - Lain-lain
Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan

32.14 mastik lainnya; painters' filling; preparat pelapis tidak tahan panas untuk bagian
luar, dinding bagian dalam, lantai, langit-langit atau sejenisnya.

3214.10.00 | - Dempul kaca, dempul pengenten, semen resin, kompon untuk mendempul dan

mastik lainnya; painters’ filling
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3214.90.00 | - Lain-lain
Tinta cetak, tinta tulis atau tinta gambar dan tinta lainnya, konsentrat atau

32.15 .
padat maupun tidak.

3215.11.10 | - - - Tinta pelindung ultra-violet

3215.11.90 | - - - Lain-lain

3215.19.00 | - - Lain-lain

3215.90.10 | - - Carbon mass dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon

3215.90.60 | - - Tinta tulis atau tinta gambar

3215.90.70 | - - Tinta dari jenis yang cocok digunakan dengan mesin duplikator dari pos 84.72

3215.90.90 | - - Lain-lain
Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut;
resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed

33.01 oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi;
produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak
atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.

3301.12.00 | - - Dari orange

3301.13.00 | - - Dari lemon

3301.19.00 | - - Lain-lain

3301.24.00 | - - Dari peppermint (Mentha piperita)

3301.25.00 | - - Dari mint lainnya

3301.29.10 | - - - Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau
palmrose

3301.29.20 | - - - Dari cendana -

3301.29.90 |- - - Lain-lain

3301.30.00 | - Resinoida

3301.90.10 | - - Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok
digunakan untuk pengobatan

3301.90.90 | - - Lain-lain
Campuran dari berbagai zat bau-bauan dan campuran (termasuk larutan
mengandung alkohol) dengan bahan dasar satu atau lebih dari berbagai zat ini,

33.02 dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku industri; preparat lain yang dibuat
dari berbagai zat bau-bauan, dari jenis yang digunakan untuk pembuatan
minuman.

3302.10.10 | - - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam
pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk cair

3302.10.20 | - - Preparat bau-bauan mengandung alkohol dari jenis yang digunakan dalam
pembuatan minuman mengandung alkohol, dalam bentuk lain

3302.10.90 | - - Lain-lain

3302.90.00 | - Lain-lain

34.02 ...
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Bahan aktif permukaan organik (selain sabun); preparat aktif permukaan,

34.02 preparat pencuci (termasuk preparat pencuci tambahan) dan preparat pembersih,
mengandung sabun maupun tidak, selain dari pos 34.01.

3402.11.10 | - - - Fatty alkohol sulfat

3402.11.40 | - - - Alkilbenzene disulfonasi

3402.11.90 | - - - Lain-lain

3402.12.00 | - - Kationik

3402.13.10 | - - - Hydroxyl-terminated polybutadiene

3402.13.90 | - - - Lain-lain

3402.19.10 | - - - Dari jenis yang dapat digunakan untuk preparat pemadam kebakaran

3402.19.90 | - - - Lain-lain

3402.90.11 | - - - Bahan pembasah anionik

3402.90.12 | - - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat
pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk

3402.90.13 | - - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat
pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk

3402.90.14 | - - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya

3402.90.19 | - - - Lain-lain

3402.90.91 | - - - Bahan pembasah anionik

3402.90.92 | - - - Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat
pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk

3402.90.93 | - - - Preparat pencuci dan penghilang noda lainnya, termasuk preparat
pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk

3402.90.94 | - - - Preparat aktif permukaan anionik lainnya

3402.90.99 | - - - Lain-lain
Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut
atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan,
dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk

34.03 meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau
material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak
petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen
sebagai unsur dasar, 70 % atau lebih menurut beratnya.

3403.11.11 |- - - - Preparat pelumas

3403.11.19 |- - - - Lain-lain

3403.11.90 |- - - Lain-lain

3403.19.11 | - - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara

3403.19.12 | - - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon

3403.19.19 | - - - - Lain-lain

3403.19.90 | - - - Lain-lain

3403.91.11 | - - - - Preparat mengandung minyak silikon

3403.91.19 |- - - - Lain-lain

3403.91.90 | - - - Lain-lain
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3403.99.11 |- - - - Preparat untuk mesin kendaraan udara

3403.99.12 | - - - - Preparat lainnya mengandung minyak silikon

3403.99.19 | - - - - Lain-lain

3403.99.90 | - - - Lain-lain

34.04 Malam artifisial dan malam olahan.

3404.20.00 | - Dari poli (oksietilena) (polietiléna glikol)

3404.90.10 | - - Dari batu bara muda yang dimodifikasi secara kimia

3404.90.90 | - - Lain-lain

35.01 Kasein, kaseinat dan turunan kasein lainnya; lem kasein.

3501.10.00 |- Kasein

3501.90.10 |- - Kaseinat dan turunan kasein lainnya

3501.90.20 | - - Lem kasein
Albumin (termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey, yang

35.02 mengandung protein whey lebih dari 80 % menurut beratnya, dihitung dari
bahan kering), albuminat dan turunan albumin lainnya.

3502.11.00 | - - Dikeringkan

3502.19.00 | - - Lain-lain

3502.20.00 | - Albumin susu, termasuk konsentrat dari dua atau lebih protein whey

3502.90.00 | - Lain-lain
Lembaran gelatin (termasuk gelatin dalam bentuk empat persegi panjang

35.03 (termasuk bujur sangkar), dikerjakan permukaannya atau diwarnai maupun

’ tidak) dan turunan gelatin; isin glass; lem lain dari hewan, tidak termasuk lem

kasein dari pos 35.01.

3503.00.11 | - - Lem ikan

3503.00.19 |- - Lain-lain

3503.00.30 | - Isinglass

3503.00.41 | - - Dalam bentuk bubuk dengan tingkat kegembungan A-250 atau B-230 atau
lebih pada skala Bloom

3503.00.49 | - - Lain-lain

3504.00.00 | Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya, tidak dirinci atau
termasuk dalam pos lainnya; bubuk kulit jangat, dikrom maupun tidak.
Dekstrin dan pati yang dimodifikasi lainnya (misalnya, pati yang dipregelatinisasi

35.05 atau yang diesterifikasi); lem yang dibuat dari pati, atau dekstrin atau pati yang
dimodifikasi lainnya.

3505.10.10 | - - Dekstrin; pati yang dapat larut atau dipanggang

3505.10.90 | - - Lain-lain

3505.20.00 |- Lem
Lem olahan dan perekat olahan lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos

35.06 lain; produk yang cocok digunakan sebagai lem atau perekat, disiapkan untuk

) penjualan eceran sebagai lem atau perekat, dengan berat bersih tidak melebihi 1

kg.

3506.91.00 | - - Perekat dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13 atau dari karet

3506.99.00 | - - Lain-lain
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35.07 Enzim; enzim olahan tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

3507.10.00 | - Rennet dan konsentratnya

3507.90.00 | - Lain-lain

3601.00.00 | Bubuk propelan.

3602.00.00 | Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan.
Sekering pengaman; sekering peledak; sumbu mesiu atau cap peledak; penyala,;

36.03 e
detonator listrik.

3603.00.10 | - Semi-sekering; cap berelemen; tabung sinyal

3603.00.20 | - Sekering pengaman; sekering peledak

3603.00.90 | - Lain-lain

36.04 Kembang api, sinar pemberi sinyal, roket hujan, sinyal kabut dan barang

’ piroteknik lainnya.

3604.10.00 | - Kembang api

3604.90.30 | - - roket atau suar pemberi sinyal

3604.90.90 | - - Lain-lain
Ferro-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk; barang dari

36.06 bahan mudah terbakar seperti dirinci dalam Catatan 2 Bab Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia.

3606.90.10 | - - Bahan bakar padat atau semi-padat, alkohol dipadatkan dan olahan bahan
bakar lainnya semacam itu

3606.90.20 | - - Batu api untuk korek api

3606.90.30 | - - Fero-cerium dan paduan piroforik lainnya dalam segala bentuk

3606.90.40 |- - Obor damar, pemantik api dan sejenisnya

3606.90.90 | - - Lain-lain
Pelat dan film fotografi berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dari

37.01 bahan apapun selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan
berbentuk lembaran, peka cahaya, tidak disinari, dalam kemasan maupun tidak.

3701.10.00 | - Untuk sinar X

3701.20.00 | - Film cetak instan

3701.30.00 | - Pelat dan film lainnya, dengan sisi manapun melebihi 255 mm

3701.91.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan

3701.91.90 | - - - Lain-lain

3701.99.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam industri percetakan

3701.99.90 | - - - Lain-lain
Film fotografi dalam gulungan, peka cahaya, tidak disinari, dari bahan apapun

37.02 selain kertas, kertas karton atau tekstil; film cetak instan dalam gulungan, peka
cahaya, tidak disinari.

3702.10.00 | - Untuk sinar X

3702.31.00 | - - Untuk fotografi berwarna (polikrom)

3702.32.00 | - - Lain-lain, dengan emulsi perak halida

3702.39.00 | - - Lain-lain
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3702.41.00 | - - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang melebihi 200 m, untuk fotografi
berwarna (polikrom)

3702.42.10 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi
atau kehewanan atau dalam industri percetakan

3702.42.90 |- - - Lain-lain

3702.43.00 | - - Dengan lebar melebihi 610 mm dan panjang tidak melebihi 200 m

3702.44.00 | - - Dengan lebar melebihi 105 mm tetapi tidak melebihi 610 mm

3702.52.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.52.90 | - - - Lain-lain

3702.53.00 | - - Dengan lebar melebihi 16 mm tetapi tidak melebihi 35 mm dan panjang tidak
melebihi 30 m, untuk slide

3702.54.40 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi
atau kehewanan atau dalam industri percetakan

3702.54.90 | - - - Lain-lain

3702.55.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.55.50 | - - - Dari jenis yang cocok digunakan dalam ilmu medis, bedah, kedokteran gigi
atau kehewanan atau dalam industri percetakan

3702.55.90 | - - - Lain-lain

3702.56.20 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.56.90 | - - - Lain-lain

3702.96.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.96.90 | - - - Lain-lain

3702.97.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.97.90 |- - - Lain-lain

3702.98.10 | - - - Dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam sinematografi

3702.98.30 | - - - Lain-lain, dengan panjang 120 mm atau lebih

3702.98.90 | - - - Lain-lain

37.03 Kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, peka cahaya, tidak disinari.

3703.10.10 | - - Dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm

3703.10.90 | - - Lain-lain

3703.20.00 | - Lain-lain, untuk fotografi berwarna (polikrom)

3703.90.00 | - Lain-lain

37.04 Pelat, film, kertas, kertas karton dan tekstil fotografi, disinari tetapi tidak dicuci.

3704.00.10 | - Pelat atau film untuk sinar- X

3704.00.90 | - Lain-lain

37.05 Pelat dan film fotografi, disinari dan dicuci, selain film sinematografi.

3705.00.10 | - Sinar-X

3705.00.20 . ..
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3705.00.20 | - Mikrofilm

3705.00.90 | - Lain-lain

37 .06 Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun

) tidak atau hanya terdiri dari jalur suara.

3706.10.10 | - - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan

3706.10.30 | - - Film dokumenter lainnya

3706.10.40 | - - Lain-lain, hanya terdiri dari sound track

3706.10.90 | - - Lain-lain

3706.90.10 | - - Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan

3706.90.30 | - - Film dokumenter lainnya

3706.90.40 | - - Lain-lain, hanya terdiri dari sound track

3706.90.90 | - - Lain-lain
Grafit artifisial; grafit koloidal atau grafit semi koloidal; preparat dibuat dari grafit

38.01 atau karbon lainnya dalam bentuk pasta, bongkah, pelat atau barang semi
manufaktur lainnya.

3801.10.00 | - Grafit artifisial

3801.20.00 | - Grafit koloidal atau Grafit semi koloidal

3801.30.00 | - Pasta Mengandung karbon untuk elektroda dan Pasta semacam itu untuk
lapisan tanur

3801.90.00 |- Lain-lain
Karbon aktif; produk mineral alam aktif; jelaga hewani, termasuk jelaga hewani

38.02 ) :
habis pakali.

3802.10.00 | - Karbon aktif

3802.90.10 | - - Bauksit aktif

3802.90.20 | - - Tanah liat aktif atau tanah aktif

3802.90.90 | - - Lain-lain

3803.00.00 | Minyak tall, dimurnikan maupun tidak.
Residu alkali dari pembuatan pulp kayu dipekatkan maupun tidak, dihilangkan

38.04 gulanya atau diolah secara kimia, termasuk lignin sulfonat, tetapi tidak termasuk
minyak tall dari pos 38.03.

3804.00.10 | - Alkali sulfit konsentrat

3804.00.20 | - Kalsium lignin sulfonat (Ca2LS) bahan pengikat yang digunakan untuk
memproduksi batu bata tahan api

3804.00.90 | - Lain-lain
Getah, kayu atau terpentin sulfat dan minyak mengandung terpena lainnya yang

38.05 dihasilkan dari penyulingan atau pengolahan lainnya dari kayu jenis konifera;

) dipentena mentah; terpentin sulfit dan para-simen mentah lainnya; minyak

cemara mengandung alfa-terpinol sebagai bahan utama.

3805.10.00 | - Getah, kayu atau minyak terpentin sulfat

3805.90.00 | - Lain-lain

38.06 Asam rosin dan asam damar serta turunannya; spirit rosin dan minyak rosin;

run gum.
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3806.10.00 | - Asam rosin dan asam damar

3806.20.00 | - Garam dari rosin, atau dari asam damar atau turunan dari asam rosin atau
asam damar, selain garam dari rosin adduct

3806.30.10 | - - Dalam bentuk bongkah

3806.30.90 | - - Lain-lain

3806.90.10 | - - Run gum dalam bentuk bongkah

3806.90.90 | - - Lain-lain

3807.00.00 | Ter kayu; minyak ter kayu; kreosot kayu; nafta kayu; pek nabati; pek untuk
pabrik bir dan preparat semacam itu dibuat dari rosin, asam damar atau pek
nabati.
Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur

38.08 pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam

’ bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang

(misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat).

3808.52.10 | - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan,
mengandung insektisida atau fungisida

3808.52.90 | - - - Lain-lain

3808.59.10 | - - - Insektisida

3808.59.21 | - - - - Dalam kemasan aerosol

3808.59.29 | - - - - Lain-lain

3808.59.31 | - - - - Dalam kemasan aerosol

3808.59.39 | - - - - Lain-lain

3808.59.40 | - - - Produk anti-sprouting

3808.59.50 | - - - Pengatur pertumbuhan tanaman

3808.59.60 | - - - Desinfektan

3808.59.91 | - - - - Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan,
mengandung insektisida atau fungisida

3808.61.10 | - - - Koil penolak nyamuk

3808.61.20 | - - - Mat penolak nyamuk

3808.61.30 | - - - Dalam kaleng aerosol

3808.61.40 | - - - Lain-lain, dalam bentuk cairan

3808.61.50 | - - - Lain-lain, mempunyai fungsi penghilang bau

3808.61.90 | - - - Lain-lain

3808.62.10 | - - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk

3808.62.20 | - - - Koil penolak nyamuk

3808.62.30 | - - - Mat penolak nyamuk

3808.62.40 | - - - Dalam kaleng aerosol

3808.62.50 | - - - Lain-lain, dalam bentuk cairan

3808.62.90 | - - - Lain-lain

3808.69.10 | - - - Bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk

3808.69.90 | - - - Lain-lain

3808.91.10 | - - - Preparat antara mengandung 2-(metilpropil-fenol metilkarbamat)
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3808.91.20 | - - - Lain-lain, bubuk untuk mencetak koil obat nyamuk

3808.91.30 | - - - Dalam kaleng aerosol

3808.91.40 | - - - Koil penolak nyamuk

3808.91.50 | - - - Mat penolak nyamuk

3808.91.90 | - - - Lain-lain

3808.92.11 | - - - - Dengan kandungan validamisin tidak melebihi 3 % dari berat bersih

3808.92.19 | - - - - Lain-lain

3808.92.90 | - - - Lain-lain

3808.93.11 |- - - - Dalam kemasan aerosol

3808.93.19 | - - - - Lain-lain

3808.93.20 | - - - Produk anti-sprouting

3808.93.30 | - - - Pengatur pertumbuhan tanaman

3808.94.10 | - - - Mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali

3808.94.20 | - - - Lain-lain, dalam kemasan aerosol

3808.94.90 | - - - Lain-lain

3808.99.10 | - - - Bahan pengawet kayu, mengandung insektisida atau fungisida
Bahan untuk penyempurnaan, pembawa bahan celup untuk mempercepat proses
pencelupan atau pengolahan bahan celup dan produk serta preparat lainnya

38.09 (misalnya dressing dan mordant) dari jenis yang digunakan dalam industri tekstil,
kertas, kulit samak atau industri sejenis, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lainnya.

3809.10.00 |- Dengan dasar zat bersifat seperti pati

3809.91.10 | - - - Bahan pelembut

3809.91.90 | - - - Lain-lain

3809.92.00 | - - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kertas atau sejenisnya

3809.93.00 | - - Dari jenis yang digunakan di dalam industri kulit samak atau sejenisnya
Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; flux dan preparat tambahan
lainnya untuk menyolder, mematri atau mengelas; bubuk dan pasta untuk

38.10 menyolder, mematri atau mengelas, terdiri dari logam dan bahan lain; preparat
dari jenis yang digunakan sebagai inti atau pelapis untuk elektroda las atau
batang las.

3810.10.00 | - Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk
menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain

3810.90.00 | - Lain-lain
Preparat untuk mencegah ketukan, pencegah oksidasi, mencegah gum,

38.11 meningkatkan viskositas, preparat anti-korosi dan olahan aditif lainnya, untuk

) minyak mineral (termasuk gasolin} atau untuk cairan lain yang digunakan untuk

tujuan yang sama seperti minyak mineral.

3811.11.00 |- - Dengan bahan dasar senyawa timbal

3811.19.00 | - - Lain-lain

3811.21.90 | - - - Lain-lain

3811.29.00 | - - Lain-lain

3811.90.10 | - - Pencegah karat dan penghambat korosi
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3811.90.90 | - - Lain-lain
Olahan akselerator untuk karet; kompon peliat untuk karet atau plastik, tidak

38.12 dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; preparat antioksidasi dan kompon
stabilisator lainnya untuk karet atau plastik.

3812.10.00 | - Olahan akselerator untuk karet

3812.20.00 | - Kompon peliat untuk karet atau plastik

3812.31.00 | - - Campuran dari oligomer 2,2,4-trimetil-1,2-dihidroquinolina (TMQ)

3812.39.00 | - - Lain-lain

3813.00.00 | Preparat dan bahan pengisi alat pemadam kebakaran; granat pemadam
kebakaran yang sudah diisi.

3814.00.00 | Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
lainnya; olahan penghapus cat atau petnis.

38.15 Preparat inisiator reaksi, akselerator reaksi dan katalisator, tidak dirinci atau

) termasuk dalam pos lain.

3815.11.00 |- - Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif

3815.12.00 | - - Dengan logam mulia atau senyawa logam mulia sebagai zat aktif

3815.19.00 | - - Lain-lain

3815.90.00 | - Lain-lain

38.16 Semen, mortar, beton dan komposisi semacam yang tahan api, selain produk dari

) pos 38.01.

3816.00.10 | - Semen tahan api

3816.00.90 | - Lain-lain

3817.00.00 | Alkilbenzena campuran dan alkilnaftalena campuran, selain yang dimaksud pos
27.07 atau 29.02.

3818.00.00 | Unsur kimia yang diolah untuk digunakan dalam elektronik, dalam bentuk
cakram, wafer atau bentuk semacam itu; senyawa kimia yang diolah untuk
digunakan dalam elektronik.

3819.00.00 | Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak
mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh
dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 % menurut beratnya.

3820.00.00 | Preparat anti beku dan cairan olahan untuk mencairkan es.

38.01 Media kultur olahan untuk pengembangan atau perawatan mikro organisme

) (termasuk virus dan semacamnya) atau sel tumbuhan, manusia atau hewan.

3821.00.10 | - Media kultur olahan untuk pengembangan mikro organisme

3821.00.90 | - Lain-lain
Reagen diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung, olahan reagen

38.22 diagnosa atau laboratorium pada bahan pendukung maupun tidak, selain yang
dimaksud dalam pos 30.02 atau 30.06; bahan referensi bersertifikat.

3822.00.10 | - Pelat, lembaran, film, foil dan strip dari plastik diresapi atau dilapisi reagen
diagnosa atau laboratorium

3822.00.20 | - Kertas karton, gumpalan selulosa dan jaringan dari serat selulosa diresapi atau
dilapisi reagen diagnosa atau laboratorium

3822.00.30 | - Strip dan pita indikator sterilisasi
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3822.00.90 | - Lain-lain
Asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol

38.23 . .
lemak industri.

3823.11.00 | - - Asam stearat

3823.12.00 | - - Asam oleat

3823.13.00 | - - Asam lemak dari minyak tall

3823.19.10 | - - - Minyak asam dari pemurnian

3823.19.20 | - - - Palm fatty acid distillate

3823.19.30 | - - - Palm kernel fatty acid distillate

3823.19.90 | - - - Lain-lain

3823.70.10 | - - Dalam bentuk malam

3823.70.90 | - - Lain-lain
Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat

38.24 kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari
campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.

3824.10.00 | - Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam

3824.30.00 | - Karbida logam tidak diaglomerasi dicampur sesamanya atau dengan bahan
pengikat logam

3824.40.00 | - Olahan aditif untuk semen, mortar atau beton

3824.50.00 | - Mortar dan beton tidak tahan api

3824.60.00 | - Sorbitol selain yang dimaksud dalam subpos 2905.44

3824.71.10 | - - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum
atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 %
menurut beratnya

3824.71.90 | - - - Lain-lain

3824.72.00 | - - Mengandung bromoklorodifluorometana, bromotrifluorometana atau
dibromotetrafluoroetana

3824.73.00 | - - Mengandung hidrobromofluorokarbon (HBFC)

3824.74.10 | - - - Minyak transformator dan pemutus sirkuit mengandung minyak petroleum
atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70 %
menurut beratnya

3824.74.90 | - - - Lain-lain

3824.75.00 | - - Mengandung karbon tetraklorida

3824.76.00 | - - Mengandung 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform]

3824.77.00 | - - Mengandung bromometana (metil bromida) atau bromoklorometana

3824.78.00 | - - Mengandung perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC), tetapi tidak
mengandung klorofluorokarbon (CFC) atau hidroklorofluorokarbon (HCFC)

3824.79.00 | - - Lain-lain

3824.81.00 | - - Mengandung oksiran (etilena oksida)

3824.82.00 | - - Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau
polibrominasi bifenil (PBB)

3824.83.00 | - - Mengandung tris(2,3-dibromopropil} fosfat
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3824.84.00 |- - Mengandung aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon
(ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofeniljetana),
dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks
(ISO)

3824.85.00 | - - Mengandung 1,2,3,4,5,6-heksaklorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk
lindana (ISO, INN)

3824.86.00 |- - Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO)

3824.87.00 |- - Mengandung asam perfluorooktana sulfonat, garamnya, perfluorooktana
sulfonamida, atau perfluorooktana sulfonil fluorida

3824.88.00 | - - Mengandung tetra-, penta-, heksa-, hepta- atau oktabromodifenil eter

3824.91.00 |- - Campuran dan olahan mengandung terutama (5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-
dioksafosfinan-5-yljmetil metil metilfosfonat dan bis{(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-
dioksafosfinan-5-yljmetil} metilfosfonat

3824.99.30 | - - - Pasta untuk menggandakan dengan dasar gelatin disiapkan dalam bentuk
curah atau siap pakai (misalnya pada bahan pendukung kertas atau tekstil)

3824.99.40 | - - - Pelarut komposit anorganik

3824.99.50 | - - - Minyak aseton

3824.99.60 | - - - Preparat kimia mengandung monosodium glutamat (MSG)

3824.99.70 | - - - Preparat kimia lainnya, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan
makanan

3824.99.91 | - - - - Asam naftenat, garamnya yang tidak larut dalam air dan esternya

3824.99.99 | - - - - Lain-lain
Produk residu dari industri kimia atau industri terkait, tidak dirinci atau termasuk

38.25 dalam pos manapun; limbah rumah tangga; endapan kotoran; limbah lainnya yang
dimaksud dalam Catatan 6 pada bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

3825.10.00 | - Limbah rumah tangga

3825.20.00 | - Endapan kotoran

3825.30.10 | - - Suntikan, jarum, cannula dan sejenisnya

3825.30.90 | - - Lain-lain

3825.41.00 | - - Dihalogenasi

3825.49.00 | - - Lain-lain

3825.50.00 | - Limbah dari cairan asam logam,cairan hidrolik, cairan rem dan cairan anti beku

3825.61.00 | - - Terutama mengandung unsur organik

3825.69.00 | - - Lain-lain

3825.90.00 | - Lain-lain
Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari

38.26 70 % menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari
mineral mengandung bitumen.

3826.00.10 | - - Coconut methyl ester (CME)

3826.00.21 |- - - Dengan kandungan alkil ester 96,5 % atau lebih tetapi tidak melebihi 98 %
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3826.00.22 | - - - Dengan kandungan alkil ester melebihi 98 %
3826.00.29 | - - - Lain-lain
3826.00.30 | - - Lain-lain
3826.00.90 | - Lain-lain
39.01 Polimer dari etilena, dalam bentuk asal.
3901.10.12 | - - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
3901.10.19 | - - - Lain-lain
3901.10.92 | - - - Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
3901.10.99 | - - - Lain-lain
3901.20.00 | - Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih
3901.30.00 | - Kopolimer etilena-vinil asetat
3901.40.00 | - Kopolimer dari etilena-alfa-olefin, dengan berat jenis kurang dari 0,94
3901.90.40 | - - Dalam bentuk dispersi
3901.90.90 | - - Lain-lain
39.02 Polimer dari propilena atau dari olefin lainnya, dalam bentuk asal.
3902.10.30 | - - Dalam bentuk dispersi
3902.10.40 | - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu
3902.10.90 | - - Lain-lain
3902.20.00 | - Poliisobutilena
3902.30.30 | - - Dalam bentuk cair atau pasta
3902.30.90 | - - Lain-lain
3902.90.10 | - - Polypropilena diklorinasi dari jenis yang cocok untuk digunakan dalam
formulasi tinta cetak
3902.90.90 | - - Lain-lain
39.03 Polimer dari stirena, dalam bentuk asal.
3903.11.10 | - - - Dalam bentuk butiran
3903.11.90 | - - - Lain-lain
3903.19.10 | - - - Dalam dispersi
3903.19.20 | - - - Butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu
3903.19.90 | - - - Lain-lain
3903.20.40 | - - Dalam dispersi mengandung air
3903.20.50 | - - Dalam dispersi tidak mengandung air
3903.20.90 | - - Lain-lain
3903.30.40 | - - Dalam dispersi mengandung air
3903.30.50 | - - Dalam dispersi tidak mengandung air
3903.30.60 | - - Dalam bentuk butiran
3903.30.90 | - - Lain-lain
3903.90.30 | - - Dalam dispersi
3903.90.91 | - - - Impact Polystyrene dengan notched izod impact pada 23°C kurang dari 80

J/m
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3903.90.99 | - - - Lain-lain
39.04 Polimer dari vinil klorida atau dari halogenasi olefin lainnya, dalam bentuk asal.
3904.10.10 | - - Homopolimer, tipe suspensi
3904.10.91 | - - - Dalam bentuk butiran
3904.10.92 | - - - Dalam bentuk bubuk
3904.10.99 | - - - Lain-lain
3904.21.10 | - - - Dalam bentuk butiran
3904.21.20 | - - - Dalam bentuk bubuk
3904.21.90 | - - - Lain-lain
3904.22.10 | - - - Dalam dispersi
3904.22.20 | - - - Dalam bentuk butiran
3904.22.30 | - - - Dalam bentuk bubuk
3904.22.90 | - - - Lain-lain
3904.30.10 | - - Dalam bentuk butiran
3904.30.20 | - - Dalam bentuk bubuk
3904.30.90 | - - Lain-lain
3904.40.10 | - - Dalam bentuk butiran
3904.40.20 | - - Dalam bentuk bubuk
3904.40.90 | - - Lain-lain
3904.50.40 | - - Dalam dispersi
3904.50.50 | - - Dalam bentuk butiran
3904.50.60 | - - Dalam bentuk bubuk
3904.50.90 | - - Lain-lain
3904.61.10 | - - - Dalam bentuk butiran
3904.61.20 | - - - Dalam bentuk bubuk
3904.61.90 | - - - Lain-lain
3904.69.30 | - - - Dalam dispersi
3904.69.40 | - - - Dalam bentuk butiran
3904.69.50 | - - - Dalam bentuk bubuk
3904.69.90 | - - - Lain-lain
3904.90.30 | - - Dalam dispersi
3904.90.40 | - - Dalam bentuk butiran
3904.90.50 | - - Dalam bentuk bubuk
3904.90.90 | - - Lain-lain
39.05 Polimer dari vinil asetat atau dari vinil ester lainnya, dalam bentuk asal; polimer
' vinil lainnya dalam bentuk asal.
3905.12.00 | - - Dalam dispersi mengandung air
3905.19.10 | - - - Dalam bentuk cair atau pasta
3905.19.90 | - - - Lain-lain
3905.21.00 | - - Dalam dispersi mengandung air
3905.29.00 | - - Lain-lain
3905.30.10 | - - Dalam dispersi
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3905.30.90 | - - Lain-]lain
3905.91.10 | - - - Dalam dispersi
3905.91.90 | - - - Lain-lain
3905.99.10 | - - - Dalam dispersi mengandung air
3905.99.20 | - - - Dalam dispersi tidak mengandung air
3905.99.90 | - - - Lain-lain
39.06 Polimer akrilik dalam bentuk asal.
3906.10.10 | - - Dalam dispersi
3906.10.90 | - - Lain-lain
3906.90.20 | - - Dalam dispersi
3906.90.92 | - - - Sodium poliakrilat
3906.90.99 | - - - Lain-lain
39 .07 Poliasetal, polieter lainnya dan resin epoksida, dalam bentuk asal; polikarbonat,
' resinalkid, polialil ester dan poliester lainnya, dalam bentuk asal.
3907.10.00 | - Poliasetal
3907.20.10 | - - Politetrametilen eter glikol
3907.20.90 | - - Lain-lain
3907.30.20 | - - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk
3907.30.30 | - - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.30.90 | - - Lain-lain
3907.40.00 | - Polikarbonat
3907.50.10 | - - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.50.90 | - - Lain-lain
3907.61.00 |- - Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih
3907.69.10 | - - - Dalam bentuk butiran
3907.69.90 | - - - Lain-lain
3907.70.00 | - Poli(asam laktat)
3907.91.20 | - - - Butiran dan dalam bentuk semacamnya
3907.91.30 | - - - Dalam bentuk cairan atau pasta
3907.91.90 | - - - Lain-lain
3907.99.40 | - - - Dari jenis yang digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk
3907.99.90 | - - - Lain-lain
39.08 Poliamida dalam bentuk asal.
3908.10.10 | - - Poliamida-6
3908.10.90 | - - Lain-lain
3908.90.00 | - Lain-lain
39.09 Amino-resin, resin fenolik dan poliuretan, dalam bentuk asal.
3909.10.10 | - - Kompon untuk dicetak
3909.10.90 | - - Lain-lain
3909.20.10 | - - Kompon untuk dicetak
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3909.20.90 | - - Lain-lain

3909.31.00 | - - Poli{metilena fenil isosianat) (crude MDI, polymeric MDI)

3909.39.10 | - - - Kompon untuk dicetak

3909.39.91 | - - - - Resin glioksal monourein

3909.39.99 | - - - - Lain-lain

3909.40.10 | - - Kompon untuk dicetak selain dari fenol formaldehida

3909.40.90 | - - Lain-lain

3909.50.00 | - Poliuretan

39.10 Silikon dalam bentuk asal.

3910.00.20 | - Dalam dispersi dan larutan

3910.00.90 | - Lain-lain

3911.10.00 | - Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan
politerpena
Resin petroleum, resin kumaron-indena, politerpena, polisulfida, polisulfon dan

39.11 produk lain dirinci dalam Catatan 3 pada Bab Buku Tarif Kepabeanan Indonesia,
tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.

3911.90.00 | - Lain-lain

39 12 Selulosa dan turunan kimianya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos

' manapun, dalam bentuk asal. .

3912.11.00 | - - Tidak diplastisasi

3912.12.00 | - - Diplastisasi

3912.20.11 | - - - Nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi

3912.20.19 | - - - Lain-lain

3912.20.20 | - - Diplastisasi

3912.31.00 | - - Karboksimetilselulosa dan garamnya

3912.39.00 | - - Lain-lain

3912.90.20 | - - Dalam bentuk butiran

3912.90.90 | - - Lain-lain
Polimer alam (misalnya, asam alginat) dan polimer alam yang dimodifikasi

39.13 (misalnya protein dikeraskan, turunan kimia dari karet alam), tidak dirinci atau
termasuk dalam pos manapun, dalam bentuk asal.

3913.10.00 |- Asam alginat, garam dan esternya

3913.90.10 | - - Protein dikeraskan

3913.90.20 | - - Turunan kimia dari karet alam

3913.90.30 | - - Polimer dengan bahan dasar pati

3913.90.90 | - - Lain-lain

3914.00.00 | Penukar ion dibuat dari polimer pos 39.01 sampai dengan 39.13, dalam bentuk
asal.

39.15 Sisa, reja dan skrap, dari plastik.

3915.10.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku

3915.10.90 | - - Lain-lain

3915.20.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku

3915.20.90 | - - Lain-lain
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3915.30.10 | - - Dari produk seluler yang tidak kaku

3915.30.90 | - - Lain-lain
3915.90.00 | - Dari plastik lainnya
Monofilamen yang setiap penampang silangnya melebihi 1 mm, berbentuk batang

39.16 kecil, stik dan profil, yang permukaannya dikerjakan maupun tidak tetapi tidak
dikerjakan secara lain, dari plastik.

3916.10.10 | - - Monofilamen

3916.10.20 | - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil

3916.20.10 | - - Monofilamen

3916.20.20 | - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil

3916.90.41 | - - - Monofilamen

3916.90.42 | - - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil

3916.90.50 | - - Dari fiber divulkasinasi

3916.90.60 | - - Dari turunan kimia dari karet alam

3916.90.70 | - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya; dari selulosa diregenerasi; dari selulosa

nitrat, selulosa asetat dan ester selulosa lainnya, eter selulosa dan turunan kimia
lainnya dari selulosa, diplastisasi

3916.90.80 | - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi
3916.90.91 | - - - Monofilamen
3916.90.92 | - - - Berbentuk batang kecil, tongkat dan profil

Pembuluh, pipa dan selang, serta alat kelengkapan dari padanya (misalnya,

39.17 penyambung pipa, elbow, flensa), dari plastik.

3917.10.10 | - - Dari protein dikeraskan

3917.10.90 | - - Lain-lain

3917.21.00 | - - Dari polimer etilena

3917.22.00 | - - Dari polimer propilena

3917.23.00 | - - Dari polimer vinil klorida

3917.29.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya

3917.29.12 | - - - - Dari resin amino; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia
lainnya dari selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi; dari protein
dikeraskan; dari turunan kimia dari karet alam

3917.29.19 | - - - - Lain-lain

3917.29.21 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya

3917.29.22 | - - - - Dari resin fenolik

3917.29.23 | - - - - Dari resin amino; dari protein dikeraskan; dari turunan kimia dari karet
alam

3917.29.24 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari
selulosa, diplastisasi; dari serat divulkanisasi

3917.29.25 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya

3917.29.29 | - - - - Lain-lain

3917.31.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi

3917.31.12 . ..
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3917.31.12 | - - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari serat divulkanisasi; dari turunan
kimia dari karet alam

3917.31.19 |- - - - Lain-lain

3917.31.21 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi

3917.31.23 | - - - - Dari amino resin; dari fenolik resin; dari turunan kimia dari karet alam

3917.31.24 | - - - - Dari serat divulkanisasi

3917.31.25 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari
selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari selulosa,
diplastisasi

3917.31.29 | - - - - Lain-lain

3917.32.10 | - - - Selubung sosis atau ham

3917.32.20 | - - - Selang termoplastik untuk kompor gas

3917.3291 |----- Dari produk polimerisasi adisi; dari resin fenolik atau resin amino; dari
turunan kimia dari karet alam

3917.32.92 |----- Lain-lain

3917.3293 |----- Dari produk polimerisasi adisi

3917.3294 |----- Dari resin amino atau resin fenolik; dari turunan kimia dari karet alam

3917.3295 |----- Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya; dari
serat divulkanisasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia
lainnya dari selulosa, diplastisasi

3917.32.99 |----- Lain-lain

3917.33.10 | - - - Lain-lain, dikerjakan lebih lanjut daripada semata-mata dikerjakan
permukaannya

3917.33.91 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi lainnya

3917.33.92 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya

3917.33.93 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari
selulosa, diplastisasi

3917.33.94 | - - - - Dari serat divulkanisasi

3917.33.95 | - - - - Dari protein dikeraskan

3917.33.96 | - - - - Dari turunan kimia dari karet alam

3917.33.99 |- - - - Lain-lain

3917.39.11 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi

3917.39.12 | - - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam

3917.39.13 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari
selulosa, diplastisasi

3917.39.19 | - - - - Lain-lain

3917.39.91 | - - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari serat divulkanisasi

3917.39.92 | - - - - Dari resin fenolik atau resin amino; dari turunan kimia dari karet alam

3917.39.93 | - - - - Dari produk polimerisasi penyusunan ulang atau kondensasi lainnya

3917.39.94 | - - - - Dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya dari
selulosa, diplastisasi

3917.39,99 |----Lain-lain
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3917.40.00 | - Alat kelengkapan
39.19 Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipih lainnya berperekat, dari
’ plastik, dalam gulungan maupun tidak.

3919.10.10 | - - Dari polimer vinil klorida

3919.10.20 | - - Dari polietilena

3919.10.91 | - - - Dari protein dikeraskan atau turunan kimia dari karet alam

3919.10.92 | - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang
atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya
dari selulosa, diplastisasi

3919.10.99 | - - - Lain-lain

3919.90.10 | - - Dari polimer vinil klorida

3919.90.20 | - - Dari protein dikeraskan

3919.90.91 | - - - Dari turunan kimia dari karet alam

3919.90.92 | - - - Dari produk polimerisasi adisi; dari produk polimerisasi penyusunan ulang
atau kondensasi; dari selulosa nitrat, selulosa asetat dan turunan kimia lainnya
dari selulosa, diplastisasi

3919.90.99 | - - - Lain-lain
Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak

39.20 diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara
semacam itu dengan bahan lain.

3920.10.11 |- - - Kaku

3920.10.19 | - - - Lain-lain

3920.10.90 | - - Lain-lain

3920.20.10 | - - Biaxially oriented polypropylene (BOPP) film

3920.20.91 | - - - Plat dan lembaran

3920.20.99 | - - - Lain-lain

3920.30.20 | - - Lembaran acrylonitrile butadiene styrene (ABS) dari jenis yang digunakan
dalam pembuatan refrigerator

3920.30.91 | - - - Plat dan lembaran, kaku

3920.30.92 | - - - Lain-lain, plat dan lembaran

3920.30.99 | - - - Lain-lain

3920.43.10 | - - - Plat dan lembaran

3920.43.90 | - - - Lain-lain

3920.49.00 | - - Lain-lain

3920.51.11 |----Kaku

3920.51.19 | - - - - Lain-lain

3920.51.90 | - - - Lain-lain

3920.59.11 |- -- - kaku

3920.59.19 | - - - - Lain-lain

3920.59.90 | - - - Lain-lain

3920.61.10 | - - - Plat dan lembaran

3920.61.90 | - - - Lain-lain

3920.62.10 | - - - Plat dan lembaran
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3920.62.90 | - - - Lain-lain
3920.63.10 | - - - Plat dan lembaran
3920.63.90 | - - - Lain-lain
3920.69.10 | - - - Plat dan lembaran
3920.69.90 | - - - Lain-lain
3920.71.10 | - - - Film selofan
3920.71.91 | - - - - Lembaran dicetak
3920.71.99 | - - - - Lain-lain
3920.73.00 | - - Dari selulosa asetat
3920.79.10 | - - - Dari nitroselulosa (gun cotton)
3920.79.20 | - - - Dari serat divulkanisasi
3920.79.91 | - - - - Plat dan lembaran
3920.79.99 | - - - - Lain-lain
3920.91.10 | - - - Film dari jenis yang digunakan pada kaca pengaman,dengan ketebalan
melebihi 0,38 mm tetapi tidak melebihi 0,76 mm dan lebarnya tidak melebihi 2 m
3920.91.91 |- - - - Plat dan lembaran
3920.91.99 | - - - - Lain-lain
3920.92.10 | - - - Dari poliamida-6
3920.92.91 | - - - - Plat dan lembaran
3920.92.99 | - - - - Lain-lain
3920.93.10 | - - - Plat dan lembaran
3920.93.90 | - - - Lain-lain
3920.94.10 | - - - Lembaran fenol formaldehida (bakelit)
3920.94.91 | - - - - Plat dan lembaran
3920.94.99 | - - - - Lain-lain
3920.99.10 | - - - Dari protein dikeraskan; turunan kimia dari karet alam
3920.99.21 | - - - - Plat dan lembaran
3920.99.29 | - - - - Lain-lain
3920.99.31 | - - - - Plat dan lembaran
3920.99.39 |- - - - Lain-lain
3920.99.90 | - - - Lain-lain
39.21 Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya dari plastik.
3921.11.20 | - - - Kaku
3921.11.91 |- - - - Plat dan lembaran
3921.11.92 | ----Film
3921.11.99 | - - - - Lain-lain
3921.12.00 | - - Dari polimer vinil klorida
3921.13.10 |- --Kaku
3921.13.91 | - - - - Plat dan lembaran
3921.13.92 |----Film
3921.13.99 | - - - - Lain-lain
3921.14.20 |- - - Kaku
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3921.14.91 |- - - - Plat dan lembaran

3921.14.92 |- ---Film

3921.14.99 | - - - - Lain-lain

3921.19.20 | - - - Kaku

3921.19.91 | - - - - Plat dan lembaran

3921.19.92 |----Fim

3921.19.99 | - - - - Lain-lain

3921.90.10 | - - Dari fiber divulkanisasi

3921.90.20 | - - Dari protein dikeraskan

3921.90.30 | - - Dari turunan kimia dari karet alam

3921.90.41 | - - - Plat dan lembaran

3921.90.42 | - - - Film

3921.90.43 | - - - Strip tekstil dilaminasi

3921.90.49 | - - - Lain-lain

3921.90.50 | - - Dari selulosa diregenarasi

3921.90.60 | - - Dari selulosa lainnya atau turunan kimia selulosa lainnya

3921.90.90 | - - Lain-lain
Bak mandi, pancuran untuk mandi, bak cuci, wastafel, bidet, mangkuk, tempat

39.22 duduk dan penutup kloset, tangki air penyiram dan perlengkapan saniter
semacam itu, dari plastik.

3922.10.19 | - - - Lain-lain

3922.10.90 | - - Lain-lain

3922.90.19 |- - - Lain-lain

3922.90.90 | - - Lain-lain

3923 Wadah untuk mengangkut atau mengemas barang, dari plastik; sumbat, tutup,

’ tudung dan penutup lainnya, dari plastik.

3923.10.10 | - - tempat untuk film, kaset dan cakram optik

3923.10.90 | - - Lain-lain

3923.21.11 |- - - - Dengan lebar 315 mm atau lebih dan dengan panjang 410 mm atau lebih,
digabungkan dengan sealed gland

3923.21.19 | - - - - Lain-lain

3923.21.91 | - - - - Kantong aseptik tidak diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain
kantong retort}, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410 mm atau
lebih, digabungkan dengan sealed gland

3923.21.99 | - - - - Lain-lain

3923.29.10 | - - - Kantong aseptik baik diperkuat dengan bahan foil alumunium (selain
kantong retort) maupun tidak, dengan lebar 315 mm atau lebih dan panjang 410
atau lebih, digabungkan dengan sealed gland

3923.29.90 | - - - Lain-lain

3923.30.20 | - - Kemasan bahan bakar diperkuat dengan fiberglas multi lapis, untuk gas
dibawah tekanan atau gas cair

3923.30.90 | - - Lain-lain

3923.40.10 | - - Cocok digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45 atau 84.48
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3923.40.90 | - - Lain-lain
3923.50.00 | - Sumbat, tutup, tudung dan penutup lainnya
3923.90.10 | - - Tabung untuk pasta gigi
3923.90.90 | - - Lain-lain
3995 Perangkat bangunan dari plastik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos
manapun.
3925.90.00 | - Lain-lain
3926 Barang lain dari plastik dan barang dari bahan lain yang dimaksud dalam pos
’ 39.01 sampai dengan 39.14.
3926.10.00 | - Perlengkapan kantor atau sekolah
3926.30.00 | - Alat kelengkapan untuk perabotan, coachwork atau sejenisnya
40.01 Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu,
' dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.
4001.10.11 | - - - Lateks karet konsentrat sentrifugal
4001.10.19 | - - - Lain-lain
4001.10.21 | - - - Lateks karet konsentrat sentrifugal
4001.10.29 | - - - Lain-lain
4001.21.10 |- -- RSS Grade 1
4001.21.20 |- - - RSS Grade 2
4001.21.30 |- - - RSS Grade 3
4001.21.40 |- - - RSS Grade 4
4001.21.50 |- - - RSS Grade 5
4001.21.90 | - - - Lain-lain
4001.22.10 | ---TSNR 10
4001.22.20 | ---TSNR 20
4001.22.30 |---TSNRL
4001.22.40 |---TSNRCV
4001.22.50 |---TSNR GP
4001.22.90 | - - - Lain-lain
4001.29.10 | - - - Air-dried sheet
4001.29.20 | - - - Latex crepe
4001.29.30 | - - - Sole crepe
4001.29.40 | - - - Remilled crepe, termasuk flat bark crepe
4001.29.50 | - - - Crepe lainnya
4001.29.60 | - - - Superior processing rubber
4001.29.70 | - - - Skim rubber
4001.29.80 | - - - Skrap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump
4001.29.91 | - - - - Dalam bentuk asal
4001.29.99 | - - - - Lain-lain
4001.30.20 | - - Dalam bentuk asal
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4001.30.90 | - - Lain-lain
Karet sintetik dan factice diperoleh dari minyak, dalam bentuk asal atau pelat,

40.02 lembaran atau strip; campuran produk dari pos 40.01 dengan produk apapun
dari pos ini, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.

4002.11.00 | - - Lateks

4002.19.10 | - - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak
dikompon, tidak divulkanisasi

4002.19.90 | - - - Lain-lain

4002.20.10 | - - Dalam bentuk asal

4002.20.90 | - - Lain-lain

4002.31.10 | - - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi

4002.31.90 | - - - Lain-lain

4002.39.10 | - - - Pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi

4002.39.90 | - - - Lain-lain

4002.41.00 | - - Lateks

4002.49.10 | - - - Dalam bentuk asal

4002.49.90 | - - - Lain-lain

4002.51.00 | - - Lateks

4002.59.10 | - - - Dalam bentuk asal

4002.59.90 | - - - Lain-lain

4002.60.10 | - - Dalam bentuk asal

4002.60.90 | - - Lain-lain

4002.70.10 | - - Dalam bentuk asal

4002.70.90 | - - Lain-lain

4002.80.10 | - - Campuran dari lateks karet alam dengan lateks karet sintetik

4002.80.90 | - - Lain-lain

4002.91.00 | - - Lateks

4002.99.20 | - - - Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak
dikompon, tidak divulkanisasi

4002.99.90 | - - - Lain-lain

4003.00.00 | Reclaimed rubber dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.

4004.00.00 | Sisa, reja dan skrap karet (selain karet keras) dan bubuk serta butir yang
diperoleh daripadanya.

40.05 Karet campuran, tidak divulkanisasi, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran

' atau strip.

4005.10.10 | - - Dari jenis getah alam

4005.10.90 | - - Lain-lain

4005.20.00 | - Larutan; dispersi selain yang dimaksud pada subpos 4005.10

4005.91.10 | - - - Dari jenis getah alam

4005.91.90 | - - - Lain-lain

4005.99.10 | - - - Lateks

4005.99.20 | - - - Karet alam dikompon dengan zat selain karbon atau silika
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4005.99.90 | - - - Lain-lain
40.06 Bentuk lainnya (misalnya, bentuk batang kecil, pembuluh dan profil) dan barang
) (misalnya, cakram dan cincin), dari karet tidak divulkanisasi.
4006.10.00 | - Strip "camel-back” untuk menelapaki ban karet
4006.90.11 | - - - Barang
4006.90.19 | - - - Lain-lain
4006.90.90 | - - Lain-lain
4007.00.00 | Benang dan tali karet divulkanisasi.
40.08 Bentuk pelat, lembaran, strip, batang kecil dan profil, dari karet divulkanisasi
’ selain karet keras.
4008.11.10 | - - - Dengan ketebalan melebihi S mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil
pada satu sisinya
4008.11.20 | - - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding
4008.11.90 |- - - Lain-lain
4008.19.00 | - - Lain-lain
4008.21.10 | - - - Dengan ketebalan melebihi 5 mm, disertai dengan garis dari bahan tekstil
pada satu sisinya
4008.21.20 | - - - Lain-lain, ubin lantai dan ubin dinding
4008.21.30 | - - - Sumbat air
4008.21.40 | - - - Lembaran karet soling
4008.21.90 | - - - Lain-lain
4008.29.00 | - - Lain-lain
40.09 Pembuluh, pipa dan selang dari karet divulkanisasi selain karet keras, dengan
' atau tanpa alat kelengkapannya (misalnya, penghubung, siku, dan flensa).
4009.11.00 | - - Tanpa alat kelengkapan
4009.12.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.12.90 | - - - Lain-lain
4009.21.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.21.90 | - - - Lain-lain
4009.22.10 |- - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.22.90 | - - - Lain-lain
4009.31.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.31.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas
4009.31.91 | - - - - Selang bahan bakar, selang pemanas, dan selang air, dari jenis yang
digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03, 87.04 atau 87.11
4009.31.99 | - - - - Lain-lain
4009.32.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan
4009.32.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas
4009.32.90 | - - - Lain-lain
4009.41.10 | - - - Selang karet untuk kompor gas
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4009.41.90 |- - - Lain-lain

4009.42.10 | - - - Selang penghisap dan pengeluaran lumpur pertambangan

4009.42.20 | - - - Selang karet untuk kompor gas

4009.42.90 | - - - Lain-lain

40.10 Ban atau belting pengangkut atau penggerak dari karet divulkanisasi.

4010.11.00 | - - Diperkuat hanya dengan logam

4010.12.00 | - - Diperkuat hanya dengan bahan tekstil

4010.19.00 | - - Lain-lain

4010.31.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (V-belts), V-
ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm

4010.32.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (V-belts), selain
V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm

4010.33.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (V-belts), V-
ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm

4010.34.00 | - - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (V-belts), selain
V-ribbed, dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm

4010.35.00 | - - Ban synchronous tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi
tidak melebihi 150 cm

4010.36.00 | - - Ban synchronous tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 150 cm tetapi
tidak melebihi 198 cm

4010.39.00 | - - Lain-lain

40.11 Ban bertekanan, baru, dari karet.
- Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon

4011.10.00 | dan mobil balap)

4011.20.10 | - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4011.20.90 | - - Lain-lain

4011.30.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara

4011.40.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor

4011.50.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua

4011.70.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau
kehutanan

4011.80.11 | - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30,
Jorklift, wheel-barrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya

4011.80.19 | - - - Lain-lain

4011.80.21 | - - - Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30,
forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya

4011.80.29 | - - - Lain-lain
- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif

4011.90.10 | Kepabeanan Indonesia

4011.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
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4011.90.30 | - - Lain-lain, dengan lebar melebihi 450 mm

4011.90.90 | - - Lain-lain

40.12 Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan,

) telapak ban dan penutup ban dari karet.

4012.11.00 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station
wagon dan mobil balap)

4012.12.10 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4012.12.90 | - - - Lain-lain

4012.13.00 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara

4012.19.30 | - - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
- - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87 Buku Tarif

4012.19.40 | Kepabeanan Indonesia

4012.19.90 | - - - Lain-lain

4012.20.10 | - - Darti jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station
wagon dan mobil balap)

4012.20.21 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4012.20.29 | - - - Lain-lain

4012.20.30 | - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara

4012.20.40 | - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor

4012.20.50 - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua

4012.20.60 | - - Dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30
- - Dart jenis yang digunakan untuk kendaraan lain dari Bab 87 Buku Tarif

4012.20.70 Kepabeanan Indonesia

4012.20.91 | - - - Buffed tyre

4012.20.99 | - - - Lain-lain

4012.90.14 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar
tidak melebihi 450 mm "

4012.90.15 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar
melebihi 450 mm, digunakan untuk kendaraan dari pos 87.09

4012.90.16 | - - - Ban padat lainnya dengan diameter luar melebihi 250 mm, dengan lebar
melebihi 450 mm

4012.90.19 |- - - Lain-lain

4012.90.21 | - - - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4012.90.22 | - - - Dengan lebar melebihi 450 mm

4012.90.70 | - - Telapak ban yang dapat diganti dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4012.90.80 | - - Penutup ban

4012.90.90 | - - Lain-lain

40.13 Ban dalam, dari karet.

4013.10.11 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4013.10.19 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm

4013.10.21 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm

4013.10.29 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm

4013.20.00 | - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua_
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4013.90.11 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.90.19 | - - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar melebihi 450 mm
4013.90.20 | - - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor
4013.90.31 |- - - Cocok dipasang pada ban dengan lebar tidak melebihi 450 mm
4013.90.39 | - - - 